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Sambutan
Kepala Badan Litbang Agama

Tokoh-tokoh agama Islam, seperti ulama dan pemimpin ormas
Islam, mempunyai posisi penting dalam sistem sosial Indonesia. Ke-
beradaannya diakui sebagai pemimpin informal vis-#-vis pemimpin
formal, yakni para pejabat pemerintah. Dalam sejarah perjalanan bang-
sa, banyak jasa yang telah disumbangkan kaum agamawan ini, baik
pada masa penjajahan, revolusi fisik, maupun pembangunan. Pada
masa penjajahan, misalnya, ulama menjadi salah satu kunci utama
dalam memobilisasi massa menentang penjajah. Begitu juga yang ter-
jadi pada masa revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan yang
telah diraih. Dalam era pembangunan, peran ulama juga tetap dibu-
tuhkan. Kesuksesan program Keluarga Berencana, misalnya, salah
faktor utamanya adalah berkat dukungan dan keterlibatan mereka.

Salah satu peran mereka yang patut juga dicatat adalah posisinya
sebagai kaum terpelajar yang membawa pencerahan kepada
masyarakat di sekitarnya. Sejumlah lembaga pendidikan telah lahir
dari kelompok masyarakat ini, baik dalam bentuk pesantren, surau,
madarasah, maupun sekolah. Semuanya adalah lembaga yang ikut
menghantarkan bangsa Indonesia ke eraliteracy. Dengan literacy inilah
bangsa Indonesia mampu melakukan pembangunan. Berkaitan de-
ngan posisinya sebagai kaum terpelajar ini pula, sejumlah tokoh te-
lah berperan besar dalam memajukan ilmu pengetahuan, khususnya
Islam, di Indonesia, lewat karya-karya yang telah ditulisnya.

Sementara itu, kalau dilihat proses lahirnya Indonesia sebagai se-
buah negara-bangsa yang modern, peran tokoh-tokoh Islam juga tidak
bisa diabaikan. Meski sempat mengusulkan Islam sebagai dasar nega-
ra, tapi mereka pula yang memuluskan penerimaan Pancasila sebagai
dasar negara. Pada perkembangan selanjutnya, penerimaan Pancasi-
la sebagai asas tunggal juga berkat ketegasan para ulama.
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Keberadaan Departemen Agama juga tidak bisa dilepaskan dari
peran kalangan agamawan ini. Kelahiran Departemen Agama jelas
adalah aspirasi kelompok masyarakat ini. Demikian pula mereka yang
mempertahankan keberadaannya ketika departemen ini menghadapi
kritik dan usulan pembubaran dari berbagai kelompok masyarakat.
Untuk itu tidak mengherankan bila merekalah yang mendominasi
Departemen Agama, di tingkat pusat maupun daerah, pada masa
awal.

Selain itu, lewat ormas-ormas keagamaan, sejurnlah tokoh Isiam
juga berperan besar dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manu-
sia Indonesia. Organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah, Nah-
dlatul Ulama, Persis, dan sebagainya, di bawah kepemimpinan mereka
yang mempunyai perhatian besar terhadap masalah sosial, telah mem-
bantu pemerintah dalam mengangkat tingkat pendidikan dan kese-
jateraan rakyat Indonesia lewat lembaga-lembaga pendidikan, panti
asuhan, dan kegiatan sosial lainnya.

Dengan latar belakang seperti disebutkan di atas, penulisan biografi
para tokoh agama Islam menjadi sangat penting. Jika diletakkan dalam
konseks sosial bangsa Indonesia, biografi ini akan memberi wawasan
tambahan dalam memahami sejarah perjalanan bangsa, khususnya
umat Islam.

Hadirnya buku ini, dengan demikian, patut disambut gembira.
Sebagai Kepala Badan Litbang, saya ucapakan terima kasih yang se-
dalam-dalamnya kepada semua penulis yang telah menyempatkan
diri menyumbangkan tulisan dalam buku ini. Penghargaan khusus
kami sampaikan kepada editor buku ini yang pasti telah menghabis-
kan waktu banyak untuk membuat buku ini menjadi bermutu dan
enak dibaca. Sebagai karya manusia biasa, tentu saja akan dijumpai
kekurangan atau kesalahan di sana sini. Untuk itu, kami mengharap-
kan masukan, kritik dan saran dari para pembaca untuk penyempur-
naan buku ini di waktu mendatang.

Akhirnya, semoga buku ini memberikan banyak manfaat bagi se-
mua pihak, khususnya umat Islam, dan lebih khusus lagi adalah ke-
luarga besar Departemen Agama Rl

Jakarta, Maret 1999
Kepala Badan Litbang Agama

Djohan Effendi



Pengantar Editor

Biografi: Unsur Sejarah
yang Paling Akrab

Dalam ilmu sejarah modern, biografi telah dibedakan dari se-
jarah. Kalau dalam sejarah yang menjadi fokus bahasan bisa ber-
bagai hal—seperti politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, dan
sebagainya—dan sasaran pehatinyaan pada masyarakat, maka
dalam biografi fokus pembahasan terpusat pada individu. Mem-
injam istilah Taufik Abdullah, dalam biogragi yang menjadi per-
hatian adalah “pergumulan dan penghadapan anak manusia de-
ngan nasibnya.”

Dengan kata lain, kalau dalam sejarah, individu—meski boleh
jadi ia adalah unsur utama dalam sejarah yang diceritakan itu—
diperlakukan sebagai bagian dari dinamika sosial, maka dalam
biografi, individu tersebut adalah segala-galanya, karena ialah yang
menjadi pusat perhatian. Sementara konteks sosial menjadi latar
belakang, atau sebagai wadah di mana sang tokoh berbuat dan
bertindak. Sebagai latar belakang, maka konteks waktu, tempat,
dan sosial ird, di satu sisi, merupakan hasil rekonstruksi penulis
biografi. Tetapi, di sisi lain, konteks itu juga merupakan hasil
konstruksi dan pemahaman sang aktor. Pemahaman sang tokoh
atas konteks itulah yang kemudian menentukan pilihannya dalam
menentukan suatu tindakan. “Bagi sang aktor, hasil pemahaman-
nya tentang konteks strukturalnya itulah yang memantulkan
padanya berbagai corak pilihan,” kata Taufik Abdullah.
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Ketika seorang Hamka, misalnya, memutuskan untuk mengun-
durkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum MUI—seperti
dapat dilihat dalam bagian pertama buku ini—hal itu jelas meru-
pakan afinitas antara pemahamannya tentang konteks sejarah ia
berada dengan hasrat, citacita, dan idealisme yang dipunyainya.
Demikian juga, ketika Harun Nasution memutuskan untuk menye-
maikan ide-ide rasional dalam pemahaman Islam di IAIN Jakarta,
sepulangnya dari belajar di Montreal, Kanada.

Dengan demikian, dalam biografi kita tidak saja berhadapan
dengan dunia objektif—sebagaimana ditunjukkan oleh bukti-bukt
yang sah—tetapi juga dimungkinkan untuk menangkap dan me-
mahami dunia subjektif—sebagaimana dilihat, dirasakan, dan
dibangun oleh sang tokoh. Dengan kata lain, kita bisa menemu-
kan unsur sejarah yang paling akrab, yaitu manusia yang berpikir
dan bertindak; yang kecewa dan bahagia; yang sedih dan gembi-
ra. Untuk itulah, tidak terlalu salah kalau dikatakan bahwa biografi
memberikan aspek dan vista sejarah yang mendalam. Lewat
biografi, kita dimungkinkan untuk melihat sejarah dari aspek
mereka yang memilih untuk berbuat sesuatu di atas pentas se-
jarah. Hal itu berarti kita akan lebih mungkin memahami denyut
sejarah dengan lebih mendalam.

Biografi dapat juga dikatakan sebagai pengetahuan tentang “se-
bagian“—yaitu tentang pengalaman dan nasib seorang anak manu-
sia dalam konteks waktu dan tempat tertentu—dari “keseluruhan”
sejarah, yang berkisah dan membuat analisa tentang tempat dan
waktu tertentu pula. Mengetahui struktur dari “keseluruhan”
melalui pemahaman yang mendalam tentang yang “sebagian”
adalah salah satu cara yang syah dalam ilmu pengetahuan sosial
dan kemanusiaan. Meskipun yang “sebagian” itu tidak bisa di-
anggap dengan begitu saja sebagai wakil dari “keseluruhan”, apala-
gi sebagai sesuatu yang identik dengan “keseluruhan”, tetapi yang
“sebagian” memberi kesan-kesan dan membayangkan gejala
umum tentang “ keseluruhan”, Dengan membaca biografi M.
Natsir, misalnya, kita dimungkinkan untuk mengetahui pula se-
jarah Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Jelas bahwa kita tidak
mungkin mengetahui seluruh sejarah DDII hanya dengan mem-
baca biografi M. Natsir, namun sebagai tokoh sentral dalam DDII
biografi Natsir akan menjelaskan sebagian sejarah lembaga yang
didirtkannya tersebut. Apalagi, gerak langkah sebuah institusi itu
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pasti dipengaruhi oleh visi dan gaya pemimpinnya. Dengan kata
lain, lewat biografi kita juga sekaligus dapat membayangkan se-
jarah masyarakat pada ruang dan waktu yang sama karena ia ada-
lah bagian dari ruang dan waktu tersebut.

Ketika kita mendapatkan kumpulan biografi sejumlah tokoh
yang hidup dalam kurun waktu yang kurang lebih sama, semen-
tara tokoh-tokoh tersebut datang dari latar belakang institusi yang
berbeda-beda, maka dengan sendirinya kita juga dapat memband-
ingkan antara satu institusi dengan lainnya. Sementara itu, kalau
tokoh-tokoh tersebut adalah pemimpin institusi yang sama, tapi
berbeda dalam waktu, kita juga dapat memahami perubahan arah
dan kebijakan institusi tersebut sebagai akibat dari perbedaan gaya
kepemimpinan sang tokoh. Hal pertama tadi dapat dijumpai keti-
ka kita membaca dan mebandingkan riwayat hidup tokoh-tokoh
seperti Achmad Siddiq, Idham Chalid, A.R. Fachruddin, E. Ab-
durrahman dan M. Natsir. Dengan membaca biogragi mereka se-
cara tidak langsung kita juga dapat memahami perbedaan orien-
tasi dan kegiatan organisasi-organisasi NU, Muhammadiyah, Per-
sis, dan DDII. Sedang hal kedua di atas bisa kita dapatkan dengan
membaca dan membandingkan biografi Hamka, Syukri Ghazali,
dan Hasan Basri.

ot

Buku yang hadir di tangan pembaca ini merupakan kumpulan
biografi sejumlah orang yang dianggap sebagai tokoh agama Is-
lam. Ada empat belas nama yang ditulis yakni, Hamka, Syukri
Ghazali, Hasan Basri, Achmad Siddiq, Idham Chalid, A.R. Fach-
ruddin, E. Abdurrahman, M. Natsir, Mahmud Yunus, E.Z. Mutta-
qin, A. Hasjmy, Moenawar Chalil, Harun Nasution, dan Zakiyah
Daradjat. Pemilihan tokoh-tokoh ini didasarkan pada kapasitas
pribadi masing-masing dalam pembangunan sosial, pendidikan,
dan atau agama di samping atas dasar institusi. Karena mereka
juga mewakili institusi, peran yang telah dimainkan selama hidup-
nya, juga menjadi pertimbangan penting. Dalam hal ketika tokoh
tersebut dianggap mewakili kalangan intelektual, maka karya-
karya yang telah dihasilkan juga menjadi kriteria yang amat sig-
nifikan.

xiii -
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Dari empat belas tokoh tersebut, tiga pertama (Hamka, Syukri
Ghazali, dan Hasan Basri) dapat dianggap mewakili MUI karena
mereka adalah orang-orang yang pernah menduduki jabatan Ke-
tua Umum; lima tokoh berikutnya mewakili ormas Islam (Ach-
mad Siddiq dan Idham Chalid mewakili NU, A.R. Fachruddin Mu-
hammadiyah, E. Abdurrahman Persis, M. Natsir DDII); tiga tokoh
selanjutnya (Mahmud Yunus, E.Z. Muttagin dan A. Hasjmy),
dalam kapasitasnya yang berbeda dapat dikelompokkan sebagai
tokoh pendidikan Islam; dan tiga tokoh terakhir (Moenawar Cha-
lil, Harun Nasution, dan Zakiyah Daradjat) adalah tokoh intelek-
tual Islam.

Pembagian kategori tersebut jelas tidak eksklusif, khususnya
pada dua kategori terakhir, yakni tokoh pendidikan dan intelek-
tual. Hal ini karena tokoh-tokoh yang masuk dalam kelompok ini
dalam waktu yang sama juga dianggap tokoh dalam kategori yang
berbeda. E.Z. Muttaqin, misalnya, selain tokoh pendidikan berkat
jasanya membesarkan Universitas Islam Bandung juga dikenal
sebagai ulama dan dibuktikan dari jabatannya sebagai Ketua
Umum MUI Jawa Barat dan salah seorang Ketua MUI Pusat.
Demikian juga dengan A.Hasjmy. Selain tokoh pendidikan berkat
jasanya membangun IAIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kua-
la, ia juga dikenal sebagai ulama, Ketua Umum MUI D.1. Aceh,
sastrawan dan Gubernur D.I. Aceh. Sementara itu, Harun Nasu-
tion, selain dikenal sebagai intelektual juga tokoh pendidikan kare-
na ia pernah memimpin IAIN jakarta dan melakukan perubahan
besar dalam hal orientasi akademis. Sedang Zakiyah Daradjat, satu-
satunya tokoh perempuan dalam buku ini, selain seorang intelek-
tual juga seorang birokrat yang pernah memimpin dua direktorat,
Direktorat Pembinaan Perguruan Agama (Ditbinrua) dan Direk-
torat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama (Ditbinperta), Depar-
temen Agama.

Memang, pembagian kategori ini dapat menimbulkan tanda
tanya para pembaca. Misalnya, mengapa hanya tiga kategori yang
dipilih. Demikian juga dalam pemilihan ormas, mengapa hanya
empat ormas plus MUl yang ditulis. Pun pemilihan terhadap tokoh
yang dianggap mewakili ormas tersebut juga dapat dipertanya-
kan. Mengapa tokoh tersebut yang dipilih dan bukan tokoh lain
untuk mewakili ormas tertentu. Untuk pertanyaan-pertanyaan
tersebut, kami tidak harus berapologi dengan memberikan bukti-

xiv
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bukti bahwa pemilihan tersebut memang tepat. Hanya satu hal
yang perlu kami sampaikan, bahwa buku ini pada dasarnya di-
maksudkan sebagai tahap awal dalam penulisan biografi sejum-
lah tokoh Islam Indonesia. Ide besarnya adalah membuat semacam
thabagat tokoh-tokoh Islam, dan ini adalah buku pertama yang di-
harapkan akan diikuti oleh keluarnya buku-buku sejenis berikut-
nya yang membahas tokoh-tokoh lain. Dengan demikian, bahwa
tokoh-tokoh tersebut tadi yang dibahas dalam buku ini hanya
masalah wakty, karena tokoh-tokoh lain akan dibahas dalam pe-
nerbitan berikutnya.

*3

Dengan telah terbitnya buku ini, sebagai editor kami ingin
mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak. Pertama, tentu
kepada Badan Litbang Agama Departemen Agama RI yang telah
memberi keparcayaan kepada kami untuk mengedit karya besar
ini. Kepercayaan tersebut amat besar artinya bagi kami untuk da-
pat menyumbangkan sebuah karya yang mudah-mudahan akan
mendatangkan manfaat bagi banyak kalangan. Kedua, kami juga
mengucapkan terima kasih kepada semua penulis yang telah ber-
sedia meluangkan waktu menyelesaikan naskan yang kami min-
ta. Memang ada beberapa yang tepat waktu dan ada yang agak
lambat, tapi hal itu tidak mengurangi penghargaan kami atas jerih
payah mereka semua.

Selain dari itu, kami juga akan sangat berterima kasih jika di
antara pembaca ada yang memberi kritik atau koreksi terhadap
naskah yang ada ini. Bagaimanapun buku ini adalah karya manu-
sia, dan tak ada gading yang tak retak, sehingga masukan-masu-
kan tersebut sangat kami harapkan, sehingga kami dapat mem-
buat edisi revisi di waktu mendatang.

Last but not least, semoga karya yang sekang ada di tangan pem-
baca dapat memberikan wawasan baru dan mendatangkan man-
faat dalam arti yang seluas-luasnya.

Jakarta, Maret 1999

Editor






Azyumardi Azra*

Prof. Dr. Hamka
Pribadi Institusi MUI

“..Hamka was, arguably, the most widely read rnovelist of his age.
He was, until his death in 1981, certainly the most popular ulama in the
New Order Indonesia. While “Hamka the individual” remains obscure,
his writings should be acknowledged as an important source for histo-
rians and writers; they have an authoritative place in the work of Taufik
Abdullah, Harry Benda, Deliar Noer, and Antheny Reid, among oth-
ers, It is not the purpose of this essay to redeem Hamka politically or
defend the literary rnerit of his fiction. But because of perceived fail-
ures, Hamka has often been wrongly ignored. He deserves to be recog-
nized as an interesting and important figure in modern Indonesian his-
tory” (Hadler, 1998: 125).

Hamka, seperti diisyaratkan Hadler di atas, harus diakui ada-
lah tokoh multi dimensi dan sekaligus mungkin kontroversial.
Hamka adalah multi-dimensi; penulis, sastrawan, politisi dan
ulama. Dalam masing-masing dimensi itu, Hamka sekaligus dika-
gumi banyak orang dan dipersoalkan segelintir lainnya. Sebagai
sastrawan, misalnya, Hamka dipandang sebagai “lack of original-
ity” dan, bahkan lebih dariitu dianggap sebagai “penjiplak” karya
sastra Arab tertentu. Sebagai politisi, ia dipandang sementara
orang sebagai terlalu “kompromistis” terhadap penjajah Jepang;

*Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
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bertolakbelakang dengan ayahnya Haji Abdul Karim Amrullah.
Sedangkan dari segi keulamaan, ia lebih dipandang sebagai
“muballigh” yang amat komunikatif daripada “ulama” yang
benar-benar mumpuni, meski ia menulis Tafsir al-Azhar yang volu-
minious, yang tentu saja sangat monumental bagi sejarah
penulisan tafsir di Indonesia pada masa kontemporer.

Rihlah kehidupan Hamka menampilkan berbagai dimensi, baik
pada tingkat individual-personal, maupun kelembagaan. Ham-
ka sendiri dalam berbagai kesempatan mengakui kelemahan dan
kekurangan dirinya. Tetapi, bagaimanapun, hal ini tidak mengu-
rangi posisi dan perannya yang cukup fenomenal dalam perkem-
bangan Islam Indonesia pada masa pasca-kemerdekaan.

Genealogi Pembaruan

Biografi sosial Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lebih dike-
nal sebagai Hamka, dalam banyak hal merupakan genealogi pem-
baruan, setidaknya untuk wilayah Minangkabau, yang tentu saja,
seperti ditulis Noer, merupakan kawasan pertama di Indonesia
yang menyemaikan dan menyebarkan bibit-bibit pembaruan Is-
lam, sementara wilayah-wilayah lain di Nusantara masih berada
dalam “kejumudan” (Noer 1973). Perlu segera ditegaskan, Noer
berbicara umumnya tentang gerakan pembaruan di Minangka-
bau pada awal abad 20, ketika gerakan “Kaum Muda” secara
signifikan muncul di wilayah ini. Pandangan Noer ini, tentu saja
tidak relevan dengan masa-masa lebih awal; karena sejak paroan
kedua abad 17 telah terjadi “pembaruan” pemikiran dan prak-
tek-praktek keagamaan Islam yang disebarkan oleh tokoh-tokoh
ulama seperti Nur al-Din al-Raniri, *Abd al-Ra’uf al-Sinkili, Mu-
hammad Arsyad al-Banjari, "Abd al-Shamad al-Palimbani dan
lainnya. Sedangkan untuk wilayah Minangkabau, pembaruan
sebelum abad 20, mulai terjadi dengan pembaruan di kalangan
ulama surau dan terekat menjelang akhir abad 18, yang kemudi-
an berkembang menjadi Gerakan Padri pada perempatan perta-
ma abad 19 (cf. Azra 1992).

Untuk kepentingan tulisan ini, maka genealogi Hamka dapat
dimulai dengan kakeknya Syaikh Muhammad Amrullah, seo-
rang ulama yang hidup pada abad 19. Ayah dari kakeknya ini
adalah Tuanku Abdullah Saleh yang merupakan menantu dari
Tuanku ‘Abdullah Arif gelar Tuanku Nan Tuo, Koto Tuo IV Koto
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Agam. Pada geneologi akhir ini, Hamka berhubungan dengan
generasi pembaru Islam Minangkabau pada akhir abad 18 dan
awal abad 19. Tuanku Nan Tuo adalah ulama terkemuka, yang
melakukan usaha-usaha pembaruan secara damai terhadap
tarekat. Tetapi pembaruan ini berubah menjadi radikal, ketika
beberapa muridnya yang militan seperti Tuanku Nan Renceh
menginginkan perubahan secara cepat tanpa kompromi, yang
pada akhirnya memunculkan gerakan dan Perang Padri (cf. Azra
1988; Dobbin 1992).

Akan hal Syaikh Muhammad Amrullah sendiri pernah bela-
jar selama lima tahun di Mekkah; dan kemudian kembali menetap
di kampung halamannya, menjadi pedagang dan guru Tarekat
Nagsyabandiyyah (Hamka, 1967: 50-53). Tidak begitu jelas
bagaimana peranan Syaikh Amrullah dalam Tarekat Nagsya-
bandiyyah, tetapi yang jelas, tarekat ini pada abad 19 merupa-
kan tarekat “reformis” yang berusaha melakukan pembaruan
keagamaan di Minangkabau. Dalam upaya ini, tokoh-tokoh
Tarekat Nagsyabandiyyah terlibat dalam polemik dan konflik
dengan Tarekat Syattariyah yang mereka pandang telah
“tergelincir” dari ketentuan-ketentuan syari'ah Konflik di antara
kedua tarekat ini terus berlangsung sampai ke dasawarsa-dasa-
warsa pertama abad ini (cf. Dobbin 1992; Azra 1988; Abdullah
1971).

Genoalogi pembaruan ini tentu saja lebih terlihat jelas dalam
diri ayah Hamka, Haji Abdulkarim Amrullah, yang juga terke-
nal sebagai Haji Rasul atau “Inyik Deer” (“kakek doktor”), ada-
lah salah salah dari 46 anak ayahnya dari 8 istri (Hamka 1967:50-
3). Haji Rasul dilahirkan di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera
Barat, 1879. Seperti biasa, ia belajar di sejumlah surau di Minang-
kabau. Misalnya, ia belajar membaca al-Qur'an dengan Haji Mu-
hammad Salih dan gewa’id (tatabahasa Arab) dengan Haji Hud
di Tarusan; dan kemudian belajar figh dan tafsir dengan ayah-
nya sendiri, Syaikh Muhammad Amrullah. Dia juga belajar de-
ngan Sutan Muhammad Yusuf di Sungai Rotan, Pariaman (Ibid
1967:23).

Pada 1894 dia melanjutkan pelajaran di Mekkah, dan baru
kembali ke kampung halamannya tujuh tahun kemudian (1901).
Pada 1903 Haji Rasul kembali bertolak ke Mekkah dan baru
kembali tiga tahun kemudian. Di Mekkah, ia terutama belajar
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dengan Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, salah seorang
ulama Nusantara yang paling terkenal di Tanah Suci pada akhir
abad 19.! Dan adalah dari lingkungan belajar Syaikh Ahmad
Khatib ini belajar sejumlah murid yang kemudian menjadi pem-
baharu, seperti Syaikh Muhammad Tahir Jalaluddin al-Minang-
kabawi al-Azhari (1869-1956), Syaikh Muhammad Jamil Jambek
(1860-1947), Haji Abdul Karim Amrullah (1879-1945), dan Haji
Abdullah Ahmad (1878-1933) (Djamal 1998:8). Dengan genealo-
gi keilmuan seperti itu, jelas bahwa Haji Rasul tidak pernah
mengikuti pendidikan Belanda, yang pada masa itu semakin
berkembang di wilayah Minangkabau.?

Dalam kerangka perbandingan dari ketiga generasi ulama
ini—Syaikh Muhammad Amrullah, sang kakek; Haji Abdul Ka-
rim Amuullah, sang ayah; dan Hamka—akan terlihat bahwa Haji
Abdul Karim Amrullah yang paling “radikal”. Sedangkan Ham-
ka sendiri, seperti akan kita bahas panjang lebar nanti, memang
masih merefleksikan semangat pembaharuan, tetapi dalam nada
yang lebih “rendah” dibandingkan dengan ayahnya.

Sang ayah, seperti dicatat PhS. van Ronkel, seorang pejabat
tinggi Belanda, misalnya saja, mencatat bahwa “Haji Abdul Ka-
rim Amrullah adalah paling agresif di antara para ulama moder-
nis; paling fanatik dan paling ditakuti oleh lawan-lawannya”
(dikutip dalam Djamal 1998:31). Bahkan sang anak, Hamka,
mengakui bahwa ayahnya adalah “keras kepala, lugas, puritan,
angkuh, fanatik, dan sekaligus cepat naik darah” {(Hamka 1967:
117).

'Ahmad Khatib al-Minangkabawi adalah keturunan seorang hakim aga-
ma pada masa Perang Padri yang, tentu saja, kemudian sangat anti Belanda. Ia
menulis beberapa karya, yang umumnya bersifat polemik, di antaranya; al-
Ayat al-Bayyinat Ii al-Munsifin fi Izalat al-Khurafat ba'd al-Mu'tasasibin; al-Syaf al-
Battar fi Mahg Kalimat ba'd Ahl al-Ightirar; al-Da’i al-Masmu’ fi al-Redd 'Alaman
Yuwarrits al-Tkiwwat wa al-Awlad wa al-Akhawat ma‘a Wujud al-Ushui wa al-Fury',
Karyanya yang mengkritik Tarekat Nagsyabandiyyah adalah Zuga! al-Kadzib-
in, yang kemudian dibalas oleh Syaikh Sa’ad Munka, Payakumbuh melalui
bukunya frgam Unuf li Inkarihim Rabithah al-Washilin. Lebih lanjut tentang
Ahmad Khatib, lihat Noer 1980:38-40; Schrieke 1973: Djamal 1998: 6-8).

ILebih jauh tentang transmisi reformisme Ahmad Khatib dan murid-mu-
ridnya, khususnya melalui penerbitan-penerbitan, lihat Azra 1998.
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Demikian, sebagai pembaharu yang sangat menekankan pe-
murnian agama, Syaikh Abdul Karim Amrullah bersikap tanpa
kompromi, baik terhadap para pemuka adat (ninik mamak) yang
mempertahankan pembagian harta menurut ketentuan-ketentu-
an adat Minangkabau, maupun terhadap kalangan tradisional
(kaum tua) yang dalam pandangannya cuma bisa faglid, dan
mempertahankan pandangan dan praktek keagamaan yang
menurut dia tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Dia
menentang keras setiap orang yang melakukan hal-hal yang di-
anggapnya merupakan bid‘ah; seperti membacaushalli, marhaban,
dan talgin. Bertolak belakang dengan ayahnya yang merupakan
pengikut tarekat Nagsyabandiyyah, Haji Rasul justru mengecam
praktek-praktek tasawwuf dan tarekat yang dipandangnya te-
lah menyimpang dari ajaran Islam (cf. Schrieke 1973:21)°

Dengan kerangka pemikiran dan sikap seperti itu, tidak he-
ran kalau Haji Rasul mempunyai peran instrumental dalam
penyebaran organisasi Muhammadiyah di Minangkabau sejak
tahun 1925. Dalam kunjungan ke Jawa pada 1917 ia mengada-
kan hubungan dengan pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dan
Sarekat Islam; dan ketika ia kembali ke Minangkabau, ia menjadi
propagandis Muhammadiyah yang paling berhasil, sehingga
organisasi ini dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Mi-
nang. Selain itu, suraunya di Padangpanjang dengan cepat pula
berkembang menjadi Sumatera Thawalib yang, selain merupa-
kan lembaga pendidikan terkemuka juga menjadi tempat perse-
maian aktivisme politik kaum muda (Noer 1980:45-6).

Di atas semua itu, seperti bisa diduga, dia sangat anti terhadap
penjajah kafir. Pertama, tentu saja pemerintah Belanda yang ber-
pihak dan melindungi kedua kelompok masyarakat Muslim yang
disebutkan terdahulu, tegasnya kaumn adat dan kaum tradisional-
is. Ia sangat anti terhadap dua ordonansi yang dikeluarkan Belan-
da: “ordonansi guru” (1928), dan “ordonansi sekolah liar” (1932).

'Di antara karya polemis Haji Rasul adalah [zhar Asatir al-Mudhillin, Riqab
al-Mulhidin, Qati’ Razbi al-Mulihidin yang mengecam praktek-praktek tarekat;
Sendi Aman Tiang Selamat, al-Burhan, Pengantar Ushul Figh, -al-Kawakib al-
Durriyah, al-Fara’id, Cermin Terus, al-Basha’ir, Pelita.
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Karena itu, tidak heran kalau para pejabat dan aparat keamanan
Belanda memberikan perhatian dan pengamatan khusus ke-
padanya. Kedua—dan ini yang juga sangat terkenal—penolakan-
nya untuk tunduk kepada ketentuan para penguasa Jepang un-
tuk melakukan “seikerei”, menundukkan kepala guna menghor-
mati kaisar Jepang. Haji Abdul Karim Amrullah dalam perte-
muan 59 ulama seluruh Jawa yang diselenggarakan di Bandung
pada awal 1943 merupakan satu-satunya orang yang menolak
melakukan “seikerei”. Menurut dia, ajaran Islam melarang dia
untuk tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah (Djamal
1998:24).

Hamka: Sang Antagonis

Seperti ayahnya, Hamka—yang juga lebih dikenal sebagai
Buya Hamka—mempunyai bakat menjadi “pemberontak”. La-
hir di kampung halamannya, Sungai Batang, Maninjau, pada 16
Ferbuari 1908, Hamka kecil adalah seorang “pemberontak”; ia
bukan hanya anak bandel, tapi mungkin juga sedikit “preman”;
hobbinya di waktu remaja mencakup adu ayam, jadi joki dalam
pacuan kuda, dan suka “petantang-petenteng”. Meski ayahnya
mengirimnya belajar ke sekolah rakyat, dan sekolah agama ke
beberapa surau, seperti ke Surau Parabek yang diasuh Syaikh
Ibrahim Musa, dan lebih khusus lagi di surau ayahnya yang ke-
mudian berkembang menjadi Sumatera Thawalib, tetapi keban-
delannya tetap menonjol.*

Kenapa Hamka kecil menjadi “pemberontak”? Hadler men-
jawab pertanyaan ini dengan amat baik. Menurut Hadler, Ham-
ka seperti dituturkannya sendiri dalam Kenang-kenangan Hidup,
mengungkapkan tema tragis: gangguan masa kecil dan hilangnya
rumah yang nyaman bagi masa kecil. Puncak dari tema tragis ini
adalah perceraian kedua orangtuanya pada 1920. Hamka me-
nyatakan, perceraian tersebut merupakan “klimaks” yang menen-
tukan perjalanan hidupnya pada masa selanjutnya (Hamka
1951:1,49).

*Riwayat hidup Hamka ini diolah dari berbagai sumber, baik yang ditulis-
nya sendiri maupun reminiscences orang-orang lain yang mengenalnya.
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Sikap Hamka terhadap ayahnya bisa dikatakan bercabang dua
(ambigous); pada satu pihak ia sangat mengaguminya karena keu-
lamaannya. Tetapi, pada pihak lain, Hamka tidak menyembu-
nyikan kegusarannya kepada sang ayah yang pekerjaannya
“cuma” kawin cerai, sehingga sampai memiliki 8 istri dan 46 anak,
seperti telah dikemukakan di atas. Dan Hamka sangat jengkel
dengan kebiasaan ayahnya “menggilir” istri-istrinya itu setiap
bulan puasa. la merasa bahwa sang ayah telah mengkhianati ibu-
nya, ketika sang ayah menceraikannya tatkala Hamka masih beru-
sia 12 tahun. Dan Hamka memandang bahwa “pengkhianatan”
sang ayah itu disebabkan karena ia “terlalu patuh” kepada adat
Minangkabau. Dalam Adat Minangkabau dan Agama Islam (1929),
Hamka menyatakan: “Ajahnja [sic] seorang ahli agama jang terke-
nal. Tetapi belum dapat melepaskan diri dari pada ikatan masja-
rakat adat di negerinja” (h.46). Selanjutnja, “karena pengaruh
susunan masjarakat, adat, ajahnja sendiri dirasanja tidak ajahnja
lagi”. Akibatnya; “berasa putuslah pertaliannja dengan orang jang
dalam rumah itu” (h. 51).

Kemarahan yang bercampur dengan kesedihan ini kembali
diungkapkan Hamka dalam karyanya yang lain: “ Lalu kata be-
liau [H. Rasul}, jika ajah bertjerai dengan ibumu, dengan siapa-
kah engkau akan tinggal? Siapakah jang akan engkau turutkan?
Si anah tidak dapat mendjawab. Terkuntji mulutnja oleh airma-
tanja. Dia tidak akan mendjawab, karena dia tidak dapat memikir-
kan suatu kehidupan hanja dengan ajahnja sadja, tidak dengan
ibu. Atau dengan ibu sadja, tidak dengan ajah” (Hamka 1951:1,50).
Setelah perceraian kedua orangtuanya, Hamka pada akhirnya
terpaksa mengikut ayahnya. Hanya sewaktu-waktu saja ia me-
ngunjungi ibunya. Semua ini berada di luar kemauannya sendi-
ri; tetapi karena struktur sosial, adat yang memaksanya. Dan
dalam konteks inilah orang bisa memahami kenapa tema-tema
kritik terhadap adat dan sistem sosial menjadi cukup dominan
dalam beberapa karya Hamka.’ '

‘Memandang pengalaman masa kecil Hamka yang sedikit banyak mem-
pengaruhi suasana psikologisnya sepanjang kehidupannya, agaknya menarik
untuk membahas Hamka dengan menggunakan pendekatan “psycho-history”.
Pendekatan ini belakangan semakin populer untuk mengungkapkan kepriba-
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Hamka pada dasarnya adalah seorang otodidak; ia tidak per-
nah tamat sekolah rakyat, dan juga tidak selesai di surau. Kenya-
taan ini agaknya berkaitan dengan krisis dalam keluarganya; dan
karena itu ia kelihatannya lebih senang mencari ilmu dan jalan-
nya sendiri, daripada mengikuti keinginan ayahnya yang sangat
terobsesi untuk menjadikannya sebagai ulama. Sebab itu, ketika
berada diSumatera Thawalib, misalnya, Hamka lebih senang ber-
ada dan membaca buku-buku di perpustakaan umum milik
Zainuddin Labai dan Bagindo Sinaro daripada belajar di kelas.

Mengikuti kata hatinya untuk menuntut itmu dan pengalaman
menurut caranya sendiri Hamka memutuskan untuk bertolak ke
“Tanah Jawa”. Tetapi, ia terkena cacar di Bengkulu dan, setelah
sembubh, terpaksa kembali ke Padangpanjang. Pada 1924, sekali
lagi ia bertolak menuju Jawa, dengan menghabiskan waktu teru-
tama di Yogyakarta dan Pekalongan. Di Yogyakarta ia mengikuti
kursus-kursus ilmiah dan keagamaan yang diselenggarakan
Muhammadiyah dan Sarikat Islam. Pada kesempatan ini pula ia
bertemu dengan tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, HOS
Cokroaminoto, Haji Fakhruddin, RM Surjopratomo, dan Syam-
su Rizal. Sedangkan di Pekalongan, Hamka tinggal bersama AR
Sutan Mansur, kakak iparnya.

Dalam retrospeksinya, Hamka mengakui bahwa pengalaman-
nya di Yogyakarta dan Pekalongan inilah yang juga sangat me-
nentukan perjalananan hidupnya selanjutnya, sebagai seorang
muballigh, penulis, intelektual, dan ulama. Menurut pengakuan-
nya, di Yogyakarta ia menemukan Islam sebagai sesuatu yang
hidup, yang memberikan kepadanya sebuah pendirian dan per-
juangan yang dinamis (Hamka, 1979:1,102). Bagi dia organisasi
dan tokoh-tokoh pergerakan yang dia temui di Jawa lebih me-
musatkan diri kepada perjuangan untuk memajukan kaum Mus-
limin dari keterbelakangan dan ketertindasan; sedangkan di kam-
pung halamannya sendiri lebih terseret kepada pertikaian-perti-

dian tokoh-tokoh terkenal. Lebih lanjut tentang psiko-history ini, lihat misal-
nya, Erik Erikson, The Young Man Luther: A Study in Psycho-analysis and History
(1959; dan karyanya lebih belakanganGandhi: My Experience with Truth (19).
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kaian, apakah di antara kaum muda dengan kaum tua, atau di
antara kaum agama dengan kaum adat. Selanjutnya, di Pekalong-
an dia menemukan dan mengukuhkan “jiwa perjuangannya”
berkat kakak iparnya, AR Sutan Mansur, sehingga dia kemudi-
an memutuskan untuk menerjunkan diri ke dalam perjuangan
dakwah. ;

Hamka telah lahir kembali. Kembali ke Minangkabau setelah
hanya sekitar satu tahun, Hamka yang baru berusia 17 tahun
menjadi muballigh, yang memberikan ceramah di banyak tem-
pat. Kembalinya AR. Sutan Mansur ke Minangkabau menjadi
dorongan tambahan bagi Hamka untuk bertabligh. Kepandaian
Hamka menggunakan dan mengolah bahasa membuatnya ce-
pat populer. Ceramah-ceramahnya yang kemudian disusun dan
disuntingnya kembali itu menghasilkan bukunya yang pertama
berjudul Khatibul Ummah (1925).

Tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, Hamka menya-
dari kepintaran berpidato saja tidak cukup. Apalagi ayahnya
sendiri menyatakan, bahwa dia “cuma pandai menghafal syair,
bercerita tentang sejarah, sebagai burung beo” (Hamka 1979:1,107).
Dan, pernyataan ayahnya ini segera membuatnya untuk me-
ninggalkan Minangkabau menuju Mekkah pada Februari 1927.
Meskipun ia bermukim hanya selama enam bulan di Tanah Sudi,
ia mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk me-
ningkatkan kemampuan bahasa Arabnya, sehingga pada akhir-
nyaia mampu membaca dan memahami teks-teks Arab baik aga-
ma maupun umum, yang kemudian menjadi sumber utama bagi
karya-karyanya. Kembali ke Minangkabau, pada 5 April 1929
Hamka mengakhiri masa bujangnya dengan menikahi Siti Ra-
ham.

Pergerakan: Dari Dakwah ke Politik

Bisa dipastikan, kepulangannya dari Mekkah memperkuat
postur dan otoritas Hamka di tengah masyarakat. Maka, di sam-
ping kegiatannya bertabligh, Hamka juga menerjunkan diri ke
dalam dunia pergerakan Islam, Muhammadiyah, yang dibawa
ke Minangkabau oleh ayahnya. Ia kemudian aktif sebagai pe-
ngurus Muhammadiyah Padangpanjang, dan memimpin Tabligh
School Muhammadiyah. Karirnya di Muhammadiyah segera
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meroket, ketika dalam Kongres Muhammadiyah ke 19 di Bukit-
tinggi pada 1930 ia tampil menjadi pembicara dengan makalah
tentang “Agama Islam dan Adat Minangkabau”. Setahun kemu-
dian, pada Kongres Muhammadiyah ke 20 di Yogyakarta, ia
kembali tampil membawakan makalah tentang “Muhammadiyah
di Sumatera”. Tahun berikutnya, Hamka dipercayai pimpinan
pusat Muhammadiyah sebagai muballigh ke Makasar; dan pada
1934 ia terpilih menjadi anggota tetap Majlis Konsul Muhammadi-
yah Sumatera Tengah.

Masa baktinya di Makasar merupakan masa-masa baik bagi
Hambka untuk mengembangkan lebih jauh minat sejarahnya. Pada
waktu inilah Hamka muncul sebagai peneliti pribumi pertama
yang mengungkapkan secara luas riwayat ulama besar Sulawesi
Selatan, Syaikh Muhammad Yusuf al-Makassari.® Kembali ke
Padangpanjang dan mendirikan Kuliyyatul Muballighin, pada
1936 Hamka menuju Medan, di mana bersama tokoh Muham-
madiyah lainnya, Zainal Abidin Ahmad, dan M. Yunan Nasu-
tion dan lain-lain, ia mendirikan majalah Pedoman Masyarakat.
Media ini, seperti diakui banyak pihak, menjadi lahan yang sub-
ur bagi Hamka untuk mengembangkan bakat kepengarangan-
nya. Dan pada masa-masa inilah lahir dari tangannya beberapa
karyanya, seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah, Pedoman Muballigh
Islam, Tenggelamnya Kapal van der Wijck, Tasawwuf Moderen, Fil-
safat Hidup, Merantau ke Deli, dan lain-lain. Selain itu, Hamka juga
menjadi Pimpinan Muhammadiyah Sumatera Timur sampai 1942.

Masuknya Jepang ke Indonesia, seperti umumnya bagi bang-
sa Indonesia, juga merupakan masa-masa sulit secara pribadi bagi
Hamka. Jepang melarang penerbitan majalah Pedoman Masyarakat.
Seperti yang dilakukannya di Jawa, Jepang juga mengkonsolida-
si ulama dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Dalam konteks ini, Ham-
ka sebagai tokoh Muhammadiyah diangkat Jepang sebagai ang-
gota “Syu Sangi Kai”, semacam Dewan Perwakilan Rakyat, pada
1944. Penerimaan Hamka atas pengangkatan ini membuat Ham-
ka menjadi sasaran kritik, termasuk dari kalangan Muhammadi-
yah sendiri. Putranya, Rusydi menyebut pengalaman ini sebagai

fLebih jauh tentang Syaikh Yusuf, lihat Azra, 1992
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“suatu kejatuhan yang sangat pedih dan menyakitkan” bagi
Hamka (Hamka, R. 1983:39). Dan inilah yang membuat Hamka
“lari malam” dari Medan, menuju Padangpanjang pada 1945. Di
kota ini, sembari aktif memimpin kembali Kuliyyatul Muballighin,
Hamka juga mencurahkan waktunya untuk menulis, menghasil-
kan buku-buku seperti, Negara Islam, Islam dan Demokrasi, Revolu-
si Pikiran, Revolusi Agama, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi,
dan Dari Lembah Cita-cita. Dan pada 1946, dalam Konperensi
[wilayah] Muhammadiyah, ia terpilih sebagai Ketua.

Agresi pertama Belanda pada 1947 sedikit banyak menggeser
perhatian dan kegiatan Hamka. Perlawanan bersenjata masya-
rakat Minangkabau terhadap usaha-usaha Belanda untuk kembali
menguasai Indonesia mendorong Hamka untuk tampil ke depan.
la kemudian dipercayai menjadi ketua sekretariat Front Pertaha-
nan Nasional (FPN) Sumatera Barat, sampai terjadi gencatan sen-
jata pada 1949 yang disusul dengan pembentukan pemerintahan
RI untuk wilayah Sumatera Tengah. Memutuskan untuk tidak
terlibat dalam pemerintahan daerah, Hamka meninggalkan Mi-
nangkabau menuju Jakarta pada akhir 1949.

Jakarta akhir 1940-an dan 1950-an adalah Jakarta yang hingar
bingar dengan politik liberal. Dan Hamka, selain tetap menerus-
kan karir kewartawanannya dengan menjadi koresponden ma-
jalah Pemandangan dan Harian Merdeka, dan kepengarangannya
dengan menghasilkan karya otobiografinya Kenang-kenangan
Hidup, juga terjun ke kancah politik melalui Masyumi, sehingga
pada Pemilu 1955 terpilih sebagai anggota Konstituante. Melalui
Konstituante, bersama tokoh-tokoh Masyumi lainnya, Hamka
turut mendukung gagasan dan usaha untuk mendirikan negara
Indonesia yang berdasarkan Islam. Sementara itu, Hamka juga
menjadi pejabat tinggi Departemen Agama. Pada masa ini pula
(1958) Hamka mendapatkan penganugerahan Doktor Honoris
Causa dari Universitas al-Azhar.

Sementara itu perubahan-perubahan politik yang dilakukan
Presiden Soekarno juga mempengaruhi jalan kehidupan Hamka
selanjutnya. Melalui Dekrit 5 Juli 1959, Soekarno menerapkan
Demokrasi Terpimpin, membubarkan Konstituante, dan mem-
bentuk MPRS dan DPRGR. Hamka dalam sidang Konstituante
di Bandung menyatakan penolakannya terhadap Demokrasi
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Terpimpin; tapi tokh penolakannya sia-sia, bahkan Konstituante
itu sendiri dibubarkan Soekarno.

Perubahan politik seperti ini membuat Hamka berpikir lain,
dan pada akhirnya memutuskan kembali ke dunia asalnya;
kepengarangan dan dakwah. Pada 1959 itu juga ia bersama KH
Fagih mendirikan majalah Panji Masyarakat. Sayang, majalah ini
tidak berumur panjang, karena pada 17 Agustus 1960 ia dibredel
Soekarno sebab memuat tulisan Bung Hatta, “Demokrasi Kita”,
yang merupakan kritik tajam kepadanya (Cf. Azra 1997). Dan
sejak 1959 itu pula, Hamka berhenti sebagai pegawai negeri; dan
selanjutnya memusatkan diri pada pembinaan dakwah pada
Masjid Agung al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia ke-
mudian mendirikan majalah Gema Islam pada 1962.

Tetapi nestapa belum lagi berhenti melandanya. Pada 1964,
Hamka bersama sejumlah tokoh Muslim lainnya ditangkap dan
dipenjarakan dengan tuduhan merencanakan pembunuhan ter-
hadap Soekarno; ia baru dibebaskan setelah runtuhnya kekua-
saan Soekarno menyusul gagalnya kudeta PKI tahun 1965. Masa-
masa sulit seperti ini ternyata banyak hikmahnya bagi Hamka;
adalah selama dalam masa tahanan ini dia mulai menulis dan
menyelesaikan magnum opus-nya Tafsir al-Azhar.

Setelah permbebasannya, Hamka kembali kepada dunia kepe-
ngarangan dengan menghidupkan kembali Panji Masyarakat pada
1967; berkonsentrasi pada Masjid Agung al-Azhar, sampai terpi-
lih menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada
1975, mengundurkan diri pada Mei 1981 karena dipaksa menarik
kembali fatwa MUI tentang natal bersama. Inilah antagonisme
terakhirnya—terhadap kekuasaan. Dan, sang antagonis meng-
akhiri rihlah kehidupannya pada 24 Juli 1981 dalam usia 73 tahun.

Hamka: Sebuah Institusi

Karir kepengarangan, pergerakan dan dakwah yang demiki-
an intens telah menjadikan Hamka sebagai sebuah institusi, tidak
hanya di dalam dirinya, tetapi dalam lingkungan dan masyarakat-
nya. Sebagai sebuah institusi, Hamka setidak-tidaknya menjelma
ke dalam beberapa lembaga, di antaranya yang dapat dibahas
dalam tulisan ini adalah Masjid Agung al-Azhar, dan Majelis
Ulama Indonesia.
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Masjid Agung al-Azhar

Buya Hamka agaknya tidak pernah membayangkan per-
kembangan Masjid Agung al-Azhar dengan lembaga-lembaga-
nya yang dasawarsa terakhir ini berkembang begitu cepat {Azra
1998b).” Masjid Agung al-Azhar agaknya bisa dipastikan meru-
pakan prototype dari refungsionalisasi masjid bukan hanya untuk
kepentingan peribadatan dalam pengertian terbatas, tetapi lebih-
lebih lagi bagi kepentingan sosial, pendidikan, dan sebagainya.

Gagasan pembangunan Masjid Agung al-Azhar berkaitan
dengan usaha Masyumi Jakarta Raya untuk mendirikan Yayasan
Pesantren Islam (YPI) yang bertujuan untuk memberikan pen-
didikan agama bagi anak-anak melalui semacam “pesantren
moderen”. Untuk mewujudkan tujuan itu, YPI berusaha menda-
patkan sumbangan dari berbagai pihak. YPI antara lain menda-
patkan komitmen dari Menteri Sosial Dr. H. Syamsuddin, pada
Kabinet Sukiman, yang berjanji akan memberikan sumbangan
untuk pembangunan gedung YPI. Tetapi janji ini tidak terealisa-
si karena Kabinet Sukiman telah jatuh dan bubar.

Realisasi cita-cita YPI mulai memperlihatkan titik-titik cerah
justru ketika Walikota Jakarta, Syamsurizal menghibahkan tanah
seluas lebih kurang 4 hektar di jalan Sisingamangaraja, Kebayoran
Baru; sedangkan Menteri Agama pada waktu itu, KH. Wahid
Hasyim memberikan bantuan dana sebesar Rp. 2.500.000,- Un-
tuk merealisasikan rencana ini, pihak Yayasan mempercayai H.
Ghazali Syahlan dan Abdullah Salim mendapatkan tokch yang
cocok dan pantas untuk menjadi figur sentral dalam perencanaan
dan pengembangan YPL

Dalam perkembangan lebih lanjut, kedua orang ini kemudi-

’Sejauh ini saya belum menemukan karya yang lengkap mengenai sejarah
Masjid Agung al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan beserta lembaga-lem-
baga yang berafiliasi dengan. Percikan-percikan historis tentang “sejarah”
Masjid Agung al-Azhar terdapat dalam tulisan H. Ghazali Syahlan, “Nasihat
yang Tulus Ikhlas”, Ir. HM. Sanusi, “Selamat Ulang Tahun ke-70"; Drs. Sidi
Gazalba, “Beberapa Peristiwa Bersama Buya Hamka”; Drs. Nurcholish Ma-
djid, “Buya Hamka, Profil Seorang Ulama Berjiwa Independen”. Semua tu-
lisan ini dimuat dalam Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka, Jakarta: Pusta-
ka Panjimas.
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an menemui Buya Hamka di tempat tinggalnya di Gang Toa Hong
I, Sawahbesar untuk meminta kesediaannya. Dalam pembica-
raan pendahuluan, Hamka menyatakan; “Kalau Yayasan me-
minta nasihat tentang bangunan apa yang harus didahulukan,
maka nasihat saya adalah, bangunlah masjid lebih dahulu”. Le-
bih jauh Buya Hamka menyarankan, bahwa bangunan masjid
yang akan dibangun itu haruslah memiliki ruang-ruang kantor,
aula untuk pertemuan dan rapat, ruang perkuliahan. Ruangan-
ruangan itu selain dapat dimanfaatkan bagi kepentingan dak-
wah dan kegiatan-kegiatan sosial dan pendidikan, juga dapat
berfungsi untuk menarik para hartawan dan dermawan mem-
berikan sumbangan bagi pembangunan pesantren secara berta-
hap. Buya Hamka menyatakan kalau Yayasan bersedia meneri-
ma sarannya itu, maka ia bersedia menjadi “khadam” YPI; atau
lebih dikenal masyarakat sebagai “imam [besar] masjid”. Dan agar
bisa berkonsentrasi sepenuhnya mengabdikan diri, Hamka ke-
mudian mengundurkan diri sebagai pegawai negeri.

Usulan Hamka tersebut diterima secara aklamasi oleh pihak
YI; dan Buya Hamka sendiri kemudian membangun rumah di
Jalan Raden Patah Il No. 1 di sebelah utara lahan yang diperun-
tukkan bagi masjid yang juga tengah dibangun. Masjid ini ke-
mudian disebut “Masjid Agung Kebayoran Baru”, sampai ke-
mudian (1960} oleh Rektor Universitas al-Azhar, Syaikh Mah-
mud Syaltut diubah namanya menjadi Masjid al-Azhar. Nama
al-Azhar tentu saja mempunyai kaitan historis dan sentimental
bagi Hamka sendiri, karena dari universitas inilah dia memper-
oleh gelar doktor kehormatan pertama pada 1958. Lebih dari itu,
nama itu juga mengandung harapan, bahwa masjid agung ini
dapat menjalankan peran yang besar di tengah ummat Islam In-
donesia, sebagaimana juga masjid—dan kemudian Universitas
al-Azhar memainkan peran pentingnya dalam masyarakat Me-
sir.

Syaikh Mahmud Syaltut sendiri kelihatannya juga memiliki
harapan seperti itu. Sebagaimana ditulis Mohammad Ahmad al-
Sambathy dalam suratkabar al-Jumhuriyyah, Kairo, 29 April, 1977
(cf. Panitia 1983:56-60), dalam kunjungannya ke masjid besar di
Kebayoran Baru, Syaikh Mahmud Syaltut sangat tertarik kepada
organisasi pengurusan masjid itu, dan melihat sendiri kegiatan-
kegiatan dakwah yang diselenggarakan di sana. Begitu terkesan-
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nya Syaltut, sehingga ia pada waktu itu juga memberikan nama
al-Azhar sebagai nama baru Masjid Agung Kebayoran Baru se-
hingga menjadi “Masjid al-Azhar”, dengan harapan agar masjid
ini menjadi al-Azhar Indonesia, seperti yang ada di Mesir.

Pembentukan dan pengembangan Masjid al-Azhar sebagai
sebuah institusi yang melekat dengan Hamka itu sendiri bukan
tanpa masalah. Lingkungan Kebayoran Baru pada akhir 1950-an
dan awal 1960-an masih didiami banyak kalangan masyarakat
Betawi. Padahal, seperti dituturkan putranya, Rusydi, komuni-
tas Betawi masih kurang biasa dengan masjid yang moderen yang
memiliki imam orang Minang, dan Muhammadiyah (lagi). Pada
pihak lain, kalangan urban yang biasa disebut “orang gedongan”,
juga semakin banyak mendiami Kebayoran Baru; mereka meng-
ingingkan masjid “yang gedongan”, yang lebih moderen lagi.
Bahkan dari seorang nyonya “gedongan” muncul usul agar wani-
ta tidak lagi ditempatkan di belakang. Kalau Islam menghormati
wanita, kenapa mereka tidak ditempatkan di depan? Masjid ini
harus menjadi pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Ada pula
usul dari kalangan “gedongan”, agar azan dikumandangkan se-
cara bergantian antara laki-laki dan perempuan; dan agar imam
dan khatib tidak memakai jubah seperti orang Arab, tetapi orang
Indonesia dengan pakaiannya yang khas. Pada pihak lain jama“ah
dari kalangan Betawi menganggap khutbah dan shalat Jumat
tidak sah kalau khatib dan imamnya memakai pantalon dan ber-
baju kemeja (Hamka, Rusydi 1983:100-101).

Tetapi, seperti dituturkan Rusydi Hamka lebih lanjut, semakin
hari jamaah Masjid Agung al-Azhar tambah ramai. Orang-orang
Betawi yang semula curiga melihat orang “gedongan” dari se-
berang yang tidak bermazhab dan sebagainya mulai biasa ber-
gaul dan mendengar pengajian-pengajian Buya Hamka. Suasa-
na kekeluargaan antara para jamaah terjalin dengan akrab. Buya
Hamka sendiri turun tangan langsung menertibkan jamaah “kelas
bawah” yang kadang-kadang hanya memakai celana kolor atau
singlet, atau menggosok gigi dengan kayu siwak; dan bahkan
ikut mencarikan pekerjaan bagi pekerja-pekerja kasar yang
menganggur dan sering berkumpul di sekitar masjid.

Dengan cara ini, Hamka mengembangkan Mesjid al-Azhar
sebagai sebuah institusi. Melalui Masjid al-Azhar, ia juga mengem-
bangkan bentuk-bentuk baru dakwah. Misalnya saja, pada kesermn-
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patan peringatan Mawlid Nabi, Himpunan Seni Budaya Islam
(HSBI) di bawah pimpinan Mayor M. Yunan Helmi Nasution
mengadakan pementasan seni di arena terbuka. Ribuan orang
menyaksikan pementasan tentang serbuan pasukan gajah ke
Mekkah yang kemudian dilumpuhkan burung “ababil”. Tidak
bisa lain, pementasan ini menyindir kecongkakan kekuasaan
Soekarno, yang pasti akan mengalami kehancuran.

Sulit dihindari, pengembangan lembaga-lembaga dakwah di
lingkungan Masjid Agung al-Azhar pada masa-masa itu mau
tidak mau mengandung makna dan nuansa politis. Selain nuan-
sa politis yang terdapat pada pementasan tadi, hal ini juga dapat
dilihat pada kesempatan pembuakaan Perpustakaan Islam Pu-
sat, Masjid Agung al-Azhar pada 1961. Pada acara peresmian
perpustakaan yang bertepatan dengan peringatan Nuzul al-
Qur’an hadir tokoh-tokch anti-Soekarno, seperti Ny. Fatmawati
Soekarno, Jenderal AH Nasution, Jenderal Sudirman (komandan
Seskoad, Bandung), dan Kolonel Muchlas Rowi (Kepala Pusroh
Islam, Angkatan Darat). Nuansa politis semakin jelas ketika Jen-
deral Nasution melaksanakan shalat Idul Fitri di Masjid Agung
al-Azhar, sementara Soekarno dan para menterinya bershalat di
Masjid Baitul Rahim di kompleks istana negara, Jakarta. Manu-
ver Jenderal Nasution melawan arus Soekarno dan PKI melalui
Hamka kembali muncul ketika ia mendorong dan mensponsori
pendanaan penerbitan majalah Gema Islam, asal nama Hambka
tidak dicantumkan sebagai pemimpin redaksi, tetapi hanya se-
bagai pembantu saja. Terbitan perdana majalah ini akhirnya
muncul pada 15 Januari 1962.

Dalam perkembangan Masjid Agung al-Azhar seperti itu, pro-
paganda Manipol-Usdek terus semakin gencar pula dilancarkan
Soekarno. Karena itu, KH. Faqih Usman menyarankan kepada
Hamka untuk lebih sering naik mimbar untuk meng-counter pro-
paganda dan indoktrinasi tersebut; antara lain dengan menyam-
paikan ajaran-ajaran tentang tawhid. Tetapi, usaha Hamka ini
berakhir dengan penangkapannya oleh refim Soekarno pada 1964.
Masjid Agung al-Azhar sebagai pusat kegiatan dakwah dan pe-
nerbitan majalah Gema Islam yang menggantikan majalah Panji
Masyarakat yang sebelumnya dibredel Soekarno memang menja-
di sasaran operasi intelijen Orde Lama. Melalui koran-koran ko-
munis diberitakan, bahwa di masjid itu sedang tumbuh dan

16



Prof. Dr. Hamka

berkembang “neo-Masyumi” di bawah pimpinan Hamka. Pe-
nangkapan dirinya, bagi Hamka sendiri mengakibatkan tergang-
gunya kekompakan, keutuhan dan kesatuan jamaah. Dan, keti-
ka dia dibebaskan dari penjara pada 1967, Hamka mengeluh bah-
wa semangat kekeluargaan antar jamaah telah berkurang men-
jadi suasana kantor dan birokratis.

Terlepas dari keluhan Hamka terakhir ini, jelas bahwa Masjid
al-Azhar bahkan sebelum Hamka dipenjarakan, telah tumbuh
menjadi sebuah institusi; sebuah model dakwah baru. Apa yang
dilakukan Hamka di masjid ini mendapat perhatian di kota-kota
dan daerah-daerah lain, sehingga mendorong pelaksanaan sem-
inar dakwah di Surabaya pada 23 Februari 1962.

Sebagaimana diakui banyak penulis tentang Hamka, per-
kembangan Masjid al-Azhar menjadi institusi sulit dipisahkan
dengan kepribadian dan aktivitas dakwah Hamka di masjid itu.
Rosihan Anwar, misalnya, menyatakan kuliah Subuh yang pa-
ling banyak menarik minat di Masjid Agung al-Azhar adalah yang
dipimpin Buya Hamka. Tafsir dari kuliah Subuh ini kemudian
dimuat dalam majalah Gema Islam, sehingga penyebarannya
menjadi lebih luas (Panitia 1983:249). Sidi Gazalba mengakui daya
tarik kuliah Subuh Buya Hamka; dan agaknya karena pengaruh
kegiatan-kegiatan di Masjid al-Azhar ini, maka 5idi Gazalba
menulis tesis tentang “Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Is-
lam” (Ibid 1983:345).

Terakhir, Nurcholish Madjid yang melihat kepribadian Ham-
ka yang ramah dan terbuka sebagai penyebab keintiman jamaah
dan ummat dengan Masjid Agung al-Azhar. Menurut assesment
Madjid, Masjid Agung al-Azhar merupakan masjid yang paling
luas pengaruhnya di tanah air. Nurcholish Madjid yang pernah
beberapa tahun “ditampung” Buya Hamka tinggal di Masjid
Agung al-Azhar berpendapat masjid ini telah menjadi pelopor
dalam berbagai macam kegiatan yang hampir tak terhitung ba-
nyaknya. Semenjak dari yang paling sederhana seperti peng-
gunaan pengeras suara untuk azan dan pengajian al-Qur’an sam-
pai kepada hal-hal yang “sophisticated” seperti cara penyuguhan
dan substansi ajaran-ajaran Islam yang dipilihnya.

Dalam analisis Nurcholish Madjid lebih lanjut, karena peran-
annya yang amat menonjol, tidak mengherankan bahwa Masjid
Agung al-Azhar memiliki kemampuan besar untuk menarik para
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peminat dengan basis sosio-kultural yang luas. Ditunjang letak
geografis masjid itu, di tengah kota baru Kebayoran, sebuah kota
satelit Jakarta yang paling moderen, masjid Agung al-Azhar de-
ngan Buya Hamkanya telah berhasil menarik jamaah dari kalang-
an sosio-kultural yang biasanya disebut “elite”. Dengan keber-
hasilan ini, Buya Hamka telah berhasil ikut mendorong terjadi-
nya mobilitas vertikal atau gerak ke aias agama Islam di Indone-
sia; dari suatu agama yang “berharga” hanya untuk kaum sarung-
an dan pemakai bakiak di zaman kolonial, menjadi agama yang
semakin diterima dan dipeluk dengan sungguh-sungguh oleh
“kaum atasan” Indonesia merdeka. Buya Hamka, menurut Ma-
djid, termasuk salah seorang yang dengan sangat berhasil meng-
ubah postur kumal seorang kiyai atau ulama menjadi postur
yang patut menimbulkan rasa hormat dan respek (Panitia
1983:384-5).

Salah satu lembaga yang terkait erat dengan Masjid Agung
al-Azhar yang kemudian juga menjadi sebuah simbol baru Is-
lam, seperti dikemukakan Madjid di atas, adalah Sekolah Islam
al-Azhar, yang dewasa ini dapat disebut sebagai sekolah “kaum
elite” Muslim. Sekolah ini mempunyai cikal bakalnya dalam
“sekolah diniyyah” sore pada awal 1970-an untuk memberikan
pelajaran agama tambahan bagi murid-murid SD. Dalam
perkembangan selanjutnya, juga didirikan SD, SMP dan SMA
al-Azhar. Perkembangan sekolah-sekolah ini cukup pesat, se-
hingga menjelang akhir dekade 1980 menjadi model dari banyak
sekolah Islam yang semakin berkecambah sejak awal 1990.
Sekarang ini, sekolah al-Azhar telah memiliki “cabang-cabang”
di berbagai kota seperti Cirebon, Surabaya, Sukabumi, Serang,
Semarang, dan lain-lain. Juga terdapat sejumlah sekolah Islam
yang berafiliasi dengan Sekolah al-Azhar. Tetapi hampir bisa di-
pastikan, bahwa Sekolah Islam al-Azhar di Kebayoran Baru tetap
paling prestigius baik secara akademis maupun sosial (cf. Azra
1998b).

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebuah institusi penting lainnya di mana Hamka memainkan
peran instrumental adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kita
tidak perlu memaparkan di sini sejarah lengkap pertumbuhan
majelis-majelis ulama di berbagai daerah yang mendahului ber-
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dirinya MUI tingkat nasional. Yang penting dikemukakan di sini
adalah peranan Hamka, sebagai Ketua Umum pertama MUI, sejak
27 Juli 1975 sampai mengundurkan diri pada 18 Mei, 1981, dalam
pelembagaan MUI tingkat nasional, yang pada masa-masa pas-
ca-Hamka memegang posisi yang kian penting dalam gerakan
Islam di Indonesia.?

Bagaimanakah pandangan dan sikap Hamka tentang para
ulama yang kemudian dikonsolidasikan dalam MUI? Dalam sam-
butan pertamanya sebagai Ketua Umum MUI pada 27 Juli 1975,
Hamka menyatakan, bahwa yang duduk dalam pimpinan [MUI]
sekarang ini bukanlah yang sebaik-baik dan setinggi-tinggi ula-
ma di tanahair Indonesia yang luas ini. Terutama yang ditunjuk
sebagai Ketua Umumnya, bukanlah yang lebih baik di antara
semuanya. Hamka, yang punya diri lebih tahu akan kelemahan
dirinya dan serba kekurangannya. Ia menyatakan bahwa ia me-
mang populer, terkenal dan tarmasyhur di mana-mana. Sebab
sejak masih muda ia sudah menjadi pengarang, muballigh dan
guru. Di hari tua ia berdakwah melalui TVRI dan RRI. “Tetapi
kepopuleran bukanlah menunjukkan bahwa saya yang lebih
patut”, tegasnya.

Dalam pandangan Hamka, banyak ulama-ulama besar yang
tidak tertonjol, karena tawadhu’'nya. “Berpuluh bahkan beratus
agaknya yang benar-benar ulama yang tidak mau tertonjol atau
menonjolkan diri, dan tidak hadir dalam majelis ini, dan bahkan
bersyukur karena mereka tindak mendapat panggilan buat
hadir...Orang-orang seperti itu jarang tampil dan menonjol. Sebab

%Pembahasan lebih rinci tentang MUI lihat M. Atho Mudzhar, 1990, “Fat-
was of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in
Indonesia, 1975-1988”, PhD dissertation, University of California, Los Ange-
les; diterbitkan kembali dalam Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Stu-
di tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988, Jakarta: INIS, 1993; Ali
Mufrodi, 1994, “Peranan Ulama dalam Masa Orde Baru: Studi tentang
Perkembangan Majelis Ulama Indonesia”, disertasi Doktor, Program Pasca-
Sarjana [AIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Helmi Karim, 1994, “Konsep [jtihad
Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan Hukum Islam”, disertasi Dok-
tor, Program Pasca-Sarjana [AIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
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ingin uzlah dari pergaulan yang penuh fitnah ini” °

Dalam kaitan itu, Hamka kemudian mendaftar sejumlah ula-
ma besar Indonesia di masa silam, yang telah memainkan peran-
an penting tidak hanya dalam pengembangan Islam, tetapi juga
dalam perjuangan bangsa melawan penjajah Belanda. Dia menye-
but antara lain Sultan Ageng Tirtayasa, Syaikh Yusuf al-Makas-~
sari, Kiyai Embun, Kiyai Tapa, Kiyai Maja, Kiyai Wasit, Kiyai
Haris, Kiyai Arsyad Shaghir, Kiyai Arsyad Kabir, Tuanku Imam
Bonjol, Tuanku Nan Renceh, Teungku Cik Ditiro Muhammad
Amin, Tuan Guru Haji Abdul Manan; Haji Samanhudi, Haji Umar
Said Tjokroaminoto, Kiyai Ahmad Dahlan, Kiyai Hasyim Asy’ari
dan banyak lagi. “Semua mereka itulah yang berhak mendapat
pyjian yang diberikan kepada ulama-ulama itu oleh Presiden,
oleh menteri-menteri. Dan kita ini hanya semata-mata penerus”.

Bagi Hamka, jalan untuk meneruskan perjuangan para ula-
ma di masa lampau itu masih terbuka dengan lebar; jalan buat
meneruskan amal dan jihad mereka, melakukan amar ma'ruf nahyi
munkar. Agar ulama dapat menjalankan tugas ini, Hamka menye-
but beberapa syarat penting; pertama, ialah kemerdekaan untuk
menyatakan pendapat (amar ma’ruf); dan kedua, kemerdekaan
mengritik yang salah (nahyi munkar). Menurut Hamka, pada kali-
mat ma’ruf terkandung publik opini, artinya pendapat umum
yang sehat; dan pada kalimat munkar terdapat pula arti penolak-
an orang banyak atas yang salah. Oleh sebab itu,amar ma’ruf nahyi
munkar maksudnya ialah membina pemikiran yang sehat dalam
masyarakat. Di sinilah, dalam pandangan Hamka, ulama ada-
lah “pelita bagi zamannya”

Dalam konteks itulah Hamka menerima jabatan sebagai Ke-
tua Umum MUI. Karena, menurut dia, kalau ajakan pemerintah
[untuk mensukseskan pembangunan] dapat dilaksanakan dengan
baik, sehingga [kaum Muslimin]| menjadi khayr ummah, lalu ber-
amar ma'ruf nahyi munkar dengan dasar iman kepada Allah, In-
sya Allah usaha [MUI] akan jaya dan sukses. Apabila [MUI] te-

*Lihat teks lengkap sambutan Hamka tersebut dalam, Hamka, Rusydi
1983:275-91.
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lah bekerja sungguh-sungguh, [MUI] akan bertemu dengan ber-
bagai kesulitan. Sejauh dalam hubungannya dengan pemerintah,
Hamka memprediksikan, akan ada pejabat-pejabat yang senang
sekali kalau [MUI] menggembleng rakyat supaya patuh kepada
pemerintah. Tetapi telinga mereka akan merah, dan mereka akan
merasa sakit kalau tersindir sedikit saja. Banyak [pejabat peme-
rintah] yang maunya hanya dipuji saja. “Banyak yang merasa,
bahwa ulama-ulama itu baik sekali untuk dikerahkan “membi-
dikkan” fatwa untuk memudahkan pekerjaan beliau”, kata Ham-
ka.

Dengan begini Hamka mengisyaratkan bahwa tugas MUI atau
ulama secara keseluruhan tidaklah mudah. Bahkan secara eks-
plisit Hamka mengemukakan sebuah perumpamaan yang secara
sempurna menggambarkan dilema ulama; perumpamaan itu
kemudian menjadi sangat populer. Menurut Hamka, kadang-
kadang benar-benarlah para ulama terletak di tengah-tengah lak-
sana kue bika yang sedang dimasak dalam periuk belanga. Dari
bawah dinyalakan api; api yang dari bawah itu ialah berbagai
ragam keluhan rakyat. Dari atas dihimpit dengan api; api yang
dari atas itu ialah harapan-harapan dari pemerintah supaya rakyat
diinsafkan dengan bahasa rakyat itu sendiri. Berat ke atas, nis-
caya putus dari bawah. Putus dari bawah, niscaya berhenti jadi
ulama yang didukung rakyat. Berat kepada rakyat, hilang hu-
bungan dengan pemerintah, maksudnya tidak berhasil. Pihak
yang memerintah bisa saja mencap tidak berpartisipasi dalam
pembangunan. Padahal maksud baik; yaitu mempertemukan,
mempertautkan, menserasikan di antara rakyat dengan pemerin-
tah.

Satu poin lagi yang ditegaskan Hamka adalah tentang muru’ah
dan integritas ulama. Ja mengingatkan agar ulama tidak hanyut
dalam gelombang zaman; berkejar-kejar karena dorongan ambi-
si mencari dunia, mencari pangkat, mengambil muka kepada
yang di atas, menjilat, sehingga menimbulkan kesan bahwa “ula-
ma bisa dibeli”. Menurut Hamka, ulama yang sejati tidak dapat
dibeli, sebab ulama telah lama terjual; pembelinya adalah Allah.
Ulama sejati tidaklah akan menjual ayat-ayat Allah dengan har-
ga murah. “Walaupun kekayaan dunia untuk pembeli ayat Al-
lah dari seorang ulama seharga emas sebesar pulau Jawa, misal-
nya, itupun masih galila, masih sedikit”. Terakhir, Hamka meng-
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ingatkan, bahwa ulama harus tetap meningkatkan dirinya; iman
dan amalnya. Hamka menyesalkan ulama yang hidup laksana
sumbu pelita yang memberikan cahaya bagi orang lain, tetapi
dirinya sendiri menderita. Atau ibarat seorang dokter yang meng-
obati orang lain, sedangkan dokter itu sendiri sakit.

Agaknya mengingat beratnya tugas MUT itu, maka Buya Ham-
ka sendiri kelihatannya agak enggan menerima jabatan sebagai
Ketua Umum. Apalagi di kalangan masyarakat juga terdapat
cukup kuat keinginan agar Buya Hamka menolak jabatan terse-
but, termasuk putranya sendiri Rusydi.® Hamka kelihatannya
juga memahami keberatan-keberatan itu, sehingga ia mengibarat-
kan kursi ketua umum MUT itu sebagai “kursi listrik”, yang alir-
an listriknya bisa mematikan. “Tetapi karena niat kita baik, Insya
Allah kita tidak akan mati, dan kepada mereka ayah katakan
agar kami tidak diberi gaji dan pensiun. Yang ayah niatkan ada-
lah menghidupkan kembali ummat ini, menghadapi bahaya yang
mengelilinginya”, ujar Hamka kepada Rusydi. Pada akhirnya
Hamka menerima kedudukan itu, setelah berkonsultasi dengan
pimpinan Muhammadiyah dan melakukan shalat istikharah (cf.
Hamka, Rusydi 1983:189-90). Hamka kemudian terpilih secara
aklamasi sebagai Ketua Umurm MUI pertama dalam Munas IMUI
pada 27 Juli 1975.

Kesediaan Hamka menjadi Ketua Umum MUI jelas sangat
instrumental bagi perkembangan eksistensi lembaga ini. Sulit
dibayangkan, MUI akan mendapat kepercayaan dari kaum Mus-

YPenolakan atau resistansi terhadap keikutsertaan Hamka dalam MUI itu
terutama didasari kekhawatiran, bahwa penggabungan para ulama dalam
MUI hanya merupakan upaya pemerintah Orde Baru untuk mengkoptasi
mereka, dan selanjutnya menjadikan mereka semata-mata sebagai pemberi
legitimasi dan justifikasi keagamaan terhadap kebijakan dan langkah pengua-
sa. Terdapat kecurigaan timbalbalik yang sangat tinggi di antara ummat Islam
pada satu pihak dan pemerintah pada pihak. Sehingga, Menteri Agama, Muk-
ti Ali, pada peresmian pimpinan MUI pada 27 Juli 1975 menyatakan: “Hari ini
adalah hari terbentuknya Majelis Ulama Indonesia, pada hari ini, di tempat
ini, kita kubur untuk selamanya perpecahan antara sesama kaum Muslimin;
dan pada hari ini, di tempat ini kita kubur rasa saling tidak percaya dan saling
curiga di antara kaum ulama dan pemerintah”. Lihat Mudzhar 1993:62-3.
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limin, jika lembaga ini bukan dipimpin oleh seorang tokoh ula-
ma yang memiliki muru‘ah dan integritas seperti Hamka, se-
bagaimana dinyatakannya secara terbuka dalam pernyataannya
yang dikutip panjang lebar di atas; dan kemudian juga diupaya-
kannya secara konsisten selama ia menjabat Ketua Umum MUL
Dan, integritas, muru’ah, dan sikap istigamah itulah yang kemu-
dian membuatnya kemudian mengundurkan diri dari keduduk-
an, seperti akan dikemukakan di bawah.

Masa kepemimpinan Hamka dapat disebutkan sebagai masa
pembentukan dan konsolidasi kelembagaan MUI baik dalam
hubungan dengan ummat Islam secara keseluruhan, maupun
dengan pemerintah. Tugas pokok MUI pada dasarnya memberi-
kan nasihat, saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pe-
merintah dan kaum Muslimin umumnya berkenaan dengan
masalah-masalah keagamaan khususnya, dan masalah-masalah
bangsa dan negara umumnya. MUI diharapkan tidak melibat-
kan diri dalam kegiatan-kegiatan praktis, yang selama ini sudah
diselenggarakan organisasi-organisasi Islam seperti pendidikan
Islam, pengelolaan masjid, rumah sakit Islam, dan sebagainya.
MUI juga diharapkan tidak terlibat dalam kegiatan politik prak-
tis (Mudzhar 1993:62-3)."

Tetapi penting dicatat, selain tujuan-tujuan formal seperti itu,
MUI di bawah kepemimpinan Hamka diharapkan pemerintah
untuk melaksanakan beberapa agenda pokok lainnya, yang se-
cara sederhana dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar;
pertama, menghilangkan kecurigaan kaum Muslimin terhadap
pemerintah dan, sebaliknya mendorong partisipasi mereka dalam
pembangunan; kedua, menggalang kerukunan antar-agama.

'Selama periode kepemimpinan Hamka (Munas I, 1975 dan Munas I1, 1980,
dalam Pedoman Pokok MUI {1975} pada pasal 3 dinyatakan:"Majelis Ulama
bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman sesuai dengan Pan-
casila, UUD 1945, dan (aris-garis Besar Haluan Negara yang diridhoi Allah
SWT". Dalam Munas II 1980 rumusan ini disempurnakan menjadi: “Majelis
Ulama bertujuan ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil
dan makmur rohaniah dan jasmaniah sesuai dengan Pancasila, UUD 1945,
dan Garis-garis Besar Haluan Negara yang diridhoi Allah SWT". Lihat Karim
1993:88-9.
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Dalam merealisasikan agenda pertama, MUI memfungsikan
diri sebagai jembatan di antara pemerintah dan ummat Islam.
Dalam kaitannya dengan ummat Islam, tahun-tahun pertama
kepemimpinan Hamka disibukkan dengan kunjungan-kunjung-
an dan pertemuan-pertemuan dengan berbagai organisasi Islam.
Atau sebaliknya mereka diundang pimpinan MUI untuk meng-
adakan pertemuan di kantor MUI Masth dalam agenda ini, MUI
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan siliaturrahmi berkaitan
dengan peringatan hari-hari besar Islam. Selain itu itu, MUl juga
mengadakan seminar dan lokakarya mengenai peningkatan par-
tisipasi ummat Islam dalam pembangunan nasional. Dengan
kegiatan-kegiatan seperti ini, MUI tidak hanya memperluas ba-
sis penerimaan ummat terhadap eksistensinya, tetapi juga sekali-
gus mengurangi—kalau tidak menghapus—kecurigaan timbal
balik di antara pemerintah dengan ummat Islam.

Agenda kedua; penggalangan kerukunan antar-agama jelas
merupakan agenda yang sangat rumit, dan bahkan pada akhir-
nya menciptakan komplikasi-komplikasi yang menjadi cause cele-
bre pengunduran Hamka dari posisi sebagai Ketua Umum MUI.
Agenda ini, sebenarnya dikemukakan pula oleh Presiden Soe-
harto dalam Munas I MUT, di mana para ulama diharapkan men-
dorong penciptaan kerukunan beragama demi ketahanan nasio-
nal. Dan, Soeharto sendiri kelihatan cukup “traumatik” dengan
pengalaman-pengalaman pahit konflik antar agama yang terjadi
dalam skala yang semakin meningkat sejak tumbangnya G305/
PKI.

Hamka sendiri mendukung sepenuhnya anjuran Presiden
Soeharto yang menyatakan “supaya orang yang telah memeluk
agama jangan dijadikan sasaran propaganda oleh suatu agama
lain, baik dengan paksaan maupun bujukan rayuan.” Hamka
menyambut pernyataan Presiden ini dengan menegaskan, bah-
wa ummat Islam tidak akan mengganggu dan membujuk peme-
luk agama lain supaya memeluk Islam. “Karena kita sendiri
merasakan bahwa apabila ketentraman kita beragama tergang-
gu oleh propaganda agama lain, kita tidak akan senang, kita
menentang sekeras-kerasnya. Kita akan bertetangga secara baik-
baik, kita akan bertoleransi dengan sekalian penganut agama yang
selain Islam dalam tanahair kita ini, demi kerukunan beragama
dan ketahanan nasional”.

24



Prof. Dr. Hambka

Demikian, Hamka menyetujui sepenuhnya keinginan peme-
rintah agar MUI memainkan peran penting dalam pengembang-
an kerukunan antar-agama di Indonesia dalam rangka penciptaan
stabilitas nasional, yang pada gilirannya sangat vital bagi kesuk-
sesan pembangunan. Tetapi perlu juga segera ditegaskan, bah-
wa dengan penerimaannya itu, tidak berarti ia bersedia melaku-
kan kompromi,; apalagi mengorbankan prinsip-prinsip Islam,
khususnya dalam hal agidah, atas nama “kerukunan antar-aga-
ma”.

Penting dikemukakan, Hamka bersikap tegas dalam hal-hal
agidah ini, bahkan bukan hanya dalam kaitan dengan hubung-
an antar-agama, tetapi juga dalam hubungannya dengan kerukun-
an intra-agama. Dalam konteks terakhir ini, jauh sebelum terjad-
inya kontroversi tentang “Fatwa Natalan”, Hamka mengirim surat
pribadi kepada Presiden Soeharto yang menyatakan penolakan-
nya terhadap “legalisasi” aliran kepercayaan (Kejawen). Dalam
surat yang ditulis pada 29 April 1976, Hamka menguraikan pan-
jang lebar tentang asal muasal aliran kepercayaan di kalangan
masyarakat Muslim Jawa serta implikasinya bukan hanya ter-
hadap Islam dan kaum Muslimin, tetapi juga terhadap ketahan-
an nasional (Hamka, Rusydi 1983:303-12).

Dalam konteks inilah Hamka menyatakan: “Sekretariat Ke-
percayaan” dan “Mimbar Kepercayaan” di TVRI hanyalah sam-
bungan gerakan yang digunakan untuk menentang apa yang
mereka namai selama ini “kaum santri plutuk”, yang telah di-
gerakkan sejak 500 tahun yang lalu. Kebencian kepada Islam di
masa feodalisme Jawa kuno ialah karena Islam Sunni itu tidak
dapat menyesuaikan diri dengan feodalisme. Gerakan seperti ini
berakhir dengan mudahnya masuk pengaruh Kristen. Karenarasa
antipati kepada Islam, orang tidak keberatan masuk Kristen.

Dengan demikian, jelas bahwa Hamka memandang peng-
akuan terhadap aliran kepercayaan bukan hanya akan merusak
Islam itu sendiri, tetapi bahkan lebih jauh lagi memberikan pelu-
ang besar bagi missionaris Kristen untuk mengkristenkan para
pengikut aliran kepercayaan tersebut. Hamka menegaskan: “Teta-
pi kalau satu gerakan Kejawen yang kadang-kadang dinamat
klenik, kadang-kadang dinamai kebatinan, kemudian diperhalus
namanya dengan “sekretariat kepercayaan”, padahal hendak
menanamkan pengaruh jahiliyyah dengan nama baru, terus ter-
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ang saya katakan bahwa tidaklah kaum Muslimin akan sudi
menerimanya...Alangkah herannya kaum Muslimin di negeri dan
negara lain jika mereka mendengar bahwa dengan resmi di In-
donesia telah diakui suatu badan agama yang baru, tidak mau
bernama ad-din, hanya bernama al-iman; dan Majelis Ulama Is-
lam Indonesia nampaknya menerima pula pengakuan itu! Apa-
kah Majelis Ulama itu tidak berani menyatakan kepada peme-
rintahnya bahwa pengakuan yang demikian adalah suatu hal
yang belum pernah terjadi dalam sejarah Islam di dunia ini?
Apatah lagi setelah kongres mereka yang terakhir (April 1976)
merekapun telah mulai menyebut-nyebut ingin diakui upacara
perkawinan mereka sendiri, ingin mempunyai kuburan sendiri
terpisah dari kuburan kaum Muslimin, dan minta pula supaya 1
Suro diakui sebagai “Hari Kepercayaan”, sebagai kalimat halus
ganti Hari Gomojowo”.

Bagi Hamka pengakuan pemerintah itu hanya akan memba-
wa perpecahan bangsa. Akhirnya ia menyimpulkan, bahwa
“mengakui kedudukan mereka sama dengan agama bukanlah
akan membawa kesentosaan bagi negara kita, dan bukanlah akan
menguatkan pembangunan, dan bukanlah di sini letaknya ke-
tahanan nasional .... besar kemungkinan bahwa pertentangan
yang akan timbul, bukan persatuan.” Pada akhirnya Hamka
meminta pengertian yang mendalam dari Presiden Soeharto. Kita
tidak tahu persis reaksi Soeharto terhadap surat Hamka ini. Teta-
pi yang jelas, pengertian mendalam yang diharapkan Hamka ke-
lihatannya tidak pernah muncul dari Presiden. Karena, aliran ke-
percayaan kemudian mendapat legalisasi dari pemerintah dengan
penerimaan dan masuknya aliran kepercayaan ke dalam GBHN
dalam Sidang Umum MPR 1978. Sebaliknya, bisa dipastikan,
kenyataan ini justru menimbulkan kekecewaan mendalam bagi
Hamka; tetapi ia kelihatan masih bisa bersabar dan menahan diri.

Agaknya dalam konteks perkembangan pada tingkat politik
makro dan pada tingkat psikologis Hamka sendiri kita kemudi-
an bisa memahami kemunculan “Fatwa Natalan” yang menghe-
bohkan. Sebagaimana telah berulangkali dikemukakan di atas,
Hamka jelas tidak mau dan tidak bisa berkompromi dalam soal-
soal aqidah, apalagi kalau kompromi itu hanya memberikan pe-
luang lebih besar bagi gerakan missionaris Kristen dalam upaya
kristenisasi mereka.
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Patut dikemukakan, sebenarnya jauh sebelum kemunculan
“Fatwa Natal” yang kontroversial itu, Hamka beserta pimpinan
MUI lainnya dalam pertemuan dengan Presiden Soeharto pada
17 September 1975 telah menyampaikan langsung keluhan para
pemimpin Islam tentang gerakan Kristenisasi di berbagai tempat
di Indonesia dengan berbagai ekses yang ditimbulkannya. Ham-
ka mengungkapkan secara lugas tentang kegiatan kristenisasi
untuk menarik orang Islam masuk Kristen dengan iming-iming
pemberian bahan makanan dan bahan kebutuhan pokok lain-
nya. Dikabarkan bahwa Presiden memberikan sambutan positif
terhadap pernyataan-pernyataan Hamka yang berani itu (Mudz-
har 1993:76). .

Dengan demikian, jelas bahwa Hamka sangat sensitif terhadap
masalah Kristenisasi; dan dalam hal ini terlihat jelas pula, bahwa
dia tidak bisa berkompromi. Dalam konteks inilah kita bisa me-
mahami fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 tentang pernikahan antar-
agama. Sebelumnya, MUI DKI Jakarta, tepatnya 11 Agustus 1975
telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya laki-laki Muslim
menikahi wanita non-Muslim sekalipun dari kalanganahl al-kitab,
dan larangan bagi Muslimah untuk menikah dengan laki-laki
non-Muslim, tanpa pandang bulu apakah laki-laki itu ahl al-kitab
atau musyrik (Mudzhar 1993:100-1). Fatwa MUI 1 Juni 1980 tadi
pada dasarnya hanya “mengukuhkan” fatwa MUI DKI, yakni
memutuskan; pertama, seorang wanita Islam tidak diperboleh-
kan (haram) menikah dengan laki-laki non-Muslim; dan kedua,
bahwa pria Muslim tidak boleh (haram) untuk menikahi wanita
non-Muslim. Penting dicatat, seperti dikemukakan Mudzhar,
fatwa itu selain ditandatangani Ketua Umum MUI, Hamka, dan
Sekretaris MUI, Kafrawi, juga dibubuhi tandatangan Menteri
Agama, Alamsjah (Mudzhar 1993:99).

Sebab itu, agak aneh kemudian kalau Menteri Agama Alam-
sjah justru sangat marah ketika MUI mengeluarkan fatwa ten-
tang haramnya orang-orang Muslim menghadiri acara Natal yang
diselenggarakan kaum Kristiani. Fatwa yang dikeluarkan pada 7
Maret 1981 ini dikeluarkan sebagai tanggapan atas semakin ba-
nyaknya orang Islam yang secara sukarela atau “tarpaksa”, demi
kerukunan, mengikuti upacara resmi perayaan natal. Perayaan
ini biasa diselenggarakan di kantor-kantor, sekolah-sekolah, atau
kompleks perumahan; jadi sering kali bukan di gereja. Umat
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Kristiani mengundang kalangan Muslim ke upacara natal itu
dengan alasan kerukunan antar-agama “sesuai” Pancasila. Meli-
hat perkembangan yang “berbahaya” ini, MUI marasa perlu
melindungi ummat Islam. Dan dengan dalil-dalil yang sangat
kuat dari al-Qur’an, hadits dan kaidah-kaidah ushul figh, maka
MUImemutuskan haram bagi orang Islam menghadiri acara natal
(Ibid:117-23).

Tersiarnya fatwa ini segera menimbulkan kehebohan dan kon-
troversi di kalangan masyarakat. Ummat Islam pada umumnya
mendukung fatwa itu, sementara pihak Kristiani menyesalkan
fatwa itu, dan memandangnya sebagai keputusan yang tidak
kondusif bagi pengembangan kerukunan antar-agama. Peme-
rintah, khususnya melalui Menteri Agama Alamsjah, merasa tidak
senang dengan fatwa itu, baik dari segi waktu maupun isinya.
Karena pemerintah menganggap, fatwa itu tidak menguntung-
kan bagi usaha-usaha pengembangan kerukunan antar-agama.
Alamsjah memandang, bahwa fatwa itu merupakan ketidaklu-
wesan MUL; dalam pandangan Menteri Agama tidak ada alasan,
apalagi merusak aqidah, jika orang Islam menghadiri perayaan
natal selama ia tidak ikut dalam ritual Kristen dalam perayaan
itu. Tetapi, meski pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama Alam-
sjah menyatakan keberatannya, MUI di bawah kepemimpinan
Hamka tidak bergeming, tetap teguh dengan pendiriannya itu.
Sebagaimana disimpulkan Mudzhar, inilah satu-satunya kejadi-
an di mana MUI secara teguh mengambil resiko melawan kebi-
jaksanaan pemerintah (Mudzhar 1993:123). Dan Hamka memi-
lih mundur dari jabatan ketua umum MUI daripada harus
mengikuti kemauan pemerintah mencabut fatwa itu.

Untuk mengetahui bagaimana persisnya sikap Hamka, ada
baiknya kita muat lengkap pernyataan pengunduran diri Ham-
ka sebagai Ketua Umum MUI tersebut: “Bismillahirrahmanirra-
him; 1. Menteri Agama H. Alamsjah dalam pertemuan dengan
Majelis Ulama Indonesia tanggal 23 April 1981 yang lalu telah
menyatakan kecaman atas tersiarnya Fatwa MUL Dalam kesem-
patan itu H. Alamsjah telah menunjukkan kemarahannya dan
menyatakan ingin mengundurkan diri dari kedudukannya se-
bagai Menteri Agama; 2. Menjawab ucapan-ucapan Menteri,
maka saya mengatakan: bukan beliau, tapi sayalah yang lebih
patut meletakkan jabatan sebagai Ketua MUI. Dan saya bertang-
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gungjawab atas tersiarnya Fatwa yang membuat Menteri Aga-
ma mau mengundurkan diri itu. Akan tetapi saya pun mengata-
kan pula bahwa Majelis Ulama Indonesia yang telah berdiri sela-
ma enam tahun, perlu dipertahankan siapapun yang menjadi
ketuanya; 3. Karena anggapan bahwa Majelis Ulama masih diper-
Jukan adanya di Indonesia dan demi mengamankan kehidupan-
nya setelah keberhentian saya, maka saya pun menandatangani
surat Keputusan Pencabutan peredaran itu dengan pengertian
bahwa nilai Fatwa itu sendiri tetap sah sebagaimana yang telah
diputuskan oleh Majelis Ulama Komisi Fatwa; 4. Saya merasa
perlu menyiarkan pernyataan pribadi akan sahnya isi Fatwa terse-
but, sebagaimana telah dimuat oleh sementara surat-surat kabar.
Namun demikian saya berharap pula kerjasama yang lebih baik
antara ulama dan umara untuk masa-masa yang akan datang,
terutama melalui pimpinan Majelis Ulama setelah saya meletak-
kan jabatan; 5. Dengan ini saya meletakkan jabatan saya sebagai
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di hadapan rapat ini, kare-
na saudara-saudaralah yang memilih saya melalui Munas MUI
tahun 1980 yang lalu. Terimakasih. Jakarta, 18 Mei 1981 (Ham-
ka).”

Pengunduran dirt Hamka ini di luar dugaan, disambut gembi-
ra oleh banyak kalangan kaum Muslim, terbukti dengan banyak-
nya surat-surat dukungan yang dikirimkan kepadanya. Seperti
dikemukakan Hamka sendiri kepada sahabatnya M. Yunan Na-
sution: “Waktu saya diangkat dahulu tidak ada ucapan selamat,
tapi setelah saya berhenti, saya menerima ratusan telegram dan
surat-surat mengucapkan selamat” (Hamka, Rusydi: 1983: 221).

Penutup

Rihlah kehidupan Hamka, khususnya pada waktu kecil sa-
ngat getir, dan sangat boleh jadi pengalaman di masa kecil itu
mempengaruhi banyak sikapnya di masa muda, dewasa dan tua.
Orang boleh setuju atau tidak dengan sikap komprominya ter-
hadap kekuasaan Jepang, tetapi satu hal adalah jelas: Hamka tidak
mau mengkompromikan agidahnya, agamanya. Di sini terlihat
keteguhan, dan konsistensinya, bahwa ulama tidak boleh dibeli
oleh siapapun, khususnya oleh penguasa. Kalaupun ulama ter-
jual, pembelinya hanyalah Allah SWT belaka. Dan inilah muru‘ah
yang sejati. Wallahu a’lam bisshawab.
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Masdar E Mas’udi* dan Syafiq Hasyim**

KH. Syukri Ghazali

Arsitek Majelis Ulama Indonesia

“Ada dua golongan yang apabila keduanya baik maka semuanya akan menja-
di baik yaitu ulama dan umara”. {(al-Hadist).

Ulama dan Umara’

Hadis tersebut sering disampaikan secara berulang-ulang oleh
KH. Syukri Ghazali dalam pelbagai kesempatan. Melalui hadis
ini seolah-olah ia hendak menyampaikan pesan bahwa antara
ulama dan umara harus saling bekerjasama dengan baik. Sebab,
keduanya merupakan elemen yang sangat penting dalam men-
ciptakan harmonisasi dan katalisasi kehidupan berbangsa, berne-
gara dan beragama. Karena itu, kedua elemen kekuatan ini se-
harusnya dipertemukan dan tidak dipertentangkan. Di samping
itu, hadis ini menjadi sangat relevan dan penting dilontarkan
apalagi jika hubungan ulama dan umara’ mengalami kerenggang-
an-kerenggangan bahkan ketegangan-ketegangan sebagaimana
yang terjadi pada masa itu.

Masa-masa 1975-1980-an bisa dikatakan sebagai masa yang
kurang harmonis bagi hubungan Islam dan negara. Kekuranghar-
monisan ini diwarnai dengan masih tingginya tingkat kecurigaan
pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam. Isu-isu seperti NII,
DII, serta gerakan ekstrim kanan atau yang lainnya masih men-
jadi mainstream pemahaman pemerintahan Orde Baru terhadap
segala aktivitas yang dilakukan oleh umat Islam. Apalagi, pada

*Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren&Masyarakat (P3M).
**Staf Perhimpunan Pengembangan Pesantren&Masyarakat (P3M).
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saat itu, secara politik, pemerintah Orde Baru memang kurang
memiliki hubungan yang dekat dengan Islam. Tingkat aksepta-
bilitas umat Islam di mata Orde Baru terasa ringkih sekali. Bah-
kan bisa dikatakan Orde Baru secara sengaja memarginalkan
potensi politik umat Islam dengan melakukan gerakan depoliti-
sasi politik massa melalui kebijjakan dan peraturan-peraturan
kepartaian yang memangkas aspirasi rakyat seperti floating mass.

Sebaliknya, pada tahun-tahun tersebut, terlepas dari rasa
kecemburuan, Orde Baru malah menjalin korporatisme dengan
para teknokrat dari kelompok-kelompok nasionalis sekuler dan
Kristen. Sikap pemerintah yang demikian ini membuat kelom-
pok Islam semakin tidak senang. Karena pemerintah Orde Baru
tidak menaruh simpati kepada umat Islam maka umat Islam juga
memandang sebaliknya, yaitu untuk apa bersimpati kepada pe-
merintahan yang menegasikan aspirasi rakyatnya. Akibatnya,
disharmoni antara Islam dan pemerintah yang sebelumnya me-
mang sudah terjadi, semakin mengkristal.

Menurut sudut pandang ulama, relasi negara dan umat dalam
situasi yang demikian ini harus ditengarai dengan cara mengem-
balikan fungsi kekuasaan negara kepada jalur yang semestinya
yaitu kembali kepada perwujudan kemashlahatan umat, bukan
kelompok, serta mendistribusikan sumber-sumber potensi negara
kepada kekuatan-kekuatan bangsa secara adil dan seimbang.
Dalam celah ini, peranan ulama sangat diharapkan dapat men-
dorong terjadinya proses rekonsiliasi negara vs kelompok keaga-
maan Islam. Memang pada saat itu, ormas-ormas kegamaan Is-
lam seperti Muhammadiyah, NU, Persis dan lain sebagainya,
telah ada. Namun, keberadaan ormas-ormas ini secara politis tidak
mempunyai kekuatan apa-apa sebab kekuatan-kekuatan yang
seharusnya mereka miliki sudah dieliminir dan dipangkas se-
demikian rupa di dalam kurungan kebijakan-kebijakan politik
bentukan Orde Baru yang melarang ormas melakukan kegiatan
politik.

Dengan demikian, melalui perspektif hadis yang dikemuka-
kan di atas, KH. Syukri Ghazali ingin mengingatkan kepada se-
mua pihak bahwa entitas kekuasaan negara dan entitas keislam-
an yang tadinya saling berjauhan hendaknya didekatkan mela-
lui mediasi-mediasi. Dalam hal ini ulama merupakan mediator
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yang tepat dalam mendekatkan negara dan umat Islam. Menga-
pa ulama? Karena dalam pandangan Kiai Syukri, ulama-lah yang
secara sosial dan kultural memiliki pengaruh kuat dalam kehidup-
an umat di Indonesia. Akan tetapi sebagai representasi umat Is-
lam, ulama harus menempatkan diri sebagai pihak yang benar-
benar aspiratif dan berpihak kepada umat. Sebenarnya, keberpi-
hakan kepada umat tidak hanya menjadi tanggung jawab ulama
saja, tapi pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang sama.
Dengan kata lain, kedua entitas ini harus mengacu kepada ke-
pentingan mashlahah ‘ammah. Dengan demikian, sindroma kete-
gangan negara dan umat beragama khususnya Islam harus di-
akhiri jika ingin mencapai kehidupan kerakyatan yang damai
dan mashlahah tersebut.

Paling tidak sikap demikian ini menjadi wacana KH. Syukri
Ghazali ketika menjabat ketua umum MUI 1981-1983. Selama
periode tersebut kebijakan dan keputusan MUI boleh dikatakan
selalu diwarnai oleh suasana kompromistis dengan pemerintah.
Tapi sikap kompromistis di sini bukan berarti, ulama sebagai
entitas religius yang terhormat harus menerima kooptasi-kooptasi
kekuasaan. Kompromi hanya bisa diterima kalau ada kompen-
sasi mashlahah ‘ammah dari pihak penguasa. Pandangan demiki-
an secara fikhiyyah memiliki pijakan yang sangat kuat. Dalam
kaidah fikhiyyah fungsi kekuasaan adalah tercermin dalam tashar-
ruf al-imam ‘ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahah, artinya setiap
kebijakan penguasa harus mengikuti kebaikan dan kepentingan
bersama (mahslahah ‘ammah). Tanpa tujuan yang demikian ini,
maka ulama wajib memperingatkan penguasa.

Semua pandangan di atas pada dasarnya bisa dicarikan rujuk-
annya kepada fungsi dan sifat keulamaan yang dikemukakan
Kiai Syukri. Menurutnya, fungsi keulamaan dalam konteks ke-
Indonesia-an harus ditujukan kepada empat arah. Pertama, mem-
beri fatwa keagamaan kepada pemerintah dan umat Islam se-
bagai manifestasi dari amar ma’ruf nahi munkar dalam upaya ke-
tahanan nasional. Ulama di sini diposisikan sebagai penjaga dan
penasehat pemerintah dalam mencapai kebaikan bersama
{mashlahah). Kedua, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan meme-
lihara kerukunan antar umat beragama dan kesatuan bangsa.
Ketiga, mewakili umat Islam dalam konsultasi antarumat beraga-
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ma. Keempat, menjadi penghubung dan penterjemah timbal ba-
lik antara pemerintah dan umatnya.! Pada bagian terakhir ini
ulama memerankan fungsi mediasi sebagaimana disebut di atas.

Kemudian masih menurut Kiai Syukri, empat fungsi keu-
lamaan di atas, secara teologis dan etik, merupakan perwujudan
dari sifat-sifat ulama menurut ajaran Islam. Pertama, ulama ada-
lah mishbah al-ardl (lampu dunia). Artinya, sebagai pelita bumi,
ulama diharapkan akan menyampaikan persoalan-persoalan
penting kepada manusia baik yang berkaitan dengan ibadah
maupun non ibadah. Kedua, ulama adalah wakil para Nabi (khu-
Iafa al-anbiya’) dalam upaya mendorong terjadinya pembangunan.
Sebagai wakil para nabi, ulama harus berani mengkritik peme-
rintah jika tidak berjalan di atas jalur yang benar. Ketiga, ulama
sebagai pewaris Nabi dapat ikut membimbing dan mengarah-
kan masyarakat kepada jalan yang benar. Keempat, ulama sebagai
orang-orang kepercayaan Allah atas makhluknya (amand llihi ‘ala
khalgihi) dapat membawa dan menunjukkan ke arah sesuatu yang
manfaat bagi jasmani maupun rohani untuk kepentingan dunia
dan akhirat.?

Baik fungsi maupun sifat keulamaan yang dikemukakan KH.
Syukri Ghazali di atas tampaknya terkesan lunak dan kompro-
mistis; akan tetapi itulah yang menurutnya sangat sesuai dengan
situasi dan kondisi di mana kekuasaan negara begitu kuat meng-
hegemoni masyarakat. Memang bisa dikatakan bahwa kekuatan
regim Orde Baru telah mampu menciptakan manajemen ketakut-
an (management of fear) yang luar biasa pada masyarakat sehingga
mereka kehilangan daya nalar kritisnya. Regim ini melakukannya
dengan cara mengintervensi semua aparatus kehidupan
masyarakat sipil agar kekuatan yang ada di dalamnya bisa dide-
teksi dan dikontrol. Hemat penulis, hal ini termasuk melalui aparat-
us agama, baik lembaga keagamaan maupun individu, misalnya
dengan menciptakan MUI dan sebagainya.

'Lihat sambutan KH. Syukri Ghazali pada pembukaan Rakernas MUI 1982
di Jakarta dalam buku Muajelis Ulama, Ummat dan Pembagunan, h. 39-47, Sekre-
tariat MUI, 1982

Tbid.
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Kiai Syukri bukannya tidak menyadari situasi dan kondisi
kekuasaan regim Orde Baru yang hegemonik ini, namun tidak
ada yang bisa dilakukan ulama kecuali dengan upaya persuasif
terhadap pemerintah. Sejarah telah membuktikan bahwa setiap
kekuatan apapun yang hendak melawan secara frontal terhadap
regim Orde Baru, maka ia akan dipupuskan sebelum ia benar-
benar berkembang.

Meskipun KH. Syukri Ghazali merupakan ulama yang mo-
derat dan mudah kompromi, bukan berarti bahwa ia selalu men-
dukung kebijakan negara. Menurutnya, fungsi dan sifat keu-
lamaan sebagai wakil-wakil para Nabi dalam menyerukan beri-
ta-berita kenabian harus selalu tetap diperjuangkan dan dipe-
gang teguh betapapun dalam situasi yang mencekam dan me-
nindas. Seorang ulama memang terkadang harus kompromi ka-
lau perlu kolaborasi dengan regim, namun ia harus tetap mermi-
liki semangat perjuangan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi
munkar. Jargon amar ma'ruf nahi munkar ini tidak akan terealisasi
apabila dalam diri ulama masih terdapat perasaan takut untuk
mengatakan mana hal yang benar dan mana hal yang tidak be-
nar, sekalipun di depan kekuasaan yang hegemonik. Dalam se-
buah hadis atau pepatah Arab dikatakan, “qul al-haqqa walau kana
murran,” katakanlah yang benar meskipun pahit rasanya. Segala
tindakan ulama yang menyalahi prinsip amar ma'ruf nahi munkar,
maka tindakan tersebut tidak bisa dimasukkan dalam kategori
sebagai tindakan ulama.

Lahir menjadi Kiai “Negara”

Ketika dilahirkan di atas bumi, kita tidak bisa langsung me-
nebak profesi apa yang kelak akan dijadikan Tuhan untuk kita.
Meskipun kita tidak tahu nasib kita, akan tetapi Tuhan telah
memberikan bekal kepada umat manusia berupa nalar budi un-
tuk berkembang, belajar, menentukan dan mencari pilihan-pilih-
an profesi yang kelak akan kita tekuni. Namun pilihan-pilihan
itupun terkadang juga terjadi di luar kemampuan kita. i sini
lah letak sebuah takdir Tuhan. Ada orang yang menjalani proses
hidup sesuai dengan skenario yang telah dicita-citakan sebelum-
nya, akan tetapi ada juga yang sebaliknya yaitu mereka yang
menjalani proses hidup akan tetapi sama sekali di luar skenario
yang ia rencanakan. Inilah titah sebagai manusia.
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Menurut hemat penulis, KH. Syukri Ghazali lahir di dunia ini
juga dalam keadaan seperti di atas. Sebagaimana anak yang lain,
ia lahir dengan bimbingan orang tua dan dipengaruhi juga oleh
kondisi sosio-kultural alam sekitarnya, Akan tetapi dalam hal
pilihan profesi nampaknya, sejak dari kecil Kiai Syukri sudah
mengarah kepada pilihan dalam bidang agama. Pilihan yang
ditekuninya sejak kecil ini akhirnya menjadi kenyataan di kemu-
dian hari. Dalam hal ini Kiai Syukri termasuk dalam kategori
orang yang menjalani proses hidup yang sesuai dengan skenario
yang ia tentukan.

Syukri Ghazali dilahirkan pada tanggal 6 Desember 1906 di
Kampung Petak, Salatiga, Jawa Tengah dengan nama kecil Mu-
hammad Rusydan di lingkungan keluarga dan masyarakat yang
taat agama. Ayah Syukri bernama KH. Imam Ghazali adalah se-
orang juru dakwah yang suka keliling desa dan daerah-daerah
di sekitar desanya. Sedangkan ibunya Halimah juga seorang guru
mengaji dan seorang pedagang batik yang sering mengambil
barang-barang dagangannya ke Solo. Pasangan Imam Ghazali
dan Halimah ini sangat mobile dalam menjalani kehidupannya
sehari-hari. Terlihat kedua-keduanya sangat aktif dalam kegiat-
an sosial kemasyarakatan dan bisnis.

Pasangan Imam Ghazali dan Halimah ini memiliki garis takdir
yang luar biasa. Mungkin jarang orang yang ditimpa nasib se-
perti pasangan mereka berdua yang bisa tahan uji. Bayangkan
sebenarnya pasangan ini telah dikarunia Tuhan akan menjadi ke-
luarga besar dengan dua belas anak. Kalau ini menjadi kenyataan
sudah barang tentu merupakan kebahagiaan yang luar biasa
apalagi orang Jawa zaman dulu punya filosofi “banyak anak ba-
nyak rizki”. Tapi kebahagiaan itu bisa diminta tapi Tuhan yang
menentukan. Dari kedua belas anak tersebut, sebelas anaknya
dipanggil oleh Tuhan sewaktu masih kecil-kecil. Oleh Tuhan
keluarga ini hanya diberi kepercayaan untuk merawat satu anak
saja. Satu-satunya anak mereka yang masih hidup adalah berna-
ma Muhammad Rusydan alias Syukri Ghazali- Menurut peng-
akuan KH. Syukri Ghazali, ia bahkan tidak pernah tahu anak
keberapa sebenarnya dilahirkan. Maklum ia tidak sempat me-
ngenal saudara-saudara kandungnya. Tapi boleh jadi dia menja-
di anak yang terakhir. Tapi yang jelas Syukri Ghazali menjadi
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anak tunggal dari keluarga Imam Ghazali dan Halimah. Sebagai
manusia, diberi cobaan yang demikian beratnya ayah Syukri tidak
kerasan tinggal di rumah. Ayah Syukri merasa sedih dan ia ingin
mendapatkan ketenagan. Sehingga pada suatu saat, KH. Imam
Ghazali pergi mengembara beberapa tahun lamanya tanpa dike-
tahui di mana dia berada. Ayah Syukri memang sering beper-
gian ke desa-desa untuk mengislamkan masyarakat desa. Jika
dirasakan keislaman mereka sudah cukup kuat, lalu ayah Kiai
Syukri pindah ke desa lainnya. Namun pengembaraan itu bia-
sanya dilakukan tidak terlalu lama.

Nampaknya pengembaraan ini tidak seperti biasanya. Sebab
sebelum berangkat beliau berpesan kepada ibunda Kiai Syukri,
“saya mau pergi ndak tahu ke mana ndak usah dicari”. Menurut penu-
turan KH. Syukri, kepergiaan ayahnya yang terakhir ini terjadi
selama 7 tahun.

Setelah 7 tahun mengembara, ayah Syukri akhirnya pulang
kembali ke rumah dengan membawa kabar gembira terutama
bagi Syukri. Pada tahun itu (1921), ayahnya menyuruh Syukri
agar ia menemani ibunya menunaikan ibadah haji ke Makkah.
Waktu itu, Syukri masih berumur 15 tahun, menjelang baligh,
berangkatlah Syukri ke Makkah menghantar ibunya.

Melihat situasi dan kondisi Makkah yang sangat kondusif un-
tuk menuntut ilmu agama, terbetik di hatinya untuk tinggal di
sana. Keinginan yang baik ini ia sampaikan dengan mengirim
surat ke ayahnya di tanah air. Surat ini dibalas ayahnya agar
Syukri pulang dulu ke tanah air. Menurut ayahnya, persoalan
belajar di Makkah bisa dibicarakan lebih matang setelah pulang
di tanah air. :

Ketika Syukri dan ibunya pulang persoalan ini tidak lansung
dibicarakan dengan ayahnya.Setelah 23 hari kepulangannya dari
Makkah baru Syukri berdiskusi dengan ayahnya tentang ke-
mungkinan belajar di tanah suci. Dalam diskusi tersebut, ter-
nyata ayah Syukri memiliki keinginan lain. KH. Imam Ghazali
menghendaki agar anak satu-satunya yang masih hidup ini agar
belajar di pondok pesantren. Jamsaren, Solo. Keinginan ayah
Syukri ini sangat wajar sekali dan masuk akal sebab sebagai
orang tua mereka ingin dekat dengan buah hatinya. Apalagi
anak mereka hanya satu. Alasan lain yang digunakan ayah
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Syukri adalah pondok pesantren Jamsaren ini dipandang me-
miliki mutu yang sangat baik. Namun alasan terakhir ini hanya
untuk mengobati agar putranya tidak kecewa.

Di pondok pesantren Jamsaren ini, Syukri Ghazali belajar al-
Quran, tajwid, fikih, nahwu dan sharaf kepada seorang ulama
terkemuka pada waktu itu yaitu KH. Masjhud, kakek dari Cho-
lid Mawardi, seorang tokoh NU asal Solo. Di samping belajar
ilmu agama, Syukri juga belajar ilmu pengetahuan umum yang
didapatkan dari madrasah Mamba’ul Ulum. Pada masa akhir
kolonial, Mamba’ul Ulum merupakan satu-satunya lembaga
pendidikan yang mempersiapkan calon hakim agama dan peng-
hulu. Setamat dari Jamsaren dan Mamba’ul Ulum, Syukri sem-
pat mengajar di pesantrennya dan kemudian mengajar di Mad-
rasah Tsanawiyah negeri di Solo dari 1927-1929. Di madrasah
ini, Kiai Syukri mengajar ilmu nahwu dan sharaf.

Melihat perjalanan hidupnya nampaknya Syukri mewarisi
darah ayahnya yang suka berpetualang (avounturir) dari dae-
rah satu ke daerah lain. Ia meninggalkan Solo untuk pergi ke
Malang. Di Malang, ia menjadi seorang guru di Madrasah Nah-
dlatul Ulama pimpinan KH. Nakhrowi dan juga di sekolah
Malang. Baru dua bulan mengajar di Malang ia sudah diper-
caya untuk menjabat kepala sekolah. Ia segera memasukkan
ide baru di Madrasah tersebut dengan memasukkan ilmu penge-
tahuan umum dan bahasa Belanda. Ini merupakan ide yang
cukup berani karena pada saat itu masyarakat Islam pada
umumnya masih alergi dengan ilmu-ilmu non Islam apalagi
bahasa Belanda, bahasa kolonial. Pemasukan bahasa Belanda
menjadi mata pelajaran ini karena ia mendapat ilham dari kitab
Ihya’ Ulum al-Din karangan Imam al-Ghazali yang menyatakan
bahwa, “barang siapa mengenal bahasa sesuatu kaum, maka ia
akan selamat dari tipu daya kaum tersebut.”?

*Mengenai penguasaan bahasa asing, Kiai Syukri bisa berbahasa Arab dan
Belanda baik aktif maupun pasif. Sedangkan bahasa Inggris ia tidak mengua-
sai.
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Akan tetapi itikad pembaharuan ini tidak mendapat sambut-
an yang positif dari ulama-ulama di sekitarnya. Bahkan para
ulama NU Malang bereaksi keras menentang upaya modernisasi
ini. Ulama-ulama tersebut menganggap Syukri sebagai kiai yang
mutatharrif (nyelenah). Bahkan di antara mereka ada yang mem-
pertanyakan keNUannya.

Reaksi keras ini sempat didengar oleh pimpinan besar NU

yang saat itu dijabat oleh Hadratus Syaikh Hasyim Asy‘ari. Ak-
ibatnya, KH. Syukri Ghazali dipanggil ke Jombang menghadap
Kiai Hasyim. Pemanggilan ini dimaksudkan sebagai upaya un-
tuk melihat secara langsung apakah Syukri Ghazali benar-be-
nar menyimpang dari NU sebagaimana yang diberitakan. Sela-
ma tiga bulan , ia berada di bawah pengawasan Kiai Hasyim.
Hasilnya, ternyata Kiai Hasyim masih mempercayai Syukri
Ghazali dan ia diperbolehkan pulang ke Malang untuk kemba-
li memimpin madrasah tersebut. Kalau dihitung-hitung sela-
ma 15 tahun (1930-1945), waktu kiai Syukri dihabiskan untuk
mengajar dari madrasah satu ke madrasah lain. Ketika masih
di Malang ini tepatnya, mulai 1944 Kiai Syukri diangkat menja-
di salah satu ketua PBNU yang membidangi masalah pendidik-
an (Ma’arif). Jabatan ini diberikan kepada Syukri mungkin di-
dasarkan pada keberhasilannya mengelola lembaga pendidik-
an yang ada. Jabatan ia pegang sampai tahun 1948.
" Berkat perjuangannya yang gigih dalam mengembangkan
pendidikan serta dukungan masyarakat Malang, pada 1946, Kiai
Syukri diangkat sebagai wakil Eksekutif Komite Nasional In-
donesia (KNI) Karisidenan Malang. Pada 1947 ia juga dilantik
menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pisat (KNIP). Jabat-
an ini diembannya selama 3 tahun (1949). Setelah itu ia bertu-
gas menjadi dosen agama di Perguruan Tinggi di Sawera Ga-
ding, Makassar 1950-1952. Saat itulah perkenalan pertamanya
dengan dunia pendidikan tinggi. Sudah barang tentu sebagai
seorang lulusan pesantren yang tidak pernah mengenyam pen-
didikan formal di perguruan tinggi, menjadi dosen adalah pe-
ngalaman menarik dan menantang. Meskipun hanya lulusan
pesantren, pengetahuannya untuk menjadi dosen agama sudah
mencukupi. Apalagi Kiai Syukri tetap terus menambah wa-
wasannya.

Ketika masih menjadi dosen di Sawera Gading, Makassar,
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KH. Syukri diberi tugas oleh Menteri Agama RI, Wahid Hasyim,
untuk memimpin team rintisan bagi berdirinya Kantor Urusan
Agama propinsi Sulawesi di Ujung Pandang. Baru 35 hari melak-
sanakan tugas ini, istri tercintanya, R. Mardisah, mendahului-
nya pergi menghadap kehadiratilahi rabbi. Ia sangat sedih meng-
hadapi kenyataan ini, apalagi waktu itu anaknya banyak (7
orang) dan masih perlu mendapat kasih sayang dan bimbing-
an dari seorang ibu. Tapi Syukri pasrah menerima takdir Tuhan
itu. Untuk menggantikan posisi R. Mardisah, empat bulan ke-
mudian Kiai Syukri menikah dengan Alfiyah, waktu itu berusia
24 tahun. Meskipun jarak usianya cukup jauh, namun mereka
bisa hidup bahagia.

Penugasan di Makassar ini boleh jadi merupakan pengabdi-
an pertamanya yang cukup panjang di jajaran pemerintahan.
Setelah berhasil membentuk kantor KUA (Kantor Urusan Aga-
may) baik di tingkat Karisedenan, Kabupaten dan Kecamatan,
oleh Menteri Agama RI, ia diangkat menjadi ketua KUA di Su-
lawesi yang berkedudukan di Makassar. Jabatan ini dipangku
Kiai Syukri sampai 1953. Karir yang cukup bagus ini bukan dise-
babkan karena waktu itu Menteri Agama RI adalah KH. Wahid
Hasyim yang sama-sama dari NU, akan tetapi pengangkatan
itu lebih didasarkan pada kemampuan Kiai Syukri dalam men-
jalankan tugas yang diberikan kepadanya. Dalam diri Kiai
Syukri selalu tertanam semboyan bahwa ini lah diri saya, bu-
kan teman anu atau anak si anu.

Ketika Wahid Hasyim meninggal dalam sebuah kecelakaan,
Kiai Syukri masih di Makassar. Bahkan ia tidak bisa menghadiri
pemakaman Kiai Wahid Hasyim. Pada 1954 Syukri dipanggil
ke Jakarta untuk menjabat Kepala Jawatan Urusan Agama Pu-
sat Departemen Agama menggantikan posisi KH. Masykur yang
saat itu menjabat Menteri Agama RI untuk kedua kalinya.* Ja-
batan ini diemban Syukri sampai 1968.

Kalau dihitung-hitung, waktu 16 tahun bukan merupakan
waktu yang pendek dalam mengabdi. Selama itu Kiai Syukri

*Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Menteri Agama tahun 1947-50,
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sudah mengalami pergantian beberapa menteri baik dari NU
maupun dari luar NU, namun ia tetap dipercayai memegang
jabatan yang cukup berwibawa. Memang dari segi pergaulan,
Kiai Syukri merupakan ulama NU yang relatif moderat dan ter-
buka sehingga ia bisa bergaul dengan siapa saja. Kepandaian-
nya bergaul ini tidak membuatnya tersingkir ketika pucuk pim-
pinan tertinggi dipegang oleh Menteri Agama dari luar kelom-
poknya (NU).

Pada 1968, Kiai Syukri mengakhiri tugas di struktural De-
pertemen Agama dan kemudian kembali ke dunia perguruan
tinggi. Saat itu ia dipercayai untuk menjabat Dekan Fakultas
Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang baru saja dibu-
ka. Meskipun jabatan ini tidak stuktural di Departemen Aga-
ma, namun jabatan dekan ini cukup penting. Sebab ia tidak
memimpin fakultas yang sudah ada di JAIN, tetapi ia memimpin
fakultas yang baru dibuka. Ini dapat diartikan adanya keper-
cayaan pemerintah terhadap kemampuan Kiai Syukri. Jabatan
ini dipegang sampai menjelang masa pensiunnya, 1971. Kare-
na masih merupakan rintisan selama menjadi dekan tersebut
KH. Syukri menjalankan tugas dengan semangat. la menata
fakultas Syariah dengan pelan tapi pasti. Semua berjalan. Hal
menarik dari Kiai Syukri saat menjabat dekan ini adalah ia beru-
saha menjadi penengah di antara kelompok-kelompok yang
bertikai. Meskipun ia dari unsur Nahdlatul Ulama (NU), Kiai
Syukri tetap menghargai staf-staf pengajar yang berasal dari
luar unsur NU?

Pensiun dari pegawai pemerintah tidak membuat KH. Syukri
menjadi berhenti beraktivitas. Tenaga dan pikirannya masih
tetap dibutuhkan oleh banyak pihak sehingga dapat dikatakan
bahwa dalam sepanjang hidupnya ia tidak mencari kegiatan
tetapi kegiatan itu yang membutuhkannya.

Dari sederetan jabatan yang pernah dia emban antara lain
adalah sebagai Ketua Yayasan Pembangunan Islam yang didi-
rikannya bersama-sama dengan KH. Saifuddin Zuhri; menjadi
anggota Lajnah Tashih Al-Qur’an; anggota Dewan Penyusun

STahun-tahun ini —1971— adalah tahun yang penuh persaingan antara
kelompok NU dan kelompok Muhammadiyah terutama di lingkungan TAIN.
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Tafsir al-Qur’an; anggota Majelis Pertimbangan Kesehatan dan
Syura; anggota Dewan Pimpinan Panitia Penyelenggaraan Pem-
bangunan Masjid Istiglal; anggota Majelis Petjalanan Haji In-
donesia (PHI) Pusat; anggota Penasehat Majalah Kiblat, dan
anggota Yayasan Amal Bakti Muslim Indonesia.

Meskipun memiliki jabatan yang cukup banyak, Kiai Syukri
tidak pernah membangga-banggakan jabatannya. Ia berangga-
pan bahwa semua jabatan yang diemban adalah amanah Tu-
han dan semuanyan harus diniati secara ikhlas. Sikap amanah
dan keikhlasannya ini tercermin dalam kehidupannya sehari-
hari. Sebagai seorang yang pernah memiliki jabatan yang agak
tinggi, kehidupannya sangat sederhana. Sikapnya terhadap
orang lain juga sangat egaliter. [a tidak memandang orang dari
segi jabatannya; semua diperlakukan sama. Baginya, setiap o-
rang memiliki hak untuk diperlakukan secara terhormat. Prin-
sip ini sesuai dengan ajaran yang digariskan Islam. Meskipun
demikian, Kiai Syukri sangat menyukai derma dan menolong
orang lain yang memang membutuhkan. Karena itu, selama
menjadi pejabat di pelbagai lembaga, ia secara khusus menye-
diakan uang simpanan yang disebutnya sebagai “tabungan
akhirat”. Tabungan yang dikumpulkan dari honor-honor yang
didapatkan dari kegiatannya di luar statusnya sebagai pegawai
pemerintah ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan.
Permintaan sumbangan dari orang-orang daerah yang berkun-
jung ke rumahnya, atau permintaan sumbangan lainnya selalu
diambilkan dari uang ini sehingga tidak mengganggu kebutu-
han keluarga. Pihak keluarga, siapapun saja, tidak boleh meng-
ganggu uang ini.®

Karena sikapnya yang egaliter dalam memperlakukan orang
ini, boleh dikatakan dia tidak memiliki sahabat karib. Artinya,
ia tidak memperlakukan seseorang lebih dari perlakuannya ter-
hadap orang lain. Bahkan dengan kalangan pejabat pun ia tidak
terlalu dekat. Banyak pejabat yang datang ke rumah, tapi tidak
ada satu pun pejabat yang dekat dengan dia. Dari kalangan

*Wawancara dengan Muntaha Azhari mantan mahasiswa Kiai Syukri di
PTIQ, Jakarta, 14 Agustus 1998.
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kiai memang banyak yang bertandang ke rumah untuk seke-
dar silaturahmi atau berdiskusi, namun kalau ditanyakan siapa
yang paling dekat dengannya, jawabnya itu tidak ada. Semua
sahabat di mata Kiai Syukri sama dekatnya, demikian peng-
akuan dari putra keduanya, Farid Wijdan. Menjelang terjadi-
nya Gerakan 30 September 1965, pernah semalam saja Menteri
Agama Siafuddin Zuhri berkali-kali datang ke rumahnya, ha-
nya ingin berpesan agar Kiai Syukri berhati-hati berkenaan de-
ngan rencana penyerangan PKI. Menteri ini berpesan agar ru-
mahnya dikunci dan jendelanya barangkali perlu dilapisi kayu
kalau-kalau ada tembakan nyasar. Perlakuan seperti ini menun-
jukkan bahwa ia sering diperhatikan orang. Tapi Kiai Syukri
menanggapinya dengan biasa saja.” Demikian juga kedekatan-
nya dengan Menteri Agama Munawwir Sjadzali juga tidak mem-
buatnya memperlakukan Sjadzali lebih dari perlakuannya ter-
hadap orang lain.

Sikap memperlakukan semua orang secara sama ini dilaku-
kan agar dalam menjalani hidup ia bisa bergaul secara obyektif
dan tanpa pamrih. Biasanya kalau sudah dekat dengan seseo-
rang, “kedekatan” ini bisa menghilangkan sikap yang inde-
penden dan obyektif, dan sebaliknya menumbuhkan sikap yang
subyektif dan penuh pamrih. Meskipun demikian, bukan be-
rarti ia kaku dan tidak punya sahabat. Justru dengan sikapnya
ini ia memiliki banyak sahabat di mana-mana, tidak hanya de-
ngan tokoh-tokoh NU, tapi juga dengan tokoh-tokoh Muham-
madiyah, Kristen, Hindu, Budha, dan lain sebagainya.

Arsitek MUI yang pendiam

KH. Syukri Ghazali bukan orang baru di lingkungan Majelis
Ulama Indonesia. Ia aktif semenjak gagasan pertama pendirian
MUI muncul. Bahkan KH. Syukri Ghazali merupakan salah
seorang kiai yang secara resmi diminta bantuan oleh pihak
pemerintah untuk merancang sebuah model organisasi ulama
yang bertaraf nasional yang nantinya akan dijadikan sebagai
wadah yang mampu menampung aspirasi ulama di Indonesia

’Wawancara dengan Bapak Farid Wijdan di Jakarta.
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dalam bentuk sebuah proposal. KH. Syukri menyanggupi per-
mintaan pemerintah tersebut dan ia membuat sebuah proposal
rancangan pendirian Majelis Ulama untuk kemudian dipresen-
tasikan di hadapan kalangan pemerintah dan tokoh-tokoh lain
yang kompeten di dalam persoalan ini. Tidak percuma ternya-
ta proposal yang diajukan oleh Kiai Syukri Ghazali dijadikan
sebagai acuan utama bagi penyusunan AD/ART MUIL

Selanjutnya, pihak pemerintah kemudian mengadakan se-
buah pertemuan Majelis Ulama yang mengundang ulama-ula-
ma dari seluruh Indonesia di Jakarta. Berdasarkan surat kepu-
tusan Menteri Agama No. 28 tertanggal 1 Juli 1975, Kiai Syukri
bersama-sama dengan Prof. Hamka, dan KH. Abdullah Syafe’i
dilantik oleh pemerintah dalam hal ini diwakili Departemen
Agama, menjadi dewan penasehat dan Jeneral Purnawirawan
Scedriman menjadi Ketua Pelaksana Panitia Musyawarah Na-
sional I Majelis Ulama Indonesia.

Musyawarah Nasional T Majelis Ulama seluruh Indonesia
diselenggarakan pada 21-27 Juli 1975, di Jakarta. Seluruh ulama
terkemuka di tanah air yang mewakili pelbagai kelompok dan
golongan berkumpul. Hasil Musyawarah Nasional ini adalah
disepakatinya pendirian Majelis Ulama Indonesia. Piagam pen-
dirian MUT ini ditandatangi tidak kurang dari 53 ulama perwa-
kilan seluruh Indonesia dan tokoh-tokoh agama nasional .®

Selain memutuskan pendirian MUI, Musyawah Nasional ini
juga berhasil melantik seorang ketua umum MUI yang perta-
ma yaitu Prof. Hamka, seorang kiai yang sangat kharismatis
dan cerdas. Sedangkan KH. Syukri Ghazali sendiri mendam-
pingi Buya Hamka sebagai ketua komisi fatwa. Ketua komisi
fatwa ini merupakan jabatan yang sangat strategis dan penting

fTokoh-tokoh yang terlibat dalam pendirian dan penandatangan piagam
MUI ini antara lain adalah: Rahmatullah Shiddiq (DKI Jakarta}, A.K. Basuni
{Jawa Barat), Prof. TH. Ismail Ya'kub, SH. MA, {Jawa Tengah), H. BPH. Prabu-
ningrat (D.I Yogyakarta), H. M. Maskoen (fawa Timur), H. Ali Hasjmy (D.I
Aceh}, H.Isma'il Sulaeman (Sumatera Utara), H. Masour Dawoud Datuk Pali-
mo Kayo (Sumatera Barat), Drs. Said Abdurrahman (Riau), M.OQ. Bafadhal
{Jambi), Drs. KH. Yusuf Aziz, (Bengkulu), KH. Masyhur Azhari (Sumatera Se-
latan), H. Sowarmne Ahmady (Lampung), dan masih banyak lagi.
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dalam MUI, sebab sebagai lembaga fatwa keagamaan Islam,
ruh MUI sebenarnya terletak pada komisi ini. Jabatan ketua ko-
misi fatwa ini bukan didasarkan karena Kiai Syukri adalah salah
satu arsitek pendiri MUI dan ini merupakan balas jasa bagi di-
rinya. Jabatan ini semata-mata mempertimbangkan dan meli-
hat kapasitas KH. Syukri sebagai seorang ulama yang ‘alim
dalam ilmu agama terutama fikih. Menurut Mohammad Atho
Mudzhar, KH. Syukri Ghazali adalah ulama yang memiliki
pengetahuan sangat mendalam tentang kitab-kitab fikih berba-
hasa Arab klasik meskipun ia hanya lulusan pesantren. Salah
satu kitab yang digemarinya adalah karya Ibnu Hajar al-Hae-
tami berjudul Tuhfat al-Muhtaj.® Karena tugas komisi fatwa ada-
lah memberikan respon-respon hukum fighiyyah berkenaan de-
ngan peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka pemilihan KH.
Syukri Ghazali merupakan hal yang tepat. Untuk menjadi ke-
tua komisi fatwa MUI tidak hanya dibutuhkan secrang ulama
yang benar-benar menguasai ilmu agama terutama fikih, akan
tetapi juga ulama yang memiliki pandangan luas dan maju.
Meskipun KH. Syukri memiliki latar belakang kultural dan te-
ologis Islam tradisional (NU), tapi pandang-pandangannya
sudah tidak lagi tradisional. Bahkan selama menjadi ketua ko-
misi fatwa, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memperli-
hatkan kecondongan kepada pola pikir Islam yang moderat
meskipun kadang-kadang agak mendukung status quo. Ini
menunjukkan bahwa Kiai Syukri telah- melampaui batas-batas
konservativisme yang biasanya dimiliki oleh kiai tradisional.
Kiprah Kiai Syukri di MUI sejak awal didirikannya lembaga
ini menunjukkan bahwa ia sangat setuju dengan gagasan pe-
merintah untuk membentuk wadah resmi bagi ulama Indone-
sia. Meskipun pendirian MUI tidak terlepas dari intervensi pe-
merintah orde baru, namun ia menanggapi upaya ini sebagai
itikad yang baik dari pihak pemerintah. Apalagi pada saat didiri-
kan MUIJ, relasi regim orde baru vis a vis Islam kurang harmonis.

‘Lihat Mohammad Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ullama Indonesia:
Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam, 1975-1988, Edisi Dwibahasa, INIS
Leiden, 1993, h. 80-81
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Negara cenderung menekan dan menghalangi segala bentuk
kegiatan yang diinisiatifkan oleh umat Islam. Pemerintah Orba
pada saat itu memang lebih dekat dengan cendekiawan dan
teknokrat dari kalangan non Islam seperti Kristen dan nasionalis-
kebangsaan daripada kepada kelompok Islam. Negara, pada
saat itu, masih menaruh kecurigaan kepada kelompok Islam
yang dianggap akan mengislamkan negara. Bahkan mereka
menciptakan stigmatisasi terhadap kelompok Islam dengan
memberi label ekstrim kanan yang laten atau gerakan yang
mengancam keselamatan bangsa.

Kiai Syukri nampaknya berpikiran bahwa kesempatan yang
diberikan oleh pemerintah ini harus ditangkap sebagai sebuah
momentum yang tidak akan datang untuk yang kedua kali. Un-
tuk itu, pihak ulama harus meresponinya dengan baik. Sebab
terlepas dari rekayasa yang ada di baliknya, upaya ini adalah
salah satu bentuk pendekatan dari pemerintah terhadap ke-
lompok Islam. Kecurigaan terhadap inisiatif pemerintah orde
baru dalam mendirikan MUI ini memang muncul, namun Kiai
Syukri menganggapnya sebagai good will pemerintah Soeharto
terhadap para ulama. Apalagi dalam pelbagai kesempatan se-
belum didirikan MUI, Presiden Soeharto memang sudah sering
menyatakan bahwa ulama merupakan elemen bangsa yang ter-
penting. Ulama adatah panutan bagi masyarakat kita. Sudah
barang tentu pernyataan ini mungkin hanya digunakan Soe-
harto untuk mendapat legitimasi dari ulama. Namun pihak ula-
ma termasuk KH. Syukri bukan berarti tidak menyadarinya.
Secara pribadi Kiaj Syukri mungkin tidak bisa menerima kalau
MUI hanya semata-mata dijadikan sebagai “mesin produksi”
yang hanya mengeluarkan fatwa untuk mendukung regim yang
ada. Karena itu, penerimaan itikad baik pemerintah pada satu
sisi juga harus diimbangi dengan agenda ulama yang tidak se-
mata-mata berorientasi kepada kepentingan pemerintah pada
sisi lain.

Pemikiran yang demikian ini mungkin juga dialami oleh ula-
ma-ulama terkemuka lainnya seperti Buya Hamka dan KH. Ab-
dullah Syafe’i. Buktinya, mereka semua telah menerima per-
mintaan dari pemerintah yang waktu itu difasilitasi oleh Men-
teri Agama Dr. Mukti Ali, untuk dilantik sebagai panitia persia-
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pan pembentukan Majelis Ulama Indonesia .'* Namun, menu-
rut hemat penulis, penerimaan ini bukan berarti mereka tun-
duk begitu saja kepada kemauan negara, tapi mereka sedang
menjalankan sebuah mission impossible. Untuk menjalankan se-
buah misi yang besar dan sulit, tidak ada alasan merangkul pi-
hak yang kuat, asal jangan terkooptasi oleh pihak yang kuat
tersebut.

Hal ini, misalnya, terlihat pada alasan Buya Hamka ketika
menerima jabatan ketua umum MUL Menurut Atho Mudhar
ada dua alasan mengapa Buya Hamka menerima jabatan terse-
but. Pertama, alasan yang bersifat ideologis. Menurut Hamka
untuk menghadapi ideologi komunis, selain menggunakan
kekuatan Islam, umat Islam juga harus menggalang kekuatan
lain yaitu regim Soeharto yang sama-sama anti komunis. Ke-
dua, alasan yang bersifat taktis-strategis. Menurut Hamka, sela-
ma ini telah terjadi saling kecurigaan antara umat Islam dan
pemerintah. Pemerintah selalu tidak percaya kepada umat Is-
lam, dan umat Islam juga menganggap setiap upaya pemerin-
tah mengangkat martabat rakyat Indonesia yang mayoritas mus-
lim dianggap sebagai palsu dan sekular. Bagi Hamka dengan
adanya MUI, kesenjangan yang ada mungkin bisa dieliminir
untuk kemudian diperbaiki."

Sementara itu, selama menjadi ketua komisi fatwa, KH.
Syukri nampaknya sangat serasi dengan Buya Hamka. Sang
ketua umum yang vokal dan kritis didampingi oleh sang pem-
fatwa yang agak pendiam namun dalam ilmunya. Apabila Buya
Hamka sangat menonjol dalam bidang tafsir dan peradaban,
maka Kiai Syukri memback up nya dalam bidang fikih. Ini ada-
lah sebuah kombinasi yang sangat bagus.

"“Upaya pendirian Mejelis Ulama Indonesia ini karena Soeharto sangat tahu
bahwa posisi ulama di Indonesia sangat penting. Pendirian MUl ini tidak hanya
dilatarbelakangi oleh itikad baik Soeharto sebagai presiden masa itu, akan tetapi
juga sangat diwarnai dengan pertimbangan bahwa pemerintahannya sangat
buruh legitimasi dari kaum ulama. Untuk itu, Soeharto terkesan sangat beram-
bisi mendirikan MUI Setelah berdirinya, ternyata benar, bahwa MUI lebih men-
jadi juru bicara pemerintah dari pada juru bicara kaum agama itu sendiri.

1 Atho Mudzhar, h. 56. Bandingkan juga dengan Rusjdi Hamka, Pribadi dan
Martabat Prof. Dr. Hamka, Jakarta: Panjimas, 1981
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Selama komisi fatwa (1975-1981) di bawah kepemimpinan
KH. Syukri Ghazali, sebenarnya komisi ini tidak terlalu banyak
mengeluarkan fatwa. Selama hampir tujuh tahun, komisi ini
hanya mengeluarkan sebanyak 15 atau 16 fatwa. Bahkan sepan-
jang tahun 1975, MUI tidak mengeluarkan fatwa satupun.
Keadaan ini dapat dimaklumi karena lembaga ini baru berdiri
dan sedang melakukan pembenahan institusional dan admi-
nistrasi baik ke dalam maupun ke luar. Meskipun tidak terlalu
banyak fatwa yang dikeluarkan, namun komisi ini bisa dipan-
dang cukup berhasil menelorkan fatwa yang berbobot, teruta-
ma dalam merespon perkembangan kehidupan kontemporer.'?
Enambelas 16 fatwa dapat tersebut dalam bagian-bagian seper-
ti ibadah, sosial- kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan.’

Peran Kyai Syukri dapat dilihat dari fatwa-fatwa yang dike-
luarkan MUI. Meski fatwa-fatwa tersebut adalah produk sebuah
institusi, peran seorang ketua komisi tentu ikut mewarnai. Fat-
wa-fatwa tersebut adalah:

a. Ibadah

Pada bagian ini fatwa yang dikeluarkan antara lain: Perfa-
ma, hukumnya shalat Jum’at musafir di kapal. Kedua, ke-
peloporan pejabat dalam menunaikan ibadah. Ketiga, hukum-
nya penyembelihan hewan secara mekanis. Keempat, hukum-
nya pil anti haid. Kelima, batas-batas istitha’ah (kemampuan)
dalam menjalankan ibadah haji."* Keenam, fatwa tentang doa
menclak mara bahaya (daf'ul bala’). Ketujuh, fatwa tentang
miqat dan umrah.

b. Sosial kemasyarakatan
Dalam bidang sosial kemasyarakatn komisi fatwa men-

Mohammad Atho Mudzhar, h. 80

“Dalam hal ini saya agak berbeda dengan Atho Mudzhar yang menghi-
tung hanya ada 15 fatwa. Lihat Kumpulan Fatwa Majelis Ullama Indonesia, Pusta-
ka Panjimas: Jakarta, 1984

“Fatwa ini langsung ditandatangi oleh Buya Hamka sebagai ketua umum
dan Kiai Syukri sebagai ketua komisi fatwa.
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geluarkan enam fatwa. Pertama, fatwa tentang hidup seder-
hana. Kedua, fatwa tentang penyalahgunaan narkotika. Keti-
ga, fatwa tentang filem The Messege.'* Keempat, fatwa ten-
tang sidang umum MPR 1978.%¢ Kelima, fatwa tentang mas-
alah jama'‘ah, khalifah dan bai’at. Keenam, fatwa tentang pera-
yaan natal bersama.

. IImu pengetahuan

Dalam bidang ilmu pengetahuan komisi fatwa mengelu-
arkan tiga fatwa: Pertama, fatwa tentang penulisan al-Qur‘an
dengan huruf latin. Kedua, fatwa tentang tentang vasektomi
dan tubektomi. Ketiga, fatwa tentang wasiat menghibahkan
kornea mata.

Dari 16 fatwa tersebut, 13 belas fatwa yang ditandatangi
Kiai Syukri dengan sekretaris, 1 fatwa ditandatangi bersa-
ma-bersama Buya Hamka dan Kiai Syukri serta, 2 fatwa ditan-
datangi oleh Buya Hamka dan sekretaris tanpa Kiai Syukri.

Nampaknya dari sejumlah fatwa di atas terdapat bebera-
pa fatwa yang sangat penting untuk dicermati yaitu fatwa
tentang perayaan natal bersama. Fatwa ini dikeluarkan pada
7 Maret 1981 dan ditandatangani oleh KH. Syukri Ghazali
sebagai ketua dan Mas"udi sebagai sekretaris. Fatwa ini lah
pada dasarnya yang merupakan penyebab langsung mun-
durnya Buya Hamka dari ketua umum MUL

Adapun latar belakang dikeluarkannya fatwa ini oleh MUI
adalah untuk merespon kondisi yang berkembang dalam ke-
hidupan masyarakat berkenaan dengan perayaan natal ber-
sama. Setidaknya ada tiga alasan mengapa fatwa ini dikelu-
arkan. Pertama, perayaan natal bersama disalahartikan se-
bagaian umat Islam karena disangka sama dengan umat Is-
lam merayakan Maulid Nabi Muhammad. Kedua, kesalah-
pengertian ini menyebabkan adanya sebagian orang Islam
yang ikut dalam perayaan Natal dan duduk dalam kepani-

Fatwa ini ditandatangi langsung oleh Buya Hamka tanpa Kiai Syukri.
'éFatwa ini juga ditandatangi langsung oleh Buya Hamka tanpa Kiai Syukri.
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tiaan natal. Ketiga, perayaan natal bagi umat Kristen adalah
-masuk dalam ketegori ibadah.?”

Atas persoalan-persoalan tersebut, MUI kemudian me-
ngeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa umat Islam
haram hukumnya menghadiri perayaan natal serta menga-
njurkan umat Islam menjauhi kegiatan-kegiatan natal agar
tidak jatuh ke dalam syubhat.

Fatwa ini oleh pihak pemerintah dianggap sebagai sebuah
ancaman terhadap toleransi antar umat beragama yang se-
dang gencar-gencarnya dibangun pemerintah. Dari segi wak-
tu dan material, fatwa ini tidak menguntungkan pemerintah
karena sejak awal tahun enam puluhan sampai awal dela-
pan puluhan pemerintah sedang membangun kerukunan
antar umat beragama. Bukti dari upaya pemerintah dalam
menciptakan kerukunan antar umat beragama misalnya
adalah keberhasilan pemerintah membentuk Badan Konsul-
tasi Antar Umat Beragama pada 1980." Dengan munculnya
fatwa tersebut berarti upaya pemerintah akan terhalangi.

Sikap Kiai Syukri sendiri terhadap fatwa ini nampaknya
jelas. Sebagai ketua fatwa MUI secara institusional ia harus
memegang fatwa ini. Hal ini terlihat pada penandatanganan
pengesahan fatwa ini yang dilakukan sendiri oleh Kiai Syukri.
Sebagai pribadi Kiai Syukri memang sangat toleran, namun
sebagai seorang ketua komisi fatwa MUI ia juga harus bisa
memposisikan dirinya sebagai seorang ulama yang menjadi
cerminan dan panutan masyarakat awam. Dalam hal ini kita
harus bisa membedakan antara peran Kiai Syukri sebagai
ulama bebas dan sebagai ulama anggota MUI. Boleh jadi se-
bagai pribadi, Kiai Syukri hadir dalam suatu perayaan natal,
namun sebagai ketua komisi fatwa MUI kehadiran itu akan
menyebabkan munculnya kecaman dari umat Islam.

YKumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pustaka Panjimas: Jakarta, 1984,
h. 81
BAtho Mudzhar, h. 122
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Dari Ketua Komisi Fatwa ke Ketua Umum MUI

Mundurnya pemimpin MUI yang sangat dihormati dan ber-
pengaruh, Prof. Hamka, menimbulkan sejumlah pertanyaan be-
sar terutama berkaitan dengan alasan mengapa beliau mundur
dan siapa figur yang akan menggantikan posisi Buya Hamka.
Sudah pasti, figur pengganti harus memiliki akseptabilitas dan
kapasitas sebagaimana yang dimiliki Buya Hamka. Pengganti
tersebut harus cerdas, tegas dan berani mengungkapkan kebe-
naran walaupun pahit. Paling tidak tokoh ini bisa meneruskan
kepemimpinan MUI sesuai dengan cita-cita yang telah digaris-
kan para pendiri MUL

Sebenarnya, meskipun Buya Hamka secara resmi telah me-
nyatakan mundur dari MUI sejak 18 Mei 1981, namun jabat-
an ketua umum masih dibiarkan kosong tidak terisi.”® Pengi-
sian lowongan jabatan tersebut baru lakukan setelah Buya Ham-
ka pulang ke rahmatullah lewat Konggres Luar Biasa MUI 20-
22 Agustus 1981. Hal ini sengaja dilakukan untuk menghor-
mati Buya Hamka.

Adapun figur yang disebut-sebut cukup menonjol untuk
menggantikan posisi Buya Hamka dalam Konggres Luar Biasa
tersebut adalah Prof. Mukti Ali, KH. EZ. Muttaqgien, KH. Hassan
Basri, Tahir Wijaya, Abu Dale seorang ulama kharismatis asal
Ujung Pandanga dan KH. Syukri Ghazali sendiri. Namun kese-
mua figur tersebut tidak bersedia dicalonkan menjadi ketua
umum MUL

Prof. Mukti Ali misalnya tidak bersedia dicalonkan karena
sedang mengfokuskan diri pada pengembangan pasca sarjana

Sebagaimana dikemukakan secara singkat di atas, mundurnya Buya Ham-
ka disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara dia dan pemerintah
tentang fatwa MU! tentang perayaan natal bersama. Meskipun pihak peme-
rintah tidak mengakuinya, namun ini jelas sekali tercermin dalam surat priba-
di Buya Hamka kepada Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara.

%Secara resmi Buya Hamka mengundurkan diri pada tanggal 18 Mei 1981.
Dalam surat pribadinya kepada Almasyah Buya mengemukakan beberapa hal
penting antara lain mengenai keberatan Buya Hamka terhadap sikap pemerin-
tah atas dikeluarkannya fatwa ini.
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IAIN (Institut Agama Islam Negeri). Ia menghindari jabatan
rangkap, apalagi ketua MUI adalah jabatan yang tidak ringan.
Akan tetapi ia sempat menyebutkan kreteria yang harus dipe-
nuhi oleh seseorang untuk menjadi ketua umum MUIL Menu-
rutnya, ketua MUT harus orang yang jujur, bisa dipegang dan
bisa ngemong. Ngemong (ri’ayah) artinya di sini adalah penda-
patnya bisa diterima semua pihak baik, masyarakat maupun
pemerintah. Dengan kata lain ketua MUI adalah jembatan peng-
hubung antara umat Islam dan pemerintah. Syukur sekali,
menurut Prof. Mukti Ali, apabila ketua MUI itu mampu men-
jembatani pihak luar Islam. Selain itu, ketua umum MUI juga
harus mampu tampil ke luar. Untuk itu, Prof. Mukti Ali ber-
kecenderungan mencalonkan KH. Syukri Ghazali.2? Calon lain
juga menolak menerima jabatan ketua MUI dengan alasan yang
berbeda-beda, termasuk Kiai Syukri.?2

Rapat pengurus paripurna akhirnya menetapkan secara ak-
lamasi KH. Syukri Ghazali menjadi ketua umum MUI 1981-1985.
KH. Hassan Basri menganggap bahwa terpilihnya KH. Syukri
Ghazali adalah hal yang normal. Menurutnya, KH. Syukri
Ghazali adalah orang lama di MUI dan belia nomor satu di an-
tara tujuh ketua MUI jadi wajar apabila beliau mendapat kehor-
matan ini.? KH. E.Z. Muttagien juga menyatakan rasa syukur-
nya atas terpilihnya KH. Syukri Ghazali menjadi ketua umum
MUL*

Menjadi ketua umum MUI bukanlah keinginan Kiai Syukri
sendiri sebab sejak semula ia menyatakan tidak mau dicalon-
kan menjadi ketua umum MUI. Ia hanya bersedia menjadi ketua
I yang sudah berjalan selama 6 tahun.® Tawaran pertama ia
tolak. Tapi, melihat hari-hari terakhir saat pemilihan tidak ada
yang mau dicalonkan menjadi ketua umum, dengan terpaksa

HKompas, 18 Agustus 19981

ZCalon-calon lain waktu itu antara lain, KH. Hasan Basri, KH. FZ. Mutta-
gien, KH. Thohir Widjaya dan lain sebagainya.

Blum’at, Pelitz, 21 Agustus 1981

Uibid

BKompas, 21 Agustus 1982
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ia harus mengalah dengan menerima tawaran yang ked1
nya dari pimpinan harian MUL Sebab ia tidak mau melilia. xe-
pemimpinan lembaga ini lowong.

Dipilih menjadi ketua umum MUI tidak membuatnya mera-
sa menjadi orang yang memang pantas menduduki jabatan itu.
Meskipun KH. Syukri Ghazali memiliki kapasitas, kapabilitas
serta akseptibilitas yang cukup untuk menduduki ketua umum
MUI, namun ia tetap menyatakan bahwa sebenarnya masih
banyak orang yang mampu. Dalam hal ini Kiai Syukri mewak-
ili tipikal budaya Jawa yang rendah hati (low profil).

Sikap low profil ini ia katakan pada saat pidato pelantikan:
“Saya bukan yang terbaik di antara kalian. Saya bukan pula
yang terpintar di antara kalian, dan saya bukan yang terkuat di
antara kalian. Maka jika saya benar, turutlah saya. Namun jika
saya salah, jangan segan-segan menegur saya.”? Meskipun de-
mikian, pidato yang dikutipnya dari Abu Bakar saat dilantik
sebagai khalifah ini tidak membuat orang lupa bahwa ia adalah
salah seorang arsitek MUL

Dalam memimipin MU]I, Kiai Syukri didampingi Kiai-kiai
terkemuka seperti KH. E.Z. Muttagien, KH. Hasan Basri, H.
Sudirman, KH. Tarmuzi, H.M. Soedjoeno, H. Asmasmarno, dan
Prof. Ibrahim Hussein yang masing-masing menjadi ketua. Se-
mentara jabatan sekretaris umum masih dipercayakan kepada
H. Burhani Tjokrohandoko dan dampingi oleh H. Effendy
Zarkasyi, Hussein Segaf, Prodjokusumo dan Musytari Yusuf.

Selama menjadi ketua umum MUI, secara prinsipil Kiai
Syukri melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan
oleh pendahulunya, Buya Hamka. Keduanya juga mempunyai
banyak kesamaan. Perbedaan yang terjadi hanya dalam lang-
gamnya saja. Apabila Buya Hamka agak keras dan terkadang
terkesan frontal terhadap pemerintah, maka Kiai Syukri meng-
ambil jalan lunak. Kelunakan Kiai Syukri ini bisa dilihat pada
beberapa kebijakannya yang agak akomodatif terhadap peme-
rintah.

®Kompas, 1981
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Sikap lunak ini juga dapat dilihat dari fatwa-fatwa hukum
yang dikeluarkan oleh MUI-—dalam hal ini oleh komisi fatwa—
selama Kiai Syukri menjabat ketua umumnya. Maklum dalam
kesempatan ini ia didampingi oleh seorang ketua komisi fatwa
yang agak kontroversial yaitu KH. Ibrahim Hussein. Di antara
fatwa yang mendukung pemerintah dan agak kontroversial
misalnya adalah soal pembolehan pemakaian alat-alat KB se-
perti IUD, vasektomi dan tubektomi yang merupakan penca-
butan dari fatwa yang pernah ditetapkan sebelumnya. Ini se-
buah keputusan yang sangat berani karena sebelumnya telah
difatwakan haram. Bisa dibaca bahwa fatwa yang terakhir ini
adalah untuk menunjang program KB yang sedang digalakkan
pemerintah.

Meskipun secara material setiap keputusan hukum ditangani
komisi fatwa, namun tanggung jawab struktural akan tetap
kembali ke ketua umumnya. Secara internal (ke dalam) komisi
fatwa bertanggung jawab ke ketua urmum, namun secara eks-
ternal (keluar) tanggung jawab tersebut berada di pundak ketua
umumnya.?

Karena struktur seperti tersebut tadi, selama menjadi Ketua
Umum MUI Kiai Syukri tak lepas dari kritik yang dilancarkan
banyak pihak. Ada dua kritik yang cukup menonjol yang ditu-
jukan secara langsung kepada peribadi Kiai Syukri berkenaan
dengan mendoakan pendeta Silaban® dan jilbab yang tertera
di dalam surat Al-Ahzab 59. Menurut Kiai Syukri, ayat ini tidak
mengharuskan bagi perempuan muslim untuk memakai jil-
bab.® Pendapat Kiai Syukri ini sebenarnya tidak aneh, sebab
jauh sebelumnya, tepatnya sekitar abad 18-19, seorang pemikir
Islam cemerlang bernama Mohammad Qasim Amin dalam

¥Sebagai ketua umum, Kiai Syukri Ghazali selalu mengikuti persidangan-
persidangan yang diadakan oleh komisi fatwa. Dalam hal ini ia menjadi ang-
gota biasa.

*Tentang pendeta Silaban ini akan diuraikan berikutnya dalam sub bab
tentang toleransi. Tindakan Kiai Syukri ini mendapat kritik keras dari Imam
Yulianto yang dimuat dalam Panji Masyarakat nomor 435 (Jakarta, 21 Juni 1984)

¥Kritik terhadap pendapat Kiai Syukri ini sempat dimuat dalam majalah
Panji Masyarakat nomor 437 (Jakarta, 11 Juli 1984)
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bukunya, Tahrir al-Mar’ah telah melontarkan gagasan yang sama.
Menurut Qasim Amin, ayat 59 surat al-Ahzab ini khitabnya tidak
diarahkan kepada semua perempuan Islam akan tetapi hanya
kepada isteri-isteri Nabi. Qasim Amin justru mengkritik kalang-
an yang menyatakan bahwa ayat ini juga ditujukan kepada pe-
rempuan muslim secara umum sebab khitab ayat ini secara jelas
kepada isteri-isteri Nabi. Selain itu, keharusan jilbab dalam ayat
tersebut dikaitkan dengan persoalan keamanan. Kalau situasi
sudah aman, apakah masih diwajibkan dengan jilbab. * Jadi
sebenarnya tidak terlalu aneh apabila Kiai Syukri melontarkan
gagasan yang demikian. Apalagi perintah ini oleh sebagian ula-
ma fikih juga masih menjadi perdebatan.

Selama menjadi Ketua Umum MUI, program-program yang
dijalankan Kiai Syukri antara lain sebagai berikut: Pertama,
melakukan penyempurnaan Pedoman Dasar dan Pedoman Ru-
mah Tangga MUI Kedua, memantapkan organisasi dengan
mengikutsertakan pimpinan MUI Daerah Tingkat II dalam Ra-
pat Kerja Nasional 1982. Hal ini belum pernah terjadi sebelum-
nya. Ketiga, membentuk komisi penelitian dan pengembangan
untuk melakukan pengkajian terhadap persoalan-persoalan
keagamaan kontemporer seperti mengkaji buku Ahmad Wa-
hib,' Hamran Amri, paham Syiah. Ahmadiyah Inkar al-Sun-
nah, dan persoalan-persoalan lain yang menimbulkan keresah-
an pada masyarakat. Keempat, mengikuti pertemuan-perte-
muan internasional seperti Musyawarah Dakwah di Malaysia
(1981), KTT Islam di Thaif Arab Saudi (1981), Muktamar Men-
teri Wakaf di Makkah (1981), mengunjungi ulang tahun univer-
sitas al-Azhar yang ke 1000 (1983) dan sebagainya. Kelima, pada
pereode ini MUI juga menerima kunjungan tamu dari negara-

®Qasim Amin, Tahrir al-Mar'ah, h. 68-83, Ain Syam, cet. ketiga, t.th. Penda-
pat yang senada juga dikemukan oleh Dr. Nurcholish Madjid.

ATentang peristiwa Ahmad Wahib ini MUI didatangi oleh perwakilan ma-
hasiswa dari HMI, PMII dan IMM mendesak agar MUI segera mengeluarkan
fatwa terhadap bukunya catatan harian Ahmad Wahib. Atas hal ini KH. Syukri
Ghazali menyatakan bahwa MUI menolak buku tersebut. Lihat, majalah ming-
guan Tempe, 23 Juni 1983.
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negara Islam baik di Asia, Afrika maupun Timur Tengah seper-
ti Maroko, Iraq, Iran, Mesir, Syria dan lain sebagainya.

Di luar keulamaannya di MUI, sesungguhnya ide-ide segar
pemikiran keagamaan Kiai Syukri juga menarik untuk dicer-
mati. Salah satu yang menarik adalah gagasannya mengenai
perlunya reinterpretasi konsep mal zakawi (harta wajib zakat)
sesuai dengan kondisi Indonesia. Konsep itu oleh Kiai Syukri
disebut dengan istilah zakat komunikatif. Istilah ini dimaksud-
kan bahwa mal zakawi (harta yang wajib dizakati) harus dilebar-
kan dari pengertian awalnya sebagaimana tercantum di dalam
kitab-kitab fikih yang lebih dipengaruhi oleh kondisi geografis
dan geologis bangsa Arab seperti korma, anggur, atau lainnya
yang tidak ada selain di Arab. Menurut Kiai Syukri, apabila kita
masih tetap memakai konsep mal zakawi sebagaimana dirumus-
kan di dalam kitab-kitab fikih tersebut, maka dalam konteks
Indonesia mungkin banyak hal yang sepatutnya dizakati malah
tidak terkena. Untuk itu, penentuan mal zakawi juga harus dise-
suaikan dengan kondisi kontesktual suatu negara dan daerah.
Di samping itu, Kiai Syukri juga sangat setuju dengan konsep
zakat profesi. Menurut Kiai Syukri, bagi kalangan profesional
seperti dokter, maneger dan profesi lainnya yang memiliki peng-
hasilan mencapai batas zakat (nishab), harus mengeluarkan
zakat. Gagasan itu menunjukkan bahwa Kiai Syukri bukan hanya
Kiai dalam pengertian tradisional, akan tetapi tergolong modern
karena cukup adaptif dengan perkembangan kontemporer.

Rakernas 1982:
Mengukur Keberpihakan MUI pada Pemerintah

Rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia 1982, merupa-
kan peristiwa penting pada kepemimpinan KH. Syukri Ghozali.
Meskipun ini merupakan Rakernas kedua pada masa kepemim-
pinannya setelah Rakernas pertama pada 21-22 Agustus 1981,
Rakernas ini dibicarakan banyak orang karena diadakan dua
bulan menjelang Pemilu 1982, yakni 7-10 Maret 1982. Rakernas
dilaksanakan setahun sekali, dan Rakernas 1982 ini dianggap luar
biasa karena waktu pelaksanaanya dimajukan. Pengajuan wak-
tu ini mengindikasikan adanya kepentingan pihak pemerintah
untuk menggunakan momentum Rakernas sebagai sarana kon-
solidasi di tingkat ulama dalam menyukseskan Pemilu 1982.
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Selain itu Rakernas ini juga diikuti komponen-komponen
penting masyarakat yang secara stuktural tidak memiliki kaitan
dengan MUL Apabila pada Rakernas-Rakernas sebelumnya
diikuti oleh perwakilan MUI di wilayah, untuk kesempatan ini
diikutkan pula pihak-pihak dari perguruan tinggi, perwakilan
ulama dari daerah tingkat I dan II, sebagai peninjau aktif dan
memiliki hak yang sama sebagai peserta, di samping anggota
Dewan Pertimbangan dan para anggota Dewan Pimpinan MUI
serta para ketua dan sekretaris MUI daerah tingkat | R

Melihat komponen-komponen penting masyarakat yang di-
undang di atas, nampaknya Rakernas kali ini digunakan se-
baik-baiknya oleh pemerintah sebagai arena konsolidasi massa
menjelang Pemilu. Pemerintah sangat menyadari pentingnya
peranan tokoh-tokoh masyarakat tersebut dalam mensukses-
kan Pemilu 1982. Kesuksesan Pemilu 1982, bagi pemerintah
adalah kemenangan Golkar.

Keistimewaan pelaksanaan Rakernas kali ini diakui sendiri
oleh KH. Syukri Ghazali dalam sambutan pembukannnya. Ia
menyatakan bahwa Rakernas kali ini waktunya dipercepat se-
belum pelaksanaan Pemilu 1982 dan pesertanya diperluas. Hal
ini, menurut KH. Syukri, tidak terlepas dari Munas MUI 1982
yang salah satu amanatnya menghendaki kesenambungan pem-
bangunan dan suksesnya Pemilu serta peningkatan mutu ula-
ma dan umat untuk kehidupan yang lebih baik di masa men-
datang. Masalah konsolidasi organisasi dalam rangka keputus-
an-keputusan tersebut di atas pada Pemilu dan sidang umum
MPR 1983 merupakan hal yang sangat penting.*

Oleh karena itu, KH. Syukri dalam kesempatan ini menca-
nangkan tema rakernas kali ini, yakni Konsolidasi Organisasi
Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Ummat untuk Mensukses-
kan Pembangunan dan Pemilu Tahun 1982. Menurut Kiai Syukri
tema ini mengandung tiga hal. Pertama, rapat kerja berusaha

2Jumlah peserta rakernas kali mencapai 314.

¥Lihat Sambutan KH. Syukri Ghazali dalam pembukaan Rakernas MUI
1982 dalam Muajelis Ulama, Ummar dan Pembangunan, Sekretariat MUI, Masjid
Istiglal Jakarta, 1982
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meningkatkan kegiatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya yang pada pokoknya da-
pat menjembatani, memberikan nasehat dan pengayoman. Ke-
dua, rapat kerja ini berusaha meningkatkan pernan ulama dan
gairah umat Islam untuk berkiprah dalam pembangunan, kare-
na pembangunan itu akan berhasil baik apabila segenap rakyat
Indonesia ikut serta di dalamnya dan kita memaklumi bahwa
mayoritas rakyat Indonesia adalah umat Islam. Berhasilnya pem-
bangunan adalah berhasilnya umat Islam dalam meningkatkan
taraf hidupnya. Ketiga, rapat ini juga berusaha mensukseskan
Pemilu 1982, dan kesinambungan pembangunan seperti telah
kemukakan di atas.®

Lebih lanjut besarnya pengaruh pemerintah dalam Raker-
nas MUI 1982 ini dapat dilihat apabila kita melihat keputusan-
keputusan yang dihasilkan sidang-sidang komisi.® Ada dua
keputusan politik penting yang dihasilakan oleh Rakernas ini
yaitu masalah kepemimpinan nasional dan Pemilu.

Dalam masalah kepemimpinan nasional, diputuskan bah-
wa MUI menaruh harapan pada Presiden sebagai Mandataris
MPR untuk melanjutkan kepemimpinan nasional karena telah
mendapat sambutan dari rakyat banyak. Untuk itu, MUI meng-
himbau MPR hasil Pemilu 1982, memperhatikan pernyataan
tersebut dan mengangkat Soeharto sebagai presiden RI untuk
masa jabatan 1983-1988. Keputusan ini didasarkan pada per-
timbangan kesinambungan kepemimpinan nasional untuk ke-
sinambungan pembangunan nasional seutuhnya. Kemudian
tentang Pemilu 4 Mei 1982 diputuskan bahwa menghimbau agar
umat Islam mensukseskan Pemilu 1982 dan menggunakan hak
pilihnya dengan sebaik-baiknya.

Dua keputusan politik ini sangat berarti bagi KH. Syukri
Ghazali karena diputuskan pada saat MUI berada di bawah

MIbid,

*Dalam Rakernas ini, komisi dibagi ke dalam dua kelompok. Komisi I me-
mutuskan persoalan-persoalan yang bersifat umum dan tentang Pernilu. Ko-
misi II memutuskan tentang organisasi, ukhuwah Islamiyah dan fungsi dan
pernan ulama.
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kepemimpinannya. Diakui atau tidak dua keputusan politik ini
merupakan cerminan dari kuatnya intervensi negara terhadap
lembaga MUI. Sebagai lembaga keagamaan, MUI seharusnya
tidak perlu memobilisasi kesadaran massa melalui keputusan-
nya ini untuk mendukung kepemimpinan nasional yang dia-
rahkan kepada satu orang.

Meskipun KH. Syukri dikenal sebagai ulama yang tegas dan
konsisten, namun dalam situasi di mana kekuatan intervensi
negara sudah masuk ke dalam segala ruang kehidupan, Kiai
Syukri harus melakukan pemilihan strategi yang cukup efektif.
KH. Syukri tidak mungkin melakukan perlawan kepada peme-
rintah. Kedudukan pemerintah dalam hal ini sangat kuat dan
tidak mungkin tergoyahkan oleh seorang Kiai Syukri saja. Pada
sisi lain, kalau para ulama melakukan perlawan terhadap pe-
merintah mungkin malah berakibat kontraproduktif. Dalam
posisi yang demikian, ulama harus menggunakan kesempatan
itu sebagai sarana pencapaian mashlahah ummah. Sebagai seo-
rang pemimpin MUI, KH. Syukri Ghazali tidak mempunyai hak
prerogratif untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan
pertimbangan pribadinya. Semua keputusan diputuskan secara
kolektif.

Ukhuwah Islamiyah dan Toleransi

Salah satu hal yang menjadi perhatian Kiai Syukri adalah
soal peningkatan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam). Hal
ini dikemukakan secara jelas dalam sambutan pengarahannya
pada Rakernas MUI 1982 di Jakarta. Menurutnya, ukhuwah Is-
lamiyah tidak berarti mobilisasi kekuatan Islamn, akan tetapi
merupakan upaya mempererat tali persaudaraan di kalangan
internal umat Islam serta mewujudkan kerjasama dalam me-
melihara dan membina dalam wadah negara kesatuan Indone-
sia.¥ Kiai Syukri sangat sadar bahwa umat Islam adalah kekuat-
an dominan bangsa Indonesia. Dengan menjalin kerjasama in-
ternal umat Islam masa depan umat Islam akan cerah.

%[ jhat sambutan Kiai Syukri dalam Majelis Ulama, Ummat dan Pembangunan,
h. 180
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Kerjasama internal umat Islam akan mewujud apabila dalam
diri masing-masing umat Islam tertanam kesadaran bahwa kita
merupakan ummatan wihidatan artinya satu akidah, satu kitab
suci, satu Rasul dan satu tujuan. Kiai Syukri membuat gambar-
an bahwa pada masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidun umat
Islam bisa bersatu sehingga menampakkan pamornya yang luar
biasa karena semuanya bertujuan kepada keagungan kalimah
Allah dan mencapai ridla Allah. Menurutnya, kemerosotan umat
Islam yang dimulai semenjak Bani Umayyah itu karena orein-
tasi kehidupan yang semua karena Allah berubah menjadi kare-
na dunia.¥”

Dengan alasan ini, seolah Kiai Syukri ingin mengingatkan
kepada kita semua bahwa sebuah persatuan umat Islam itu sa-
ngat mahal harganya. Di Indonesia kesatuan umat Islam telah
terbukti efektif mengusir penjajah dari bumi pertiwi dan penum-
pasan pemberontakan G. 30 S PKI. Untuk itu, menurutnya, ke-
satuan umat Islam dalam masa orde baru ini harus dipupuk
demi peningkatan taraf kehidupan umat Islam.

Untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah tersebut Kiai
Syukri mengemukakan langkah-langkah yang pernah dicontoh-
kan oleh Rasulullah Saw antara lain sebagai berikut:

1. Tauhidullah. Ini merupakan asas pertama yang menjadi lan-
dasan dari semua asas. Menurut asas ini hanya Allah lah
yang menjadi tujuan dan kehidupan serta amal perbuatan
kaum muslimin.

2. Ukhuwah Islamiyah. Menurut asas ini persaudaraan Islam
harus dilaksanakan dengan segala adab kesopanan, kode etik
dan norma-norma keharusan sikap pertalian lahir dan batin
antara sesama umat Islam.

3. Musyawarah. Musyawarah dimaksud di sini adalah manusia
sebagai makhluk dan hamba Allah memiliki kedudukan yang
sama di depan agama. Karena itu, perlu koordinasi, menya-
tukan himmah (cita-cita tinggi) dan menyalurkan serta mem-
persatukan perbedaan paham dan pendapat.

4. Ta'awun. Ukhuwah Islamiyah bisa dicapai dengan melaku-

¥Ibid.
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kan kerjasama (gotong royong) menyatukan potensi untuk

menegakkan kebijakan, hak dan takwa.

5. Takaful ljtima'i artinya adanya pertanggungjawaban bersa-
ma, solidaritas sosial ata rasa senasib sepenanggungan.

6. Fastabigul khairat artinya saling berlomba-lomba mendarma
baktikan amal karena Allah.

7. Tasamuh, tenggang menenggang, tepo seliro, penuh maaf dan
maklum, suka mendengar dan menghargai pendapat orang
Jain serta mau mengambil dan mengikuti yang baik.

8. Istigamah, berjalan secara terus menerus di jalan yang benar
dengan penuh kejujuran lahir dan batin kepada Allah.*®
Kalau kita simak benar-benar, langkah-langah yang dike-

mukakan Kiai Syukri dapat diduga bahwa itu adalah pengaruh

dari pemikiran tokoh-tokoh Islam modern seperti Abduh, Ah-
mad Khan dan Tahtawi. Abduh misalnya, mengatakan bahawa
untuk memajukan umat Islam, kita harus kembali kepada inti
ajaran agama yaitu Tauhid. Menurut Abduh kemunduran umat

Islam yang ditandai dengan kendornya solidaritas Islam baik

dalam skala nasional maupun internasional, disebabkan kare-

na semakin lemahnya pengikat solidiritas yang kokoh yaitu tau-
hid. Umat Islam terpecah-pecah di dalam faksi-faksi teologis
dan fikhiyyah. Dalam faksi teologis, misalnya terdapat

Mu'tazilah, Asy’ariyah, Jabariyah, Syiah, dan dalam faksi fikih

terdapat madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Karena

itu, Abduh berusaha menjembatani keterpecahan tersebut de-
ngan menawarkan konsep tauhid yang ditulis dalam bukunya
yang sangat terkenal Risalah al-Tauhid.

Dugaan bahwa Kiai Syukri terpengaruh oleh pemikiran tokoh
pembaharuan Islam karena konsep-konsep yang dikemukakan
di atas memang tidak pernah ditemukan dalam kitab-kitab lama
seperti Al-Umm karya Syafi’i, Figh al-Akbar, karya Hanafi sam-
pai kepada IThya Ulumuddin yang selama ini dia baca. Memang,
salah satu kekurangan kitab-kitab klasik adalah minimnya wa-
wasan nasional dan internasional. Penulisan kitab-kitab lama
lebih ditekankan kepada materi-materi ibadah dan dalam
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kerangka pemikiran yang lokalistik. Di sana tidak dipikirkan
bagaimana membangun sebuah kesadaran umat Islam secara
universal dan tidak partikular. Kesadaran ini baru dirasakan
oleh para tokoh Islam modernis seperti Abduh dan Tahtawi
karena mereka secara langsung berhadapan dengan invasi ko-
lonialisme asing. Apabila pada masa dahulu, penaklukan yang
terjadi adalah antar daulah Islamiyah maka pada masa bela-
kangan yang terjadi adalah antara daulah Islamiyah dan dau-
lah Kharijiyah (asing). Menurut Farid Wajdi, salah seorang put-
ra Kiai Syukri, bapaknya memang senang membaca kitab-kitab
putih yang ditulis oleh ulama-ulama modern. Salah satu tokoh
pemikir modern yang sangat disukainya adalah Farid Wajidi
dari Mesir yang kemudian dijadikan nama baginya. Hal inilah
yang membedakan Kiai Syukri dengan Kiai-kiai salaf lain yang
umumnya sangat anti dengan kitab putih.®

Lebih jauh Kiai Syukri menyatakan bahwa kedelapan asas
Ukhuwah Islamiyah di atas itu tidak akan bisa berjalan dengan
lancar apabila tidak dikaitkan dengan kerukunan antarumat ber-
agama pada satu sisi dan kerukunan antar umat beragama de-
ngan pemerintah pada sisi lain. Secara doktrinal Islam telah
menggarisbawahi kewajiban menciptakan kerukunan antar
umat beragama dalam al-Qur‘an surat al-Mumtahanah ayat 8:

“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil ter-
hadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak
(pula} mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang berlaku adil.”

*Di kalangan Islam tradisional, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama
muta‘akhirah (kontemporer) disebut dengan istilah kitab putih karena rata-rata
memang dicetak memakai kertas putih. Menurut kalangan Islam tradisional,
kitab-kitab putih ini tidak bisa dijadikan sebagai masdar (sumber) pengambil-
an fatwa karena kredibilitasnya lebih rendah dibandingkan kitab kuning yang
umumnya ditulis oleh ulama-ulama klasik. Mereka memasukkan kitab putih
dalam kategori ghairu mu'tabarah, artinya tidak populer dan tidak bisa diper-
tanggungjawabkan.



KH. Syukri Ghazali

Sedangkan hubungan kerukunan antara umat beragama dan
pemerintah, menurut Kiai Syukri memiliki pijakan yang jelas
dalam al-Qur’an, al-Nisi’ ayat 59:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RasulN-
ya, dan ulil amri di antara kamu, Kemudian jika kamu berlainan penda-
pat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik aki-
batnya.” .

Selain memberikan landasan pada tataran wacana teologis,
Kiai Syukri juga mengusulkan langkah-langkah kongkrit dalam
meningkatkan Ukhuwah Islamiyah antara lain sebagai berikut:

Pertama, mengadakan forum Ukhuwah di seluruh daerah
baik tingkat I maupun tingkat II. Forum Ukhuwah di sini di-
jadikan sebagai tempat pertemuan berkala antar organisasi-or-
ganisasi Islam beserta tokoh-tokoh Islam yang ada untuk sila-
turahmi dan konsultasi.

Kedua, kerjasama yang erat dalam hal ibadah sosial seperti
pembentukan koperasi, penyantunan fakir miskin, orang-orang
jompo, yatim piatu, dan lain sebagainya. Kerjasama ini diharap-
kan mampu menyatukan umat yang mungkin memiliki latar
belakang teologis yang berbeda-beda dalam satu kepentingan
sosial.

Ketiga, untuk mencapai Ukhuwah Islamiyah dalam rangka
wihdatul ummah, persatuan bangsa yang mantap perlu menghi-
langkan hambatan-hambatan yang diakibatkan oleh perbedaan
pandangan politik dan khilafiyah di sekitar furu’ al-din (cabang
agama). _

Dalam pelaksanaan memang masih banyak kritik. Misalnya,
forum Ukhuwah yang dikembangkan masih bersifat formalis-
tik. Artinya, antara umat Islam dan umat agama lain memang
sering bertemu, akan tetapi pertemuan tersebut masih bersifat
basa-basi dan cenderung verbalistik. Hal ini disebabkan karena
kebutuhan akan adanya sebuah forum Ukhuwah masih bersi-
fat top-down (dari atas ke bawah). Akibatnya, mereka merasa
bersalah kalau tidak melakukan imbauan tersebut. Apalagi im-
bauan tersebut datangnya dari MUI atau Departemen Agama.
Karena sifatnya yang formalistik, forum ini tidak mampu me-
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nyentuh aspek-aspek yang dikehendaki oleh lapisan masyarakat
yang paling bawah. Bahkan bisa dikatakan bahwa program
Ukhuwah antar umat beragama yang sejak lama sudah di-
canangkan pemerintah, dalam lima tahun terakhir ini meng-
alami kegagalan. Terjadinya kerusuhan akhir-akhir ini seperti
kerusuhan Situbondo, Rengas Dengklok, Tasikmalaya tidak bisa
dilepaskan dari aspek agama di dalamnya. Untuk itu, pola
Ukhuwah yang perlu dikembangkan pada masa yang akan da-
tang adalah ukhuwah yang memperhatikan ummat. Jangan
sampai Ukhuwah hanya menjadi kepentingan elit saja, sedang-
kan masyarakat agama tidak memerlukannya. Kemudian, ka-
rakter pribadi Kiai Syukri yang sangat menarik diamati adalah
sikap toleransinya yang tinggi terhadap umat beragama lain.

Di saat kesadaran toleransi terhadap umat agama lain di ka-
langan ulama masih rendah terutama kalangan ulama tradisio-
nalnya, Kiai Syukri telah berusaha mempeloporinya. Tidak se-
perti ulama pada umumnya yang hanya bisa toleran pada level
retorika dan wacana, Kiai Syukri benar-benar melaksanakan
sikap toleransinya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Bukti-
nya Kiai Syukri banyak memiliki sahabat dari kalangan non Is-
lam. Bahkan ketika seorang arsitek masjid Istiglal bernama Sila-
ban yang beragama Kristen meninggal, Kiai Syukri datang dan
mendoakannya. Walaupun doa ini dilakukan atas nama priba-
di, namun sebagai ketua komisi fatwa MUI hal ini sulit diteri-
ma oleh umat Islam. Protes datang dari pelbagai kalangan yang
menyatakan Kiai Syukri telah keluar dari prinsip-prinsip Islam.

Terlepas benar atau tidak dari kacamata teologi Islam, na-
mun doa yang dilakukan Kiai Syukri ini merupakan bukti atas
sikap toleransinya yang tinggi. Kalau kita kembalikan kepada
jiwa humanisme, apa yang dilakukan oleh Kiai Syukri men-
doakan seorang Kristen tidak menyalahi ajaran Islam. Kiai
Syukri merasa Silaban ini memiliki jasa banyak terhadap umat
Islam, apa salahnya kalau ikut memintakan doa kepada Tuhan-
nya agar segala amal perbuatan diterima. Dalam perspektif fil-
safat perennialisme, tindakan Kiai Syukri sah saja sebab pada
akhirniya sermua orang akan kembali kepada Tuhan yang sama,
meskipun agama formalnya berbeda.

Di samping itu, Kiai Syukri juga merupakan salah satu pen-
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dukung utama gagasan toleransi antar umat beragama pada
tingkat kelembagaan. Pada 25 Agustus 1981 diadakan perte-
muan lengkap wadah musyawarah antar umat beragama yang
membahas tentang persoalan peringatan hari-hari besar umat
beragama. Pertemuan ini dihadiri oleh MUI yang diwakili KH.
Syukri Ghazali dan Prodjokusumo, Dewan Gereja Indonesia
(DGI) diwakili oleh Dr. Latuihamallo, Majelis Agung Wali Gereja
(MAWT) oleh Leo Soekoto, Parisada Hindhu Dharma Pusat
(PHDP) diwakili oleh Ida Bagus Oka Paniatmadja, Perwalian
Umat Budhi Indonesia (WALUBI) diwakili oleh Soeparto HS;
dan Departemen Agama diwakili oleh Ahmad Ludjito.

Wadah ini berhasil mengeluarkan lima butir rekomendasi
yang cukup penting tentang peringatan hari-hari besar agama.
Isi rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, peringatan hari besar keagamaan yang pada umum-
nya telah berakar dan melembaga dalam kehidupan dan bu-
daya bangsa Indonesia merupakan sarana peningkatan peng-
hayatan dan pengamalan agama dan merupakan sarana dalam
pembangunan kehidupan beragama serta pembinaan kerukun-
an hidup antar umat beragama sebagai salah satu unsur utama
dan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Kedua, peringatan hari-hari besar agama pada dasarnya di-
selenggarakan dan dihadiri oleh pemeluk agama yang ber-
sangkutan namun adalah wajar bila agama lain turut menghor-
mati sesuai dengan asas kekeluargaan, bertetangga baik dan
bergotong royong, sepanjang tidak bertentangan dengan ajar-
an agamanya.

Ketiga, pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang
wajar dan adil dalam melayani hajat keagamaan bagi para pe-
meluk agama dalam wilayah kewenanganya.

Keempat, para guru sebagai pembina anak didik hendaknya
dapat membekali diri dengan pengetahuan keagamaan agar da-
pat membina jiwa kerukunan anak didiknya dan menjadi lebih

“Sebelum pertemuan ini telah didahului dengan pertemuan-pertemuan
kerja secara berturut-turut antara tanggal 14 Mei 1981, 1 Juni 1981 dan 22 Juni
1981
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mantap, tanpa mengurangi keyakinan dan keagamaan yang
dipeluknya masing-masing.

Kelima, kepada pemimpin lembaga kemasyarakatan perlu di-
himbau untuk memperhatikan hajat keagamaan dan memberi-
kan kesempatan pelaksanaan ibadah dan peringatan hari besar
agama dalam wilayah kewenangannya secara bijaksana agar
tidak menimbulkan kesan adanya pemaksaan.®!

Melihat lima butir keputusan di atas, nampaknya keputus-
an ini diharapkan bisa memperlunak fatwa MUI tentang per-
ayaaan hari natal bersama sebelumnya yang oleh pemerintah
dipandang agak keras. Dengan lima butir rekomendasi ini juga
diharapkan bahwa semua lembaga keagamaan dapat menyam-
paikan kepada umatnya masing-masing sebagai pedoman dan
pegangan pelaksanaan peringatan hari besarnya masing-ma-
sing. Di samping itu, rekomendasi ini juga diharapkan mampu
menjadi kerangka pandang bagi semua pihak dalam menjalan-
kan misinya masing-masing agar tidak saling mencurigai.

Makhluk Langka itu Pergi, Kesan dan Pesan dari Sahabat
“KH. Syukri Ghazali, ketua umum Majelis Ulama Indonesia
(MUI), seorang ulama terkemuka yang sederhana dan rendah
hati, Karnis malam kemarin pukul 00.06 meninggal dunia se-
cara mendadak akibat serangan penyakit jantung yang diderita-
nya. Jenazah tokoh berusia 78 tahun ini dimakamkan di Taman
Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir Kamis siang dihantar
ribuan pentakziah yang melepasnya dengan doa dan duka.
Sebelumnya, jenazah disembahyangkan di Masjid Istiglal.”
Demikian bunyi headline koran Berita Buana, 21-9-84. Mening-
galnya Kiai Syukri memang mendapat sorotan dari hampir se-
luruh media massa nasional waktu itu di mana hal yang sama
juga terjadi saat dia menjabat sebagai ketua umum MUI. Bah-
kan Harian Umum Kompas secara panjang lebar menurunkan
profil tentang kehidupan Kiai Syukri. Adanya pemberitaan-pem-
beritaan tersebut sudah merupakan bukti akan ketokohannya.

#Lihat buku 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia, MUIL, 1995, h. 76
2 Berita Buana, Jum’at Legi 21 September 1984
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Kepergian KH. Syukri Ghazali untuk selamanya ini mem-
buat semuanya merasa kehilangan terutama pihak pemerintah,
kaum ulama serta keluarga besar MUL Para pejabat tinggi nega-
ra, mulai dari Presiden Soeharto, Wakil Presiden Umar Wira-
hadikusumah, menteri-menteri kabinet antara lain Emil Salim
dan Sudomo, anggota DPR, kalangan ulama, dan tidak keting-
galan masyarakat awam berbondong-bondong melayat ke ru-
mah duka. Mereka yang mengantar jenazah Kiai Syukri semua
tidak kuat menahan air mata kesedihan.

Kesedihan ini nampak benar di muka Menteri Agama Mu-
nawwir Sadzali. Dengan meneteskan air mata Munawwir me-
ngatakan pada saat pemberangkatan jenazah bahwa almarhum
Kiai Syukri adalah makhluk yang sangat langka. Munawwir
melanjutkan bahwa kepergian almarhum merupakan kehilang-
an besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Negara telah ke-
hilangan seorang lagi putra terbaiknya.*

Menurut Munawwir dalam diri Kiai Syukri ada dua pribadi
yang menyatu dalam satu wujud. Almarhum adalah seorang
muslim yang saleh, alim yang benar-benar menguasai bidang-
nya, dan tak pernah menjual belikan keyakinannya. Almarhum
juga seorang patriot nasionalis yang tanggap terhadap masalah
yang dihadapi bangsa dan berusaha ikut menyelesaikannya tan-
pa melepaskan prinsip atau akidah yang dimilikinya.

Secara pribadi Munawwir mengakui bahwa kepergian Kiai
Syukri berarti kehilangan seorang guru dan penasehat yang bi-
jaksana. Meskipun Munawwir adalah seorang yang ahli aga-
ma, namun ia menganggap bahwa pengetahuan yang dimiliki
Kiai Syukri lebih tinggi daripada pengetahuan yang dimiliki-
nya. la selalu datang dengan membawa persoalan dan pulang
membawa jawaban.

Ternyata kesan yang demikian tidak hanya datang dari Mu-
nawwir Sadzali seorang. Teman sejawatnya KH. E.Z. Muttagien
mengakui bahwa Kiai Syukri adalah seorang ulama yang sa-
ngat menguasai hukum Islam (fikih). Dalam bidang ini ia sukar
dicari tandingannya. Bagi generasi yang ditinggalkan, lanjut KH.

# Kompas, Jum’at, 21 September 1984
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E.Z. Muttagien, kepergian beliau merupakan pelimpahan tang-
gung jawab yang sangat berat karena ada beberapa kemam-
puan kiai Syukri yang tidak dimiliki oleh kiai-kiai lain yaitu
dalam hal pemberian fatwa fikhiyyah.* Kalau ada orang da-
tang ke rumah beliau minta fatwa, maka langsung diberikan-
nya tanpa harus menunggu lama-lama. Istimewanya fatwa yang
diberikan sangat lengkap karena biasanya beliau sekaligus juga
memberikan nama kitab dan nomor halamannya di mana ia
melakukan pengambilan hukum (ma’khad). Hal ini tidak akan
mungkin dilakukan oleh ulama yang tidak benar-benar me-
nguasasi hasanah kitab kuning. Keandalan Kiai Syukri dalam
bidang ini bukannya diperoleh begitu saja, akan tetapi melalui
proses belajar yang akumulatif dari waktu ke waktu. Sepan-
jang hidupnya ia tidak pernah terlepas dari muthala’ah terhadap
kitab-kitab kuning khususnya fikih. Bahkan semasa mudanya
ia mempunyai jadwal khusus membaca kitab-kitab kuning ini
yaitu dilakukan pada fajar hari sekitar pukul 03.00 WIB setelah
giyam al-lail (shalat malam hari} sampai waktu shalat subuh tiba.
Rutinitas ini dilakukannya semenjak ia masih muda sampai men-
jelang uzur. Ketika, masa tua ini, dalam melakukan muthala’ah
Kiai Syukri menyesuaikan dengan kondisi kesehatannya.
Meskipun proporsi berkurang, tapi hal itu tetap dilakukan.

Keistimewaan Kiai Syukri yang lain dalam bidang ilmu agama
adalah penguasaaanya tethadap ilmu alat sebuah kumpulan ilmu
yang dipergunakan sebagai perangkat membaca dan mengerti
bahasa Arab. Menurut cerita Prof. Kahar Muzakkar, Kiai Syukri
sanggup menghafal bait-bait dalam kitab Nahwu Alfiyah Ibnu Malik
yang berjurnlah 1000 dari belakang. Keistimewaan lain yang tidak
dipunyai oleh Kiai lain adalah ia mampu menggunakan perangkat-
perangkat keilmuan tradisional tersebut untuk membaca teks-teks
keagamaan dalam perspektif kemodernan.

Dengan kepergian Kiai Syukri, maka negeri kita telah
kehilangan satu makhluk langkanya. Namun kepergian ind, pasti
akan ada penggantinya. Demikian hukum Allah dalam menga-
tur kehidupan umatnya.

“Kompas, 1984
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K. H. Hasan Basri

Pengkader Ulama Penentram Ummat

“Hasan Basri merupakan tokoh agama dan ulama besar yang tidak memiliki
interes pribadi dan sosok pemimpin yang dibutuhkan umat. Ketokokanrya fer-
bentuk setelah melalui berbagai fase perjuangan panjang dan melelahkan. ( Ko-
mpas/8/11/98)

Ungkapan tersebut tidak mengada-ada. Dalam biografi 70 ta-
hunnya, disebutkan bahwa Hasan Basri, sebelum dan semasa
menjabat ketua umum MUI (Majlis Ulama Indonesia), dikenal
sebagai ulama pejuang yang memiliki pendirian kuat dan tidak
memiliki interest pribadi dalam berbagai persoalan. Misalnya,
dalam setiap menerima berbagai laporan mengenai isu-isu yang
sedang aktual atau informasi yang kurang jelas, ia selalu melaku-
kan cek dan recek. ! Usaha itu dilakukan demi menghindari ke-
salahan interpretasi, sehingga persoalan tersebut dapat disele-
saikan dengan bijaksana. Apalagi jabatan yang dipegangnya
merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan tidak
hanya kepada umat, tapi juga kepada Allah. Karenanya dalam
jajaran kepengurusan MUI ia sering dikenal sebagai ulama te-
guh pendirian.

*Dosen Fakultas Dakwah IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
'Lihat ,"KH.Hasan Basri Telah Tiada”, dalam Kempas,9 Nopember
1998,hlm.11-12
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Hasan Basri, ulama kharismatik ini lahir pada 20 Agustus 1920
di Muarateweh,Kalimantan Tengah? dan wafat tanggal 8 Nopem-
ber 1998 di Jakarta? Ia putera kedua dari pasangan Muhammad
Darun dan Fatmah. Sejak ayahnya meninggal pada 1923, ia de-
ngan kedua saudaranya dan ibunya menjadi tanggungjawab
kakeknya, H. Abdullah. Pada 1928 Hasan Basri masuk Volkschool
di desanya, Muaratewah. Sore hari ia sekolah agama pada Madra-
sah Diniyah Awaliyah. Pada sekolah ini ia memperoleh pendidikan
Islam, seperti tafsir Jalalain, Ibn Katsir, Sirah Nabi Muhamad, Iimu
Tauhid, Figih,al-Qur’an, Hafits, dan Bahasa Arab. Ia murid ter-
pandai di sekolah itu, sehingga pada kelas 3(tiga) Hasan Basri di-
minta mengajar adik kelasnya, kelas satu dan kelas dua. Semen-
tara kelas tiga,dipegang H. Abdullah, guru kesayangannya.

Pada 1933 Hasan Basri menamatkan pendidikan di Volkshool.
Ja tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, kare-
na masih berstatus sebagai guru bantu pada Diniyah Awaliyah.
Baru pada 1935 ia melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Mu-
hamadiyah di Banjarmasin sampai tahun 1938. Di sekolah ini ia
mempelajari materi Sejarah Islam, Figih, dan mengkaji beberapa
karya ulama terkenal lainnya, seperti Muhammad Abduh, al-Gha-
zali, Syafi'i, dan lain-lain.

Setamat Madrasah Tsanawiyah, Hasan Basri melanjutkan pen-
didikannya ke sekolah Zu’ama Muhammadiyah, Yogyakarta.
Lembaga ini merupakan pusat kader ulama dan pimpinan Is-
lam. Di sekolah ini ia mendapat pendidikan dari KH. Mas Man-
sur, KH. Farid Ma’ruf, Prof. Kahar Muzakir, KH. Baidhowi dan
Buya A. R. Sutan Mansur. Selain itu, Hasan Basri aktif mengikuti
rapat-rapat politik yang dilaksanakan Partai Islam Indonesia(P1II).
Kegiatan ini diprakarsai oleh DR. Soekiman Wirjosandjoyo, Wi-
woho Purbohadidjoyo, Wali al-Fatih, KH. Taufiqurrahman, Ga-
far Ismail, dan lain-lain.*

*Hafidz Dasuki Dkk,Ensiklopedi Islam,].2. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve,
1994. hlm. 91-93. hlm.91.Lih.Fungsi Ulama dan Peranan Masjid (Biografi
KH.Hasan Basri 70 Tahun).hlm.1-5

3Berita wafatnya dipublikasikan di berbagai media massa.Lih.”KH Hasan
Basri Telah Tiada”,dalam Kompas,8 Nop.1998 KH.Hasan Basri Berpulang ke
Rahmatuliah,dalam Republika,8 Nop.1998.

*Hafidz, [bid.
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Setelah menamatkan pendidikannya di Yogyakarta pada 1941,
Hasan Basri kembali ke Banjarmasin dan menikahi Nurhani bin-
ti Thawaf Saleh—teman sekolahnya di Za'imat Muhamadiyah
Yogyakarta—pada 8 Nopember 1941. Kemudian ia dan isterinya
mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Muhamadiyah, sekolah yang
mereka dirikan sendiri, di Marabahan dari tahun 1942-1944.5 Seko-
lah ini mereka kelola sendiri dengan dana bantuan dari iuran
anggota Muhamadiyah. Dalam biografinya, Hasan Basri menga-
takan meskipun situasi politik saat itu sangat tidak mendukung

“tumbuhnya perekonomian, anggota Muhamadiyah tetap setia
memberikan sumbangan bagi pengembangan pendidikan dan
pengajaran Ibtidaiyah Muhamadiyah.® Sekolah ini segera ditu-
tup pada 1944 karena situasi perang telah merambah ke wilayah
Kalimantan Selatan. Situasi seperti itu tidak memungkinkan bagi-
nya untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Karena itu, ia dan
isterinya berhenti mengajar. Hasan Basri bersama isteri dan anak-
nya kemudian diminta datang ke rumah mertuanya, H. Thawaf
Saleh, di Banjarmasin.

Dari Madrasah ke Togoku Guco hingga Parlemen

Keberhasilannya mengelola lembaga pendidikan Muham-
madiyah, kharismanya yang besar ditambah keluasari ilmunya,
telah membawa Hasan Basri pada jabatan Kadi tingkat kecamat-
an (Togoku Guco) Muarateweh dari pemerintah pendudukan Je-
pang. Fungsi dan tugas yang diembannya berkaitan dengan urus-
an sosial kemasyarakatan, seperti NTR (Nikah, Talak dan Ru-
juk).

Meskipun tidak aktif lagi mengajar, karena kegiatannya
terfokus pada tugas dan jabatannya yang baru, Hasan Bagri tetap
memperhatikan nasib teman sejawatnya. Ini dapat dilihat,
misalnya pada 1945, ia mendirikan Persatuan Guru Agama
Islam (PGAI) Kalimantan Selatan. Usaha ini menggambarkan
betapa besar perhatian dan kepeduliannya atas nasib guru-guru

SRamlan Mardjoned, KH.Hasan Basri, 70 Tahun;Fungsi Ulama dan Perana
Masjid,Jakarta: Media Dakwah,1990.him.16.
¢Ibid, him.17.
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yang menjadi penerang dan pembimbing generasi menda-
tang. _

Pada 1945, ketika Jepang terusir dari Indonesia, Hasan Basri
dengan sendirinya tidak lagi menjabat kadi. Namun, hilangnya
jabatan itu bukan berarti keinginannya untuk terus berjuang ber-
henti. Dia melanjutkan aktivitasnya dengan bergabung dengan
organisasi-organisasi sosial dan politik. Pada 1946-1949, Hasan
Basri duduk sebagai Wakil Ketua SERMI (Serikat Muslim Indo-
nesia) yang dipimpin H. Abdurrahman Siddik. Dalam sejarah
sosial politik masyarakat Kalimantan, organisasi ini amat besar
pengaruhnya, terutama pada masa awal revolusi kemerdekaan.
Selain SERMI, ada pula organisasi lokal lain yang muncul saat
itu, yaitu Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI).” Kedua organisasi
ini bergabung dengan Dewan Banjar, sebuah organisasi besar
yang menghimpun seluruh masyarakat Banjarmasin, Kaliman-
* tan Selatan.

Aktivitas politik Hasan Basri tidak berhenti hanya di kedua
organisasi itu. Pada 3 Desember 1945ia membentuk Barisan Pem-
berontak Rakyat Indonesia (BPRI) di Marahaban. Gerakan ini
dipimpin oleh H. Abdul Murid, Hasan Basri dan Husni Rasyid,
adik Hasan Basri. Oleh BPRI Hasan Basri ditugasi menghimpun
kekuatan massa dan menghubungi kesatuan-kesatuan laskar di
Kalimantan. Pada 5 Desember 1945 gerakan BPRI ini berhasil
merebut kantor pemerintahan NICA (Nehterland Indies Civil Ad-
ministraton) di Banjarmasin. Serangan ini diketahui tentara Be-
landa, sehingga Belanda melakukan serangan balik pada 7
Desember 1945. Dalam peristiwa itu, Hasan Basri berhasil melo-
loskan diri, sementara Husni Rasyid tertangkap tentara Belan-
da.

Meskipun banyak mendapat tekanan dari pihak Belanda, Ha-
san Basri terus melakukan gerakan perlawanan dengan kekuat-

7SKI (Serikat Kerakyatan Indonesia) didirikan pada 19 Januari 1946, dibawah
pimpinan Dr. Diopari, A.A. Rivai Abdullah, Muhammad Sya’ban. Organisasi
ini sebagai ganti organisasi PRI (Persatuan Rakyat Indonesia) yang mengga-
lang semangat perjuangan, tapi dipergunakan oleh NICA (Netherlands Indies
Civil Administration) sebagai alatnya. Lihat, Biografi Hasan Basri, him. 37.
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an massa dan bantuan dari batalyon D. IV. A. pimpinan Hasan
Basry, di Tabat, Haruyan. Kedua tokoh ini terus melakukan ker-
jasama dan menentang bentuk-bentuk kekerasan Belanda dan
kolonisast yang dilakukannya.?

Aktivitas dan orientasi politiknya semakin jelas ketika
KNIP(Komite Nasional Indonesia Pusat) mengadakan sidang
pertama pada 1947 di Malang, di mana Hasan Basri dan H.
Abdurrahman Siddik menjadi utusan rakyat Kalimantan Selat-
an sebagai peninjau. Kedua orang utusan Dewan Banjar ini
mendapat perintah dari Pangeran Ir. Muhamad Noor, gubernur
Kalimantan Selatan,’ agar bertemu presiden Ir. Soekarno dan
wakil presiden Drs. Moh. Hatta, diYogyakarta, usai sidang terse-
but.

Permintaan itu dilaksanakan dengan baik,sehingga mereka
berdua dapat bertemu langsung dengan presiden dan wakil pre-
siden. Dalam pertemuan itu, Hasan Basri dan H. Abdurrahman
Siddik melaporkan situasi sosial politik masyarakat Kalimantan
Selatan. Mereka mengatakan bahwa apapun resikonya, masya-
rakat Kalimantan Selatan menolak ide Negara RIS (Republik In-
donesia Serikat), dan tetap mendukung berdirinya Negera Ke-
satuan Republik Indonesia. Sikap masyarakat Kalimantan yang
mendukung Negara Republik Indonesia ini mendapat respons
positif dari presiden dan wakil presiden RI. Presiden menyata-
kan akan terus membantu masyarakat Kalimantan untuk ber-
juang melawan Belanda, meskipun Kalimantan jauh dari pulau
Jawa.

Sekembali dari Yogyakarta, Hasan Basri melakukan konsoli-
dasi dan penggalangan massa, dengan membentuk barisan kaum
muda dari organisasi SERMI, yaitu BASMI (Barisan Serikat Mus-
limin Indonesia). Usaha Hasan Basri ini tidak mendapat ham-
batan berarti dari Belanda. Bahkan Dr. H. J. Van Mook, gubernur
jenderal Belanda di Indonesia, membiarkan upaya Dewan Ban-
jar yang tengah melakukan penggalangan itu. Karena Van Mook

fRudini Dkk, Profil Republik Indonesia; Kalimantan Selatan, Jakarta: Yayasan
Bhakti Nusantara dan PT.Intermasa, 1992. him. 3
“Ibid. him. 2.
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sendiri telah membentuk gerakan tandingan yaitu BFO (Byzon-
zonder Federal Overlag), sebuah badan yang membentuk negara-
negara bagian di luar daerah Republik Indonesia. Usaha ini dila-
kukan Dr. H. ]. Van Mook untuk mengepung dan melumpuhkan
negara Republik yang berkedudukan diYogyakarta. Seperti dike-
tahui, pembentukan negara-negara bagian ini merupakan peng-
ejawantahan hasil Konfrensi Denpasar pada 18-24 Desember 1946.

Dalam Konfrensi Denpasar itu,terbentuklah Negara Indone-
sia Timur (NIT) yang merupakan negara bagian pertama dari
Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akan didirikan.
Munculnya NIT menambah keyakinan Belanda bahwa usaha
memecah belah persatuan dengan pembentukan Negara RIS akan
semakin lancar. Karena itu, Dr. H. J. Van Mook terus melakukan
upaya mempengaruhi para pemimpin daerah untuk terus memis-
ahkan diri dari RE dan membentuk RIS. Sejak itu, muncullah nega-
. ra-negara bagian bentukan Belanda, seperti Negara Pasundan,
Negara Madura, Negara Jawa Timur, dan kesatuan negara la-
innya yang berdiri sendiri.

Untuk wilayah Kalimantan, Belanda memiliki gagasan mendi-
rikan Negara Kalimantan. Tetapi rencana itu tidak segara dapat
dilaksanakan karena adanya perlawanan dari seluruh pelosok
pulau. Gerakan perlawanan ini dimotori oleh Serikat Kerakyat-
an Indonesia (SKI) dan SERMI (Serikat Muslimin Indonesia), dan
lain-lain. Salah satu tokoh utama penggerak anti Negara Kali-
mantan adalah Hasan Basri, yang pada waktu itumenjabat Wakil
Ketua SERML

Gerakan anti Negara Kalimantan yang terpisah dari Negara
Republik ini tidak hanya dilakukan para aktivis SERMI dan SKI
dari Dewan Banjar, tapi juga laskar Kalimantan dan Batalyon ALRI
D. IV. Gerakan organisasi-organisasi perlawanan dan ALRI ini
semakin tidak memiliki ruang, ketika perjanjian Linggarjati ditan-
datangani pada 25 Maret 1947. Dengan perjanjian tersebut
wilayah kekuasaan RI hanya terbatas pada Jawa dan Sumatera,
sementara wilayah lainnya, seperti Kalimantan, Sulawesi dan lain-
nya, berada di luar jangkauan pemerintahan Republik Indone-
sia. Keadaan seperti ini memungkinkan pihak Belanda melakukan
politik devite et impera melalui pembentukan negara-negara bagi-
an di Kalimantan.

Kesepakatan Linggarjati tidak diterima oleh sebagian besar
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masyarakat Kalimantan. Karena itu, mereka terus bergerak
melakukan gerilya dan meneruskan perjuangan untuk tetap be-
rada di bawah pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dua tokoh utama penggerak perlawanan itu adalah Hasan Basri
(Ulama dan aktifis pergerakan) dan Letkol. Hasan Basry (Koman-
dan Batalyon ALRI D. IV. A). **Mereka melakukan kordinasi ker-
jasama untuk memobilisasi massa menentang kehadiran Belan-
da di Kalimantan yang ingin mendirikan negara-negara serikat.

Tantangan dan Perlawanan masyarakat Kalimantan, tampa-
knya tidak menyurutkan keinginan kolonial Belanda untuk men-
dirikan negara Kalimantan. Langkah nyata yang dilakukan ko-
lonial Belanda adalah membentuk Daerah Otonom Banjar dan
Dewan Perwakilan Banjar pada 14 Januari 1948. Badan ini bertu-
gas melaksanakan pemerintahan sebelum Negara Kalimantan
berdiri. Selain daerah Banjar, Belanda juga membentuk pemerin-
tahan Daerah Dayak Besar, Daerah Fedarasi Kalimantan Tengga-
ra, Daerah Federasi Kalimantan Timur,dan Daerah Kalimantan
Barat.

Aktivitas Hasan Basri dalam menentang kehadiran Belanda
dan segala usaha yang dilakukannya,mendapat dukungan kuat
dari isterinya, Nurhani. Bahkan Nurhani ikut ambil bagian dalam
Barisan Serikat Muslim Indonesia (BASMI) di bagian muslimat.
Gerakan yang dilakukan Dewan Banjar, baik oleh SERMI atau
BASMI dengan unsur muslimat yang ada di dalamnya, tidak
mendapat tekanan berarti dari pihak Belanda. Namun, pihak
kolonial, lewat Dr. H. J. Van Mook mengimbanginya dengan
membentuk lembaga BFO (Byzonzonder Federal Overlag). Van
Mook berharap dengan cara ini Indonesia akan dapat dipecah
belah dan dikuasai.

Selain aktif di Dewan Banjar dan organisasi kedaerahan lain-
nya, Hasan Basti juga aktif dalam organisasi sosial politik besar
seperti Partai Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia)." Menu-

bid.hlm.5.dan hlm.114-115.Lih pula.Biografi KH.Hasan
Basri,opcit.hlm.39-40.

"Moh.Sidky Daeng Materu,Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia,
Jakarta: Gunung Agung,1985hlm.122. Untuk menarik perhatian umat Islam
Indonesia,pemerintah pendudukan Jepang membiarkan organisasi sosial politik
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rutnya, melalui partai ini, perjuangan mempertahankan kemerde-
kaan Indonesia dapat disalurkan. Untuk mewujudkan semua itu,
Hasan Basri terus melakukan kontak dengan Dr. Soekirman, M.
Natsir, Prawoto Mangunsasmito dan Mr. Moh. Roem, yang
berkedudukan di Yogyakarta. Mereka merupakan tokoh penting
yang harus dihubungi. Situasi sosial politik saat itu sangat kon-
dusif bagi usaha perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan
penegakkan kembali Negara Kesatuan Republik Indonseia. ™
Usaha perjuangan masyarakat Indonesia untuk mempertah-
ankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak
hanya dilakukan oleh masyarakat Jawa dan Sumatera, ma-
syarakat Kalimantan juga ikut ambil bagian. Para pemimpin poli-
tik, militer dan Ulama, termasuk Hasan Basri, berjuang bahu-
membahu mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai anggota De-
wan Banjar dan Masyumi, Hasan Basri punya tanggungjawab
besar untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat Kaliman-
tan mengenai betapa pentingnya petjuangan merebut dan mem-
pertahankan kemerdekaan Indonesia. Kedekatanya dengan pa-
ra pemimpin informal, seperti ulama, membuat gerak langkah-
nya semakin mantap. Sebab, para ulama Kalimantan mengutuk
segala bentuk kemunafikan mereka yang dengan terus terang
atau sembunyi membantu penjajah, baik Belanda atau pemerin-
tahan Jepang. Legitimasi ini tentu saja menambah semangat para
pejuang kemerdekaan, baik militer atau rakyat sipil. Perjuangan

dan keagamaan yang ada,bahkan mencoba menghidupkan kembali yang per-
nah dibubarkan,misalnya, MIAI (Majlis Islam ‘Ala Indonseia) yang didirikan
KH Mas Mansur dan kawan kawan pada 1937 di Surabaya,yang kemudian
dibekukan.Organisasi ini diaktifkan kembali oleh pemerintah pendudukan
Jepang pada tanggal 5 September 1942 di Jakarta. Federasi MIAI yang terdapat
di beberapa daerah diubah menjadi Masyumi {Majlis Syura Muslimin
Indonesia)yang didirikan pada 22 Nopember 1943 Langkah politis ini diambil
pemerintah pendudukan Jepang untuk menarik perhatian umat Islam agar
mereka mau membantu Jepang dalam memenangkan perang Asia Timur Raya
yang telah dikobarkan.Lih.Nugroho Notosusanto,dkk.Sejarah Nasional
Indonesia,]. VL. Jakarta: Balai Pustaka,1984.hlm.24-26}uga.B.] Bolland, The Struggle
of Islam in Modern Indonesia, The Hague KITLV,1982.10-12.
“Biografi Hasan Basri,opcit.hlm.36.
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rakyat selalu mendapat dukungan dari militer pimpinan Let. kol.
Hasan Basry,"® teman perjuangan Hasan Basri.

Melalui fatwa ulama yang dikeluarkan, para pejuang Kaliman-
tan terus melakukan jihad melawan Belanda. Mereka berusaha
mensosialisasikan fatwa tersebut kepada masyarakat di berbagai
tempat peribadatan dan kedai-kedai, guna membakar semangat
rakyat untuk terus berjuang. Tampaknya, perjuangan masyarakat
Kalimantan di bawah pimpinan Let. kol Hasan Basry dan Hasan
Basri, didengar panglima besar Jenderal Soedirman. Untuk me-
ngetahui perjalanan perjuangannya, let. kol Hasan Basri dipanggil
ke Yogyakarta. Tapi kepergiannya ke Yogyakarta sangat diraha-
siakan. Di kota itu, Hasan Basry mendapat perintah untuk terus
melanjutkan perjuangan dan mengerahkan seluruh potensi yang
ada di masyarakat Kalimantan. Pada saat perjuangan berlang-
sung,Hasan Basri yang ulama mengadakan kontak dengan Ha-
san Basry yang militer, yang terkadang dilakukan dengan cara
menyamar sebagai masyarakat biasa. 4

Kedua tokoh Kalimantan ini terus melakukan koordinasi poli-
tik dan militer untuk mempertahankan kemerdekaan RI dan
menolak kehadiran Belanda di wilayah merekahingga Belanda
menyerahkan kedaulatan RI pada 27 Desember 1949. Sebagai
penghargaan atas jasa-jasanya itu, Hasan Bari mendapat peng-
hargaan dan tanda jasa sebagai anggota Veteran Republik Indo-
nesia.

Penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1948, mendapat

BAH. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, ]. 8. Bandung: An-
gkasa, 1976, him, 503-507. Dalam buku ini, Nasution mendeskripsikan bagai-
mana usaha-usaha masyarakat Kalimantan melakukan perlawanan atas tekanan
dan serangan tentara Belanda. Dengan kekuatan militernya, Belanda melaku-
kan serangan dan menangkapi para pejuang, salah seorang yang berhasil di-
tangkap adalah Dr. Diapari, pejuang yang sangat anti Belanda. Meskpiun se-
rangan terus dilakukan, Letkol. Hasan Basry masih mampu melakukan geril-
ya di pegunungan-pegunungan.

4Biografi Hasan Basri, opcii. hlm. 43.

BDwidjo Utomo,” Ketua Umum MUI KH. Hasan Basri Wafat” dalam Harian
Pelita, Jakarta, 9 Nopember 1998. hlm. 1 dan 7. Lihat pula Kompas, KH. Hasan
Basri Telah Tiada, 9 Nopember 1998, him. 1. dan 11.
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respon positif dari masyarakat Kalimantan. Perjuangan yang se-
lama itu mereka lakukan mendapat perhatian serius dari pe-
merintah pusat. Kadatangan Mayor Jendral Suharjo, Kepala Istana
Kepresidenan, ke Kalimantan Selatan membawa misi untuk meng-
adakan kontak dengan Belanda dan para pejuang Kalimantan
dalam rangka mempersiapkan pembentukan TNI (Tentara Na-
sional Indonesia). Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan yang
diikuti dengan pengiriman milisi militer kedua dipimpin Let. kol
Sukanda Bratamanggala yang kemudian menjadi panglima mi-
liter pertama di Kalimantan.

Untuk menyambut kedatangan milisi itu, dibentuklah pani-
tia, dan Hasan Basri ditunjuk sebagai sekretaris. Kolonel Hasan
Basry, pimpinan militer sejak masa-masa perang kemerdekaan,
diangkat sebagai komandan batalyon ALRI D. IV. Pertahanan A
berkedudukan di Kandangan, Kalimantan Selatan.

Meskipun upaya pemulihan kekuasaan bethasil dicapai,Hasan
Basri terus melakukan perjuangan. Kali ini, perjuangan yang di-
lakukan tidak lagi di hutan-hutan atau bergerilya, melainkan le-
wat kegiatan politik praktis, seperti menjadi anggota legislatif.
Dalam perjalanan berikutnya, sekitar tahun 1950, Hasan Basri
pergi ke Jakarta dan diangkat sebagai anggota DPR RIS yang
mewakili daerah Kalimantan Selatan. Sejak masa itu, ia menetap
di Jakarta hingga akhir hayatnya.

Menjadi Anggota Parlemen

Pada 23 Agustus 1945, presiden Soekarno menyatakan ber-
dirinya tiga badan baru, yaitu KNIP ( Komiten Nasional Indone-
sia Pusat), PNI (Partai Nasional Indonesia) dan BKR (Badan
Keamanan Rakyat). '* Lembaga-lembaga ini, kecuali PNI, bertu-
gas membantu pelaksanaan kegiatan kepresidenan. Di bawah
koordinasi Komite Nasional Indonesia, BKR menjaga keamanan
umum di daerah-daerah.

Kebijakan presiden Soekarno mendapat respon beragam dari
para pemuda di Indonesia, khususnya di Jawa. Mereka kecewa,

¥Nugroho,opcit.hlm. 107.
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karena Soekarno dianggap kurang respek terhadap keinginan
dan aspirasi kamum muda yang menghendaki agar pemerintah
segara membentuk Tentara Nasional. Sementara sebagian besar
pemuda mantan anggota PETA (Pembela Tanah Air), KNIL (Konin-
klijk Nederlandsch Indische Leger) dan Heiho, yang memiliki peng-
alaman militer mengambil sikap pragmatis dengan membentuk
BKR di daerah tempat tinggalnya dan memanfaatkan lembaga
tersebut sebagai wadah perjuangan. Para pemuda BKR Jakarta
membentuk BKR Pusat. Tujuannya agar BKR-BKR daerah dapat
dikoordinasikan dengan baik dan dimanfaatkan sebagai wadah
perjuangan. Terpilih sebagai BKR pusat adalah Mr. Kasman Singo-
dimedjo, mantan daidanco Jakarta.” Tapi, karena ia terpilih se-
bagai ketua KNIP, jabatan itu diserahkan kepada Kaprawi, man-
tan daidanco Sukabumi. Dengan demikian, Kaprawi menjadi Ketua
Umum, Sutalaksana Ketua I, Latief Hadiningrat Ketua Il dibantu
oleh Arifin Abdurrahman, Mahmud dan Zulkifli Lubis. Mereka
mengadakan kontak dengan para mantan KNIL di Jakarta dan
Bandung, pimpinan BKR Jawa Timur, Drg. Moestopo, pimpinan
BKR Jawa Tengah, Soedirman, dan pimpinan BKR Jawa Barat,
Arudji Kartawinata.’®

Secara umurh, kebijakan presiden Soekarno yang memben-
tuk lembaga-lembaga tersebut mendapat respons positif dari
hampir sebagian besar pemuda Indonesia. Terbuk#ti dari banyak-
nya mantan anggota militer yang menggabungkan diri dengan
BKR. :

Di sisi lain, Komite Nasional Indonesia Pusat, dibawah koor-
dinasi Mr. Kasman Singodimedo, terus aktif menggalang kekuat-
an massa untuk mendukung program-keamanaan negara dan
membantu menstabilkan situasi sosial politik negara Indonesia
yang baru merdeka. [a terus memberikan informasi mengenai
keadaan negara dan bangsa, dengan harapan banyak terbentuk
komite-komite di daerah.

Pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Abdul Kadir, Kasman Singo-
dimedjo, Oto Iskandardinata, ditunjuk sebagai panitia yang mempersiapkan
tentara kebangsaan dan polisi.

18]bid.
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Di antara daerah yang telah siap membentuk Komite adalah
Kalimantan Selatan. Di wilayah ini, Komite Nasional Indonesia
dibentuk pada Desember 1945. Hasan Basri dan Muhamad Sya’ban
terdaftar sebagai anggota. Menurut Hasan Basri, syarat untuk men-
jadi anggota komite adalah dianggap dan diakui sebagai pejuang
nasional dan terkemuka. Persyaratan ini sebenarmya mudah, tapi
sulit. Dikatakan mudah karena hampir sebagian besar masyarakat
Indonesia adalah pejuang dan persyaratannya hanya pengakuan,
Dikatakan sulit, karena begitu banyaknya pejuang, hingga sulit
melakukan identifikasi."”

Dalam sidang KNIP 30 Oktober 1945, fungsi dan tugas lemba-
ga ini diperluas. Ia tidak hanya sebagai lembaga yang membantu
tugas-tugas kepresidenan, melainkan sebagai lembaga legislatif
dengan membentuk Badan Peketja. Badan ini bertugas mengubah
sistem pemerintahan, dari presidensial ke parlementer. Perubah-
an ini membawa implikasi lebih luas, karena kabinet tidak lagi
bertanggung jawab kepada presiden, tapi ke parlemen.

Pada perkembangan selanjutnya, bentu Negara Indonesia
mengalami perubahan, dari Negara Kesatuan Republik Indone-
sia (RI) yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 menjadi
Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1949. Pembentukan
negara serikat ini tentu saja memperlemah posisi RI, sebab ba-
nyak di antara negara-negara bagian itu menjadi negara boneka
Belanda. Hal itu juga membuktikan bahwa Belanda tetap ingin
berkuasa dengan memecah belah persatuan dan kesatuan bang-
sa Indonesia. Namun tokoh-tokoh politik dan pemerintahan, se-
perti Moh. Hatta (Perdana Menteri) dan Moh. Natsir (Ketua Fraksi
Masyumi) terus berusaha mempersatukan kembali negara-nega-
ra serikat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.?’

Mosi Integral yang disampaikan Moh. Natsir dalam sidang
DPR RIS pada 3 April 1950, merupakan puncak dari keinginan
untuk segera menyatukan negara-negara Republik Indonesia
Serikat. Moh. Natsir dalam sambutannya mengatakan bahwa

YBiografi Hasan Basri, opcit. him. 51.
“Untuk lebih jelas mengenai sejarah proses pembentuken negara RIS, lihat.
Nugroho Notosusanto, opcit. hlm. 169-172.
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semua negara-negara Bagian dan Republik Indonesia yang
berkedudukan di Yogyakarta sama-sama mendirikan Negara
Kesatuan.”? Upaya ini mendapat dukungan semua pihak dan
akhirnya pada 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno membubar-
kan RIS dan kembali pada Negara Kesatuan RI. Dalam waktu
yang sama, disahkan pula Undang-undang Dasar Sementara
(UUDS) sebagai konstitusi RI sebelum tersusun UUD baru. Di
samping itu, dibentuk pula Dewan Perwakilan Rakyat Semen-
tara (DPRS) sebelum DPR terpilih melalui Pemilu.

Situasi politik dan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat
Sementara antara 1950-1955, memberi pengalaman berharga bagi
Hasan Basri, dimana saat itu ia menjadi anggota dewan. Dia da-
pat menyaksikan bahwa sistem demokrasi dilakukan secara ter-
buka lewat musyawarah dan dengar pendapat di antara sesama
anggota dewan. Saat itu DPRS dipimpin oleh Mr. Sartono, dan
memiliki empat komisi; komisi A, B, C, dan E. Dalam pembagi-
an tugas, Komisi E membidangi masalah agama, pendidikan dan
sosial. Hasan Basri,sebagai seorang alim yang memiliki penge-
tahuan keagamaan cukup luas, duduk dalam komisi tersebut.

Salah satu kementerian yang menjadi mitra Komisi E adalah
Kementerian Agama. Di antara tugas mendesak yang harus se-
geraditangani Kementerian Agama adalah masalah haji. Masalah
ini, menurut Hasan Basri, sangat sensitif, karena menyangkut
persoalan keyakinan umat Islam.”Bila persoalan haji tidak di-
atasi dengan seksama, maka dikhawatirkan akan menimbulkan
gejolak lain yang akan merugikan negara dan bangsa yang baru
saja merdeka. Umat Islam menginginkan agar di zaman kemer-
dekaan tidak ada lagi kebijakan yang merugikan Umat Islam,
khususnya dalam masalah perhajian. Karena itu, Komisi E menco-
ba membicarakannya. Hasilnya, pemerintah mengeluarkan kebijak-
an untuk mengirimkan misi khusus ke Arab Saudi, guna membica-
rakan masalah perhajian Indonesia dan dukungan pemerintah
kerajaan Arab Saudi bagi perjuangan bangsa Indonesia.

Yusuf Abdullah Puar (Ed), Moh. Natsir 70 Tahun; Kenang-kenangan Kehidupan
dan Perjuangan, Jakarta Pustaka Antara, 1978.him.9%6.
ZHasan Basri, opcit. hlm.111-121.
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Masyumi dan Konspirasi Politik PKI

Pada upacara peringatan sumpah pemuda 28 Oktober 1956,
presiden Soekamo menyatakan bahwa krisis yang terjadi di tanah
air merupakan akibat dari sistem multi partai. ? Ia beranggapan
bahwa sistem multi partai ini tidak efektif. Karena itu, ia bermak-
sud membubarkan partai-partai yang ada, termasuk Partai
Masyumi yang dianggapnya memiliki visi yang berbeda dengan
kelompok Nasionalis dan Komunis. Ucapan presiden ini menda-
pat reaksi keras dari Moh. Natsir, Ketua Umum Masyumi. Natsir
mengatakan bahwa sistem multi partai merupakan sistem yang
tepat bagi penyaluran aspirasi politik rakyat. Karena itu, lanjut-
nya, kalau partai dibubarkan, maka muncullah diktatur, dan
Masyumi dengan tegas menolak diktatur. Stelsel diktatur akan
merupakan bencana bagi Republik Indonesia. Demokrasi bagi
kita bukan semata-mata alat yang saban waktu bisa diganti menu-
rut keadaan. Ia adalah way of life, satu dasar hidup. Dan apabila
partai-partai sampai-dikubur, demokrasipun turut masuk ke li-
angnya sekalian. Dan yang tinggal berdiri di atas kubur itu ada-
lah diktatur. ¢

Ketegangan antara Soekarno dengan Moh. Natsir, semakin
menjadi ketika presiden RI pertama itu mengundang seluruh
partai ke Istana. Dalam sambutannya, Soekarno mengemuka-
kan perlunya membentuk Kabinet Gotong Royong, yang mema-
sukkan unsur PKI, membentuk Dewan Nasional yang berfungsi
sebagai penasihat pemerintah, yang diketuai Soekarno sendiri.
Sambutannya ini dalam sejarah dikenal dengan istilah # Konsep-
si Soekarno.” Tampaknya, Soekarno tidak merasa puas dengan
sistem pemerintahan parlementer dan Dewan Menteri. Ia meng-
inginkan agar para menteri berada di bawah pengaruhnya, se-
hingga ia dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan.

Ketegangan hubungan antara Partai Masyumi dan Presiden
Soekarno, yang oleh para pemimpin partai Masyumi dinilai ter-
lalu dekat dan memiberi angin kepada PKI, semakin memuncak.

BHasan , Ibid. him. 69-70,
#Moh. Natsir,Capita Selecta, { Jakarta; Bulan Bintang, 1954 ), him. 1.
®Hasan Basri,opcit.hlm.73-74.
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Terlebih ketika Soekarno menuduh Masyumi terlibat dalam per-
golakan PRRI Parmesta di Sumatera.

Puncak ketegangan itu berakhir dengan keluarnya Surat Kepu-
tusan Presiden nomor 200 tanggal 17 Agustus 1960, yang me-
merintahkan pembubaran Partai Masyumi.*® Pembubaran par-
tai ini dianggap oleh para pemimpin Masyumi sebagai upaya
mematikan dan mengubur demokrasi, dan membiarkan PKI
melakukan konspirasi politiknya untuk menghancurkan kekuat-
an Islam. Dengan kata lain, bubarmya Masyumi merupakan ke-
gagalan tokoh-tokoh Islam dalam melakukan negosiasi dengan
pemerintah dan kemenangan PKI atas lawan-lawan politiknya.

Berbagai upaya dilakukan oleh para pemimpin Masyumi
untuk menyelamatkan partainya. Namun, tak satupun berha-
sil. Prawoto Mangkusasmito, misalnya, secara resmi memejahi-
jaukan pemerintah. Tapi Pengadilan Tinggi tidak memberikan
jawaban atas pengaduan itu hingga bubarnya Orde Lama. Sete-
lah Soeharo berkuasa, Prawoto Mangkusasmito pada 22 Desemn-
ber 1966 mengirim surat resmi kepada pemimpin Orde Baru un-
tuk merehabilitasi Masyumi. Melalui surat jawaban Pejabat Pre-
siden tanggal 6 Januari 1966, usul itu ditolak pemerintah dengan
berbagai alasan.

Akhimya, para “mantan” anggota Masyumi berusaha mendiri-
kan partai baru. Untuk itu, mereka membentuk Badan Kordinasi
Amal Muslimin. Pada 7 April 1967, badan ini membentuk Panitia
Tijuh, yang bertugas merancang pembentukan partai baru yang
dapat menampung aspirasi politik mereka. Ketujuh orang tersebut
adalah KH. Fakih Usman, Hasan Basri, Anwar Harjono, Agus Sudo-
no, Ny. Syamsuridjal, EZ. Muttagien dah Marzuki Jatim. Setelah
berkonsultasi dengan pembantu Jenderal Soeharto, Alamsyah Ratu
Perwiranegara dan melakukan kordinasi dengan berbagai pihak,
akhirnya pada 16 Februari 1968 lahirlah partai baru itu. Partai ini
diberi nama Parmusi (Partai Muslimin Idonesia) dan diketuai Djar-
nawi Hadikusumo. Partai ini disahkan oleh pemerintah melalui
Surat Keputusan Presiden nomor 70 tanggal 20 Februari 1968.

*Jbid. 80-81.
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Ini merupakan langkah awal kebijakan pemerintah Orde Baru
menampung aspirasi politik umat Islam dan sekaligus mencari
dukungan dari kalangan umat Islam di awal Orde Baru. Kepres
itu membuat sebagian umat Islam merasa optimis untuk terus
memperjuangkan aspirasi politik mereka, meskipun ada bebera-
pa tokoh Masyumi tetap tidak dibenarkan pemerintah duduk
dalam kepengurusan.

Untuk pertama kali, Parmusi mengadakan muktamar di Ma-
lang mulai 2 hingga 7 Nopember 1968. Dalam muktamar ini,
Mohamad Roem terpilih sebagai Ketua Umum Partai Muslimin
Indonesia. Namun, terpilihnya Mohamad Roem tidak menda-
pat restu pemerintah. Penolakan ini tentu saja mengecewakan
peserta muktamar. Sementara Mohamad Roem sendiri meneri-
ma dengan bijaksana keputusan tersebut. Dia mengatakan tidak
baik berkonfrontasi dengan pemerintah, walaupun kabijakan itu
tidak sesuai dengan hak asasi.”

Dalam perkembangan selanjutnya, Partai Muslimin Indone-
sia tidak mengalami jalan mulus. Sebab diintervensi oleh peme-
rintah, misalnya, Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan yang
mengangkat Syafa’at Mintaredja, SH, Menteri Sosial, sebagai
Ketua Umum Parmusi. Penempatan ini merupakan hasil dari
pembajakan politik yang dilakukan J. Naro pada 17 Oktober 1970,
yang menginginkan orang-orang yang tidak sepaham dengan
pemerintah diganti kedudukannya atau tidak dibenarkan duduk
dalam kepengurusan Parmusi.

Bermula dari ditolaknya upaya menghidupkan kembali
Masyumi dantidak tersalurnya aspirasi politik umat Islam, Hasan
Basri tidak tertarik lagi dalam kancah politik Orde Baru. Untuk
menyalurkan pikiran dan memberikan sumbangan bagi pem-
bangunan bangsa Indonesia serta melakukan amal ibadah se-
bagai umat Islam, Hasan Basri memilih lapangan dakwah. Un-
tuk mengangkat peran ulama dan fungsi masjid, Hasan Basri
bersama-sama KH. Taufiqurrahman mendirikan Orgaisasi Ikat-
an Masjid Indonesia (IKMI), membina remaja dan pemuda masjid.
Kemudian ia juga membangun Dewan dakwah Islamiyah Indo-

“Spemarso, opcit. hlm.98-99,
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nesia (DDII), sebuah lembaga dakwah yang didirikan Moh. Natsir
pada 1967. Dari 1975-1985, ia menjadi salah seorang ketua MUI
pada masa kepemimpinan Hamka dan Syukri Ghazali. Sejak 1985
hingga wafatnya pada 8 Nopember 1998, ia masih tercatat se-
bagai Ketua Umum MUL

Kiprah Hasan Basri di MUI

Ketika Hasan Basri tidak aktif lagi dalam dunia politik, ia ban-
yak mengabdikan diri bagi kepentingan umat. Semua tenaga dan
pikirannya ditujukan bagi kepentingan dan pembangunan umat
Islam. Karienya dalam bidang sosial keagamaan juga mengalami
kemajuan besar. Pada 1973, misalnya, ia menjadi Wakil Ketua
PHI (Panitia Haji Indonesia) dengan KH. M. Dahlan sebagai Ke-
tua; Ketua umum Ikatan Masjid Indonesia (1975); Wakil Ketua
Dewan Masjid (Dewan Kemakmuran Masjid 1972-1981); dan
beberapa jabatan lainnya. Jabatan penting yang dipegang hing-
ga akhir hayatnya adalah Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia
(1985-1998)—sebuah jabatan yang memiliki beban dan tanggung-
jawab besar. Apalagi ketika itu, MUI mendapat respons kurang
baik dari sebagian masyrakat Indonesia, misalnya MUI diang-
gap sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Meskipun begitu,
ia terus berusaha menjelaskan posisi MUI kepada masyarakat,
bahwa MUI merupakan salah satu lembaga sosial keagamaan
yang menjembatani kepentingan umat dan pemerintah.

Penting dicatat bahwa kelahiran MUI—tempat Hasan Basri
mengabdikan diri hingga akhir hayatnya—diawali dengan se-
rangkaian kegiatan penghimpunan Ulama Indonesia. Misainya
Musyawarah Alim Ulama se-Indonesia pada 30 September hing-
ga 40ktober 1970 di Jakarta, yang diprakarsai oleh Pusat Dak-
wah Islam . Dalam musyawarah itu banyak peserta yang meng-
usulkan perlunya dibentuk sebuah wadah yang dapat menghim-
pun para ulama, termasuk berbagai kegiatan yang berkaitan de-
ngan keulamaan.

#Sekretariat MUL. 15 Tahun Majlis Ulama Indonesia, (Jakarta: Masjid Istiglal,
1990}, hlm. 45,
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Dalam kesempatan lain, Pusat Dakwah Islamiyah kembali
memprakarsai penyelenggaraan lokakarya muballigh se-Indo-
nesia yang melahirkan sebuah konsensus. Konsensus tersebut
antara lain menyatakan, “untuk memelihara dan membina kon-
tinuitas partisipasi umat Islam terhadap pembangunan, dipertu-
kan adanya Majlis Ulama atau yang semacamnya, sebagai wah-
ana yang dapat menjalankan mekanisme yang efektif dan efi-
sien.?

Konsensus para ulama ini diperkuat dengan amanat presiden
Soeharto pada saat menutup lokakarya tersebut. Soeharto me-
nyatakan bahwa membangun masyarakat tidak mungkin tanpa
kerukunan dan persatuan, masyarakat yang bercerai-berai tidak
akan dapat membangun, lebih-lebih apabila umat beragama tidak
bersatu.®® Umat akan bersatu bila pemimpinnya bersatu. Oleh
karena itu, perlu adanya satu wadah yang dapat menghimpun
semua ulama yang ada di tanah air. Wadah yang dimaksud ada-
lah majlis Ulama Indonesia (MUI).*

Berdasarkan amanat presiden, usaha-usaha untuk memben-
tuk dan mendirikan lembaga tersebut mulai diintensifkan. Mela-
lui instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), semua daerah
harus mengadakan persiapan-persiapan pembentukn Maijlis Ul-
ama Indonesia Tingkat I dan sebahagian tingkat II. Pada bulan
Mei 1975, telah berdiri Majlis Ulama Indonesia di berbagai dae-
rah tingkat I di Indonesia. Sedang pada tingkat pusat, dibentuk
Panitia Persiapan Musyawarah Nasonal I (MUNAS) Majlis Ula-
ma seluruh Indonesia yang diketuai oleh Drs. H. Kafrawi.

Tujuan pokok musywarah ini selain untuk membentuk Maj-
lis Ulama tingkat pusat, sebagai tindak lanjut dari pembentukan
Majlis Ulama tingkat daerah, juga dimaksudkan untuk memper-
kuat ketahanan nasional dan meningkatkan kerukunan hidup
antar umat beragama dalam mensukseskan pembangunan.

Munas I pembentukan MUI dilaksanakan pada 21-27 Juli 1975

¥Noor Cozin Agam, Etika Bermusyawarah (Jakarta: Perkasa Press, 1995),
hlm. 126.

31bid, him. 127.

Hasan Basti opcit. hlm, 243
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di Jakarta. Acara ini dihadiri utusan daerah tingkat I, unsur or-
ganisasi Islam tingkat pusat, dinas-dinas rohani Islam ( AD, AL,
AU, dan POLRI), serta para undangan dari tokoh ulama pusat
dan daerah. Pada 26 Juli 1975 bertepatan dengan tanggal 17 Ra-
jab 1395, Munas mencapai kesepakatan membentuk Majlis Ula-
ma Indonesia (MUI), yang disusul dengan penetapan pedoman
dan program pokok MUL? serta susunan kepengurusan lemba-
ga tersebut. Terpilih sebagai Ketua Umum MUI pusat adalah
Prof. Dr. Hamka. Ketika Hamka mengundurkan diri pada 1981,
Ketua Umum MUI kemudian dijabat K. H. Syukri Ghazali sam-
pai meninggalnya pada 1984. Hasan Basri terpilih sebagai Ke-
tua Umum MUI dalam Rakernas MUI 1985.

Selama ia berkiprah di MUI, sejak masa-masa awal hingga
akhir hayatnya, banyak hal yang telah dilakukan, antara lain:

Pengembangan Forum Silaturrahmi Ukhuwah Islamiyah

Perbedaan visi dan praktik keagaman di kalangan umat Is-
lam Indonesia acapkali menimbulkan ketegangan sesama umat.
Konflik intern ini bila tidak diatasi dengan cara-cara yang bijak-
sana, dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan lebih jauh.
Karena itu, MUI sebagai salah satu lembaga sosial keagamaan,
berkewajiban mengatasi masalah tersebut. Sejak awal berdirinya,
MUI memiliki kepedulian mengenai masalah ini. Sebab menu-
rut Hasan Basri, “ Kita harus menciptakan suasana dan iklim
yang baik, agar dapat menyusun satu jamaah besar, yaitu bang-
sa Indonesia yang tersebar di dalam puluhan ribu pulau. Dalam
membangun kesatuan jamaah yang besar itu, agar dihilangkan
pertentangan yang tidak perlu. Jangan ada golongan dan kelom-
pok mencari pertentangan dan perselisihan. Boleh ada bermacam
partai politik dan organisasi massa. Boleh berbeda pendapat kare-
na perbedaan itu rahmat dari Allah. Tapi Ukhuwah Islamiyah
harus menjadi prioritas utama, supaya umat Islam Indonesia tetap
bersatu.”*

MHasan, ibid. him. 244,
¥hid. hlm. 164.
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Pandangan yang sangat simpatik ini mencerminkan sikap dan
pendirian Hasan Basri sejak lama. Bahkan jauh sebelum Indone-
sia mencapai kemerdekaan, ia seringkali menyampaikan pesan
ini kepada masyarakat muslim Indonesia yang sedang meng-
hadapi penjajah. Ia menginginkan umat Islam bersatu dalam
kerangka ukhuwah Islamiyah. Karena dengan cara-cara seperti ini,
umat Islam Indonesia akan mampu mengatasi berbagai hambatan
dan tantangan, baik dari dalam masyarakat muslim itu sendiri
atau dari luar masyarakat muslim. Untuk itu, ia seringkali meng-
anjurkan kepada para pemimpin agama dan pemimpin peme-
rintahan, agar mampu menjadi teladan yang baik. Dalam kon-
teks ini, Hasan Basri menggambarkan posisi para pemimpin aga-
ma sebagai sebuah pohon yang berakar ke bawah dan berpucuk
ke atas. Berakar ke bawah mengandung arti bahwa seorang
pemimpin harus mampu mendengar dan memperhatikan, ke-
mudian menyampaikan suara kehendak umat kepada pemerin-
tah. Berpucuk ke atas mengandung arti agar ulama mendengar
dan memperhatikan kebijaksanaan pemerintah (umara), kemu-
dian disampaikan kepada umat, agar umat dapat berperan aktif
dalam pembangunan.®

Pada sidang pleno I MU]I, 17 Oktober 1985, diputuskan pro-
gram kerja komisi ukhuwah Islamiyah, yang intinya adalah bahwa
terwujudnya ukhuwah Islamiyah akan dapat memberikan dam-
pak positif bagi pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa
menuju stabilitas nasional. Oleh karena itu, ukhuwah Islamiyah
yang sudah terjalin selama ini perlu lebih dikembangkan dan
diperkokoh guna mewujudkan kehidupan beragama yang se-
marak, mendalam dan dinamis.®

Sebagai upaya memperkokoh ukhuwah Islamiyah, menurut
Hasan Basri, perlu ditumbuhkan kreatifitas umat Islam di berbagai
bidang kehidupan, dan menghitangkan perasaan superioritas kom-
pleks yang semu atas kedudukan mayoritas, tapi sebaliknya beru-
paya menjadi rahmat bagi masyarakat sekitar. Selain itu, perlu
membentuk program terpadu di antara berbagai organisasi dan

*1bid.
*1bid hlm. 165.
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umat Islam dalam kegiatan yang bersifat keagamaan dan
kemasyarakatan dengan mengikutsertakan unsur-unsur dalam
masyarakat, termasuk kaum wanita, generasi muda serta remaja
masjid. Untuk mempererat tali persaudaraan Islam (ukhuwah Is-
lamiyah) perlu diadakan silaturrahim intern umat dan antara umat
dengan pemerintah. Tujuannya untuk mempererat persaudaraan,
memperluas pandangan dan saling isi dalam masalah keagama-
an, kemasyarakatan dan pembangunan. Sehingga terwujud sa-
ling pengertian dan kerja sama yang lebih harmonis.*® Dengan
pendekatan seperti ini, kecurigaan di antara sesama umat Islam
tidak akan terjadi. Begitu pula antara umat Islam dengan peme-
rintah. Sehingga cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk mencapai
kebahagiaan dan keharmonisan hidup dapat terwujud.
Semboyan yang dipakai Hasan Basri dalam upaya ini adalah
“berpegang teguh kepada aqidah, ber-tasamuh di dalam masalah
ijtihad dalam melaksanakan ukhuwah Islamiyah.” Semangat
ukhuwah Islamiyah yang ditekankan Hasan Basri bertujuan agar
tumbuh kesadaran baru dalam umat Islam dalam menghadapi
perkembangan dan perubahan zaman. Oleh karenanya, kegiat-
an ini diarahkan agar tercipa wawasan yang luas di kalangan
masyarakat Islam Indonesia menganai apa fungsi dan peran
mereka yang harus dimainkan dalam situasi seperti sekarang.

Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ketika ia memimpin organisasi ulama ini, Hasan Basri bertekad
untuk memberikan pengabdian yang terbaik bagi umat, dengan
berusaha mermecahkan berbagai persoalan yang sedang dihadapi
umat Islam Indonesia. Misalnya, mengangkat derajat kaum lemah
dan miskin dengan memberikan bantuan dana yang diperoleh
dari sumber-sumber yang sudah pasti, seperti zakat, shadagah
dan infaq; mengatur dengan rapi lembaga zakat, agar dana yang
dibutuhkan kaum dhu’afa sampai ke tangan yang berhak; dana
yang diberikan bukan dipergunakan untuk kegiatan konsumtif,
melainkan untuk hal-hal produktif. Karenanya, sasaran dari pem-

*Ibid.
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berdayaan ekonomi umat meliputi seluruh lapisan masyarakat
miskin yang memiliki ketrampilan khusus, seperti perbengkelan,
pertukangan, petani, pedagang, nelayan, peternak, montir, dan
pengelola koperasi. Selain itu, ia juga berusaha menjadikan pon-
dok pesantren dan madrasah sebagai pusat pendidikan dan ke-
trampilan.¥”

Upaya lain yang dilakukan Hasan Basri dalam pengentasan
kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat adalah memban-
tu pembentukan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan badan ar-
bitrase muamalat serta memberikan rekomendasi bagi para
pendiri BPR-BPR Syari‘ah di seluruh Indonesia. Selain itu,ia juga
memberikan pembinaan pada para pengusaha kecil, dan mem-
berikan modal bagi mereka.

Kiprah MUI masa Hasan Basri dalam bidang ekonomi ini di-
maksudkan untuk memberdayakan ekonomi umat dan kemandi-
rian ekonomi kepada masyarakat tentang pentingnya sikap enter-
preneurship (kewirausahaan). Karena kemandirian dan kemajuan
ekonomi merupakan langkah untuk menatap masa depan umat
yang lebih baik, terutama dalam menghadapi era globalisasi di
mana profesionalisme menentukan keberhasilan seseorang atau
lembaga dalam melakukan persaingan dengan dunia luar.

Pengembangan Sumber Daya Umat

Kekhawatiran berkurangnya ulama akibat banyak di antara
mereka yang meninggal dunia, tidak membuat Hasan Basri gusar.
Sebab menurutnya, banyak lembaga pendidikan agama yang
memiliki potensi besar dapat menciptakan kader-kader ulama.
Misalnya, pesantren dan IAIN. Kegusaran Hasan Basri justeru
kepada para alumni lembaga pendidikan Islam tersebut. Mereka
lebih banyak memilih menjadi pegawai atau birokrat pada lem-
baga-lembaga pemerintahan atau swasta, ketimbang mengabdi-
kan diri untuk kepentingan umat, membimbing dan menuntun
mereka ke jalan yang benar.

Mengingat begitu pentingnya posisi dan keberadaan umat di
tengah-tengah masyarakat dan pemerintah, MUI dalam sidang
Pleno I telah menetapkan Pembinaan Calon Ulama. Menurut-

1bid. hlm. 167.
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nya, guna melestarikan kehidupan ilmu-ilmu agama Islam, per-
lu diusahakan pembinaan calon ulama dalam rangka mencipta-
kan ulama-ulama yang dapat memenuhi tuntutan masa kini dan
masa datang. Berkaitan dengan itu, dipandang perlu menyadar-
kan umat Islam akan kewajibannya untuk menyiapkan insan-
insan yang tafaquh fi al-dien dan mendorong lembaga-lembaga
Islam untuk mengadakan usaha pendidikan calon ulama. Selain
itu juga menganjurkan kepada Dewan Pimpinan Majlis Ulama
Indonesia bersama-sama pimpinan lembaga-lembaga umat Is-
lam, khususnya pesantren untuk mengadakan pembinaan fakhas-
sus calon ulama. *

Program MUI ini kernudian dibicarakan dalam rapat kerja MUI
pada Nopember 1987. Pada rapat ini diputuskan untuk menye-
lenggarakan Pendidikan Kader Ulama (PKU). PKU ini mendap-
at restu presiden Soeharto dan disarankan agar dapat dilaksana-
kan pada tahun 1989/1990 sebagai tahap awal yang terus dilan-
jutkan pada tahap berikuinya.

Untuk lebih memasyarakatkan Pendidikan Kader Ulama dan
agar kegiatar ini dijadikan program bersama yang dikembang-
kan oleh organisasi atau Jembaga umat Islam dan lembaga pen-
didikan Islam, Majlis Ulama Indonesia (MUI} mengadakan sa-
rasehan yang secara khusus membicarakan usaha Pendidikan
Kader Ulama.

Program kaderisasi ulama ini merupakan jawaban terhadap
harapan umat Islam untuk melestarikan kesinambungan fungsi
ulama di tengah-tengah umat. Dalam konteks ini Hasan Basri
mengatakan bahwa kaderisasi ulama ini merupakan jalan pintas
untuk mendidik ulama yang berbobot, karena kini semakin tera-
sa, ulama semakin langka. Tetapi hal itu sebenarnya sunnatullah
yang logis. Akibat dari meninggalnya para ulama yang sudah
tua, perlu adanya kaderisasi. Sesuai dengan sabda nabi Muhamad
Saw, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim: “Allah tidak meng-
hilangkan ilmu dari dunia ini dengan mencabut ilmu itu.” Bu-
kan ilmunya yang dicabut Allah, tetapi karena meninggalnya

*Catatan Sidang Pleno MUI tanggal 17 Oktober 1985 (Jakarta: Sekretariat
MUI).
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ulama, maka ilmu itu akan hilang. Kalau keadaan ini dibiarkan,
bukan mustahil akan muncul para fuhala ( pemimpin yang tidak
berilmu), yaitu mereka yang engaku ulama, namun sebenarnya
bukan ulama. Siapa saja yang meminta fatwa kepada juhala ini,
mereka termasuk kaum sesat. ¥

Bekerjasama dengan Depatemen Agama, MUI menyelengga-
rakan Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang pembukaannya
diresmikan pada 21 Januari 1989 oleh Menteri Agama, Munawir
Sadzali. Pendidikan Kader Ulama ini diikuti oleh berbagai utus-
an dari seluruh tanah air. Masa pendidikannya selama lebih ku-
rang 2 tahun. Kriteria yang diperlukan bagi penjaringan calon
peserta antara lain, usia tidak boleh lebih dari 40 tahun. Ini di-
maksudkan agar benar-benar terjadi kaderisasi yang jelas bagi
proses pembentukan “ulama” yang dibutuhkan umat.

Pendidikan Kader Ulama bertujuan untuk melatih dan meng-
- hasilkan tenaga ahli agama Islam atau Ulama yang memiliki
pengetahuan yang dalam dan wawasan luas mengenai ilmu-ilmu
keislaman. Dengan demikian, bisa diharapkan nantinya mereka
mampu mengembangkan ilmunya secara mandiri dan mampu
pula membimbing umat menuju kebahagiaan dunia dan akhir-
at.40

Pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan,
Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM MUI).

Perhatian Hasan Basri tidak hanya pada masalah-masalah se-
begaimana disebutkan sebelumnya. Ia juga memiliki kepedulian
tinggi dalam menciptakan ketenangan batin konsumen produk
makanan. Munculnya isu lemak babi pada 1988 yang terdapat
dalam sejumlah makanan dan minuman, sangat meresahkan
masyarakat Islam Indonesia yang mengkonsumsi makanan dan
minuman produktersebut.

Menanggapi permasalahan yang terjadi di masayarakat, MUI
bersama pemerintah menghimbau agar tidak cepat termakan isu.
Isu merebaknya lemak babi dalam makanan dan minuman yang

*¥Hasan Basri, opcif. him. 176
“Jbid.
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beredar di masyarakat, ditanggapi serius oleh presiden Soehar-
to. Presiden menginstruksikan kepada MUI untuk segera mem-
bentuk sebuah lembaga yang dapat membuat label halal bagi
makanan dan minuman. Untuk itu, MUI bekerjasama dengan
Departemen Agama dan Departemen Kesehatan pada 6 januari
1989 membentuk LPPOM ( Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan dan Kosmetika. Lembaga ini terdiri dari para ahli yang
menguasai bidangnya masing-masing.

Mengacu pada fungsi dan peran MU], yaitu memberi perlin-
dungan dan ketenangan kepada masyarakat yang mengkonsum-
si makanan dan minuman,MUI mengadakan penelitian terhadap
makanan dan minuman dalam kemasan, yang dilaksanakan oleh
LPPOM MUI dan Komisi Fatwa, untuk kemudian ditetapkan
kehalalannya dengan sertifikat halal.* Pembentukan lembaga ini
bertujuan untuk membantu MUI dalam menentukan kebijakan,
merumuskan ketentuan-ketentuan, rekomendasi dan bimbingan
yang menyangkut soal pangan, obat-obatan dan kosmetika se-
bagai kebutuhan umat yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan
ajaran Islam.

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan LP-POM MUI, MUI
menghimbau kepada semua pihak yang bergerak dalam bidang
produksi dan perdagangan makanan dan minuman, termasuk
di dalamnya para pengelola hotel dan restoran, agar mempelopori
kegiatan produksi dan perdagangan serta menghidangkan ma-
kanan dan minuman yang benar-benar halal. Selain itu, MUI
dibawah pimpinan Hasan Basri, menghimbau kepada pemerin-
tah dan DPR segera membuat undang-udang makanan dan mi-
numan, untuk melindungi hak-hak komsumen Indonesia yang
mayoritas muslim. Langkah pembentukan LP-POM ini diang-
gap sangat tepat bagi kepentingan semua pihak yang terkait di
Indonesia.

#Yang dimaksud dengan sertifikat halal adalah keterangan kehalalan suatu
produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yang
meliputi pengolahan, kemasan, transportasi dan tempat-tempat penjualan.
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Penutup

Biografi Hasan Basri, Ketua Umum MUI tiga periode, men-
ceritakan banyak hal; perjuangannya dalam mempertahankan
kemerdekaan, keterlibatannya dalam aktifitas politik praktis, dan
“kejenuhannya” tethadap perkembangan poltik di tanah air, hing-
ga kiprahnya di MUI ( Majlis Ulama Indonesia). Semua itu meru-
pakan bukdi historis mengenai ketegaran hidupnya dalam mem-
pertahankan prinsip dan komitmennya yang kuat untuk mem-
bela kebenaran dan umat Islam. Dengan demikian riwayat hidup
Hasan Basri merupakan “teks” sejarah sosial yang tidak hanya
melukiskan lingkungan sosial keagamaan dan politik, tapi juga
dapat ditafsirkan ulang sebagai bahan objek kritisisme.

Pengalaman kehidupan Hasan Basri sebagai sebuah teks so-
sial dapat membimbing umat Islam Indonesia tentang bagaima-
na cara memandang dan memahami Islam dan dinamikanya di
negeri ini. Dengan demikian teks sosial Hasan Basri telah mem-
berikan andil tethadap wacana dinamika Islam Indonesia. Teks
itu sendiri pun, menurut Azyumardi Azra, belum sepenuhnya
selesai ditulis, karena itu re-assessmentt agaknya perlu dilakukan
di masa-masa mendatang,.
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K.H. Achmad Siddiq
Perumus Khittah NU 1926

Ibarat makanan, pancasila itu sudah kita kunyah selama 38 tahun, kok
kini kita persoalkan halal dan haramnya.’

Itulah sepenggal kalimat dari K.H. Achmad Siddiq yang cukup
populer di kalangan kaum Nahdliyyin pada 1983. Pada saat itu
Nahdlatul Ulama dihadapkan pada kebijakan pemerintah yang
hendak menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh
ormas dan orpol. Analog sederhana tersebut merupakan salah
satu faktor penting yang mampu menghentikan perdebatan se-
ngit di antara para peserta Musyawarah Nasional Alim Ulama
NU di Situbondo. NU akhirnya memutuskan untuk menerima
Pancasila sebagai satu-satunya dan tercatat sebagai ormas Islam
pertama yang melakukan hal tersebut.

Selain masalah Pancasila, K.H. Achmad juga dikenal sebagai
pencetus Khittah Nahdliyah—yang kemudian populer dengan
Khittah 1926. Jauh sebelum dilaksanakannya Munas tersebut,

*Dosen Fakultas Adab JTAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
'Saifullah Ma’shum (et.al.), Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU,
{Bandung: Mizan dan Yayasan Saifuddin Zuhri, 1998), hal. 363.
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pada 1979 K.H. Achmad telah mengeluarkan satu bukiet berjudul
Khittah Nahdliyah yang pada intinya menegaskan kembali sifat-
sifat dasar NU sebagai organisasi sosial keagamaan. Konsekuen-
si penegasan ini adalah, NU harus kembali ke jati dirinya, yakni
mengurus masalah-masalah sosial-keagamaan, seperti pendidi-
kan, kesehatan, ekonomi dan dakwah, dari pada mengurusi
masalah-masalah politik praktis. Akibat langsung dari keputus-
an ini adalah NU secara organisatoris tidak lagi menjadi bagian
dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Tidak mengherankan jika kemudian nama K.H. Achmad Sid-
diq kemudian melesat bak meteor di kancah elit NU yang kemu-
dian menyebabkannya terpilih sebagai Rais Aam Syuriah—lem-
baga legislatif—NU pada Muktamar NU di tempat yang sama
satu tahun kemudian. Duet kepemimpinan NU di tangan K.H.
Achmad dan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)—lembaga eksekutif—
telah menorehkan sejarah tersendiri bagi NU, khususnya, dan
juga bagi kehidupan keagamaan di Indonesia pada umumnya.
Ini karena duet kepemimpinan ini berhasil menghadapi tantangan
dari mereka yang menghendaki agar NU tidak menerima Pan-
casila sebagai asas tunggal dan juga kalangan dalam NU yang
menginginkan agar NU tidak meninggalkan lapangan politik
praktis.

Dalam tulisan ini, penulis akan menitik beratkan pembahasan
pada pemikiran K.H. Achmad sekitar penerimaan Pancasila;
Khittah Nahdliyyah; dan aktivitasnya sebagai Rais Aam NU.
Namun sebelum membahas ketiga hal tersebut, penulis akan
mengawalinya dengan melihat riwayat hidup K.H. Achmad dan
kancah politik NU dekade 1970-an dan awak 1980-an. Yang tera-
khir ini penting untuk memahami konteks lahirnya pemikiran
Achmad yang dibahas.

Riwayat Hidup

K.H. Achmad Siddiq adalah putra KH. Muhammad Shiddig,
seorang kiai besar dan pendiri Pondok Pesantren Ashshidiqgiyah,
Jember, Jawa Timur. K.H. Muhammad Shiddiq, yang juga dike-
nal dengan Mbah Shiddiq, sebetulnya berasal dari Lasem, Rem-
bang, Jawa Tengah. Kemudian, atas petunjuk salah satu guru-
nya, Kyai Cholil Bangkalan, pada 1884 Mbah Shiddiq pergi ke
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dan kemudian menetap di Jember. Di tempat baru inilah, Mabh
Shiddiq mengembangkan aktivitas keagamaannya dengan mem-
bangun pesantren yang masih berdiri sampai kini.?

K.H. Achmad dilahirkan pada hari Ahad, 24 Januari 1926. Dia
adalah bungsu dari 9 bersaudara buah perkawinan K. H. Muham-
mad Shiddiq dengan istri keduanya, Siti Maryam. Dengan istri
pertama, Masmunah, K.H. Shiddiq dikaruniai 7 anak, tiga di anta-
ranya meninggal dunia waktu masih kecil; sementara dengan
istri ketiga, Mardliyah, K.H. Shiddiq mempunyai 9 anak, yang
semuanya meninggal kecuali satu. Dengan demikian, jumlah
semua anak K.H. Shiddiq adalah 25 orang.

Sebagaimana kebiasaan putra kiyai, Achmad Shiddiq kecil
mendapatkan pendidikan awal dari orang tuanya. Namun hal
ini tidak berlangsung lama karena sang ayah meninggal ketika
Achmad masih berusia delapan tahun, pada 1934. Dengan demiki-
an Achmad menjadi yatim piatu karena ibunya, Siti Maryam,
meninggal lebih dulu, yakni ketika Achmad masih berusia 4
tahun, dalam perjalanan laut setelah menyelesaikan ibadah haiji.
Achmad kecil kemudian diasuh kakak sulungnya, K.H. Mahfudz
Shiddiq.* Sejak saat itu, Achmad mendapat didikan langsung dari
kakak sulungnya, selain sekolah di Sekolah Rakyat. Tidak meng-
herankan jika kemudian banyak orang menganggap Achmad,
setelah dewasa, mewarisi bakat kakaknya, khususnya dalam hal
penguasaan ilmu manthiq, kegemaran menulis, dan kemampuan
berorganisasi.

Setelah menamatkan sekolah rakyatnya, pada pertengahan
1930-an Achmad kemudian mengikuti jejak kakaknya, nyantri di
Pesantren Tebuireng, pimpinan K.H. Hasyim Asy’ari. Di pesan-
tren ini, Achmad belajar langsung kepada K.H. Hasyim Asy’ari.
Beberapa kitab yang dipelajari di sini antara lain Fath al-Qarib,
Tagrib, Fath al-Mu'in (semuanya kitab figh), Alfiyah ibn Malik (tata

Lebih jauh tentang riwayat hidup K.H. Muhammad Shiddiq, lihat Afton
Ilman Huda, Biografi Mbah Shiddig (Jember: Pon-Pes Al-Fattah, tanpa tahun),
hal. 1-67

*Lebih jauh tentang K.H. Mahfudz Shiddiq, lihat Afton Ilman Huda, Biografi
Mbah Shiddi, hal. 119-131. Lihat juga Saifullah Ma’shum (et.al.), Karisma Ulama,
hal. 195-204.
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bahasa Arab), Arudl wa-al-Qawafi (sastra), Jawahir al-Kalamiyah
(teologi), Waragat (ushul figh), Ugud al-Juman (sastra), ilmu falak,
Tafsir Baidlowi, dan Ihya Ulum al-Din. Selain itu, dia juga sempat
menjadi siswa Madrasah Nidhamiyah yang didirikan A. Wahid
Hasyim.* Di sekolah inilah Achmad belajar dari Wahid Hasyim
dalam berbagai hal, seperti kegemaran membaca, berorganisasi
dan menyusun konsep-konsep. Dari sini pula, Achmad nanti-
nya muncul sebagai salah satu dari sedikit kiai NU yang mening-
galkan beberapa karya tulis. Kecerdasan Achmad Siddiq juga
cukup menonjol sehingga dicatat dengan baik oleh Wahid
Hasyim. )

Sejak menjadi santri di Tebuireng tersebut, hubungan akrab
Achmad dengan Wahid Hasyim terus terjalin. Menjelang ma-
suknya Jepang ke nusantara, Wahid Hasyim telah terlibat dalam
pergerakan nasional lewat MIAL Pada masa penjajahan Jepang
aktivitas Wahid Hasyim makin meningkat karena menjadi Wa-
kil Kepala Shumubu dan Masjumi. Dalam beberapa kegiatannya
di Jakarta, Achmad acap kali diajak serta. Hal ini menjadikan
Achmad mempunyai kesempatan untuk bertemu dan berinter-
aksi dengan tokoh-tokoh pergerakan lainnya. Akibatnya dalam
diri Achmad kemudian timbul semangat berorganisasi. Inilah
yang tampaknya menjadi salah satu motivasi Achmad untuk aktif
dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), sebuah organi-
sasi kepemudaan yang berafiliasi pada Masyumi. Dalam usia-
nya yang 19, atau pada 1945, ia menjadi koordinator GPII untuk
daerah Jember dan Besuki.’ Selain aktif di GPII, Achmad juga
ikut bergabung dengan pasukan Mujahidin ketika Belanda da-

“Tentang didirikannya madrasah tersebut, lihat Saiful Umam, "K.H. Wa-
hid Hasyim: Konsolidasi dan Pembelaan Eksistensi,” dalam Azyumardi Azra
dan Saiful Umam (ed.), Menter-Menteri Agama RI: Biograft Sosial Politik, (Jakar-
ta: Balitbang Depag dan PPIM, 1998), hal. 103.

SHairus Salim dan Ridwan Fakla, “KH. Achmad Siddiq: Pemikiran Keaga-
maan dan Kenegaraannya,” dalam Humaidy Abdussami dan Ridwan Fakla
(ed), Biografi 5 Rais Am Nahdlatul Ulama, (Yogyakarta: LTN-NU dan Pustaka
Pelajar, 1995), hal. 146. Tentang GPIL, lihat H. Aboebakar, Sejarah Hidup K.H.A.
Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar (Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm.
KH.A. Wahid Hasyim, 1957), hal. 449-465.
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tang dan ingin menjajah kembali Indonesia. Pasukan yang se-
bagian besar anggotanya kiai dan santri ini adalah salah satu ko-
mponen bangsa yang turut memberi perlawanan fisik terhadap
pasukan Belanda.

Kedekatan Achmad dengan Wahid Hasyim tampaknya terus
terjalin, sehingga ketika Wahid Hasyim diangkat sebagai Men-
teri Negara dalam Kabinet Soekarno, Achmad diminta menjadi
sekretaris pribadinya. Kemudian, ketika Wahid Hasyim menjadi
Menteri Agama, Achmad juga menjabat sebagai Kepala Kanwil
Kementerian Agama Jawa Timur. Pengangkatan Achmad terse-
but dapat diduga karena adanya kepercayaan Wahid Hasyim
terhadapnya. Selain itu, bagi Achmad sendiri Kementerian Aga-
ma bukanlah lapangan baru. Ini karena sebelumnya ia pernah
menjabat Kepala Kantor Urusan Agama (sekarang setingkat de-
ngan Kantor Departemen Agama) Situbondo.

Di sela-sela kegiatannya sebagai pegawai pemerintah, Ach-
mad juga akiif di NU. Bergabungnya Achmad ke NU adalah suatu
hal yang wajar, mengingat kakaknya, K.H. Mahfudz Shiddiq,
adalah Ketua Umum PBNU kedua setelah Hasan Gipo. Rais Syu-
riahnya saat itu dipegang K.H. Hasyim Asy’ari. Achmad memu-
lai karirnya di NU dari tingkat Kabupaten Jember. Setelah itu, ia
naik menjadi pengurus wilaya Jawa Timur. Namun, tak lama
kemudian ia menyadari bahwa pesantren lebih membutuhkan
tenaga dan pikirannya, sehingga akhirnya ia memutuskan un-
tuk mengasuh pondok pesantren dan meninggalkan karimya di
NU. Terlebih waktu itu, kakaknya, Kiai Abdullah Shiddiq, juga
menjadi pengurus Wilayah NU Jawa Timur. Sejak saat itu, prak-
tis Achmad tidak terdengar sebagai aktivis NU, sampai diseleng-
garakannya Munas NU di Situbondo pada 1983 yang mengor-
bitkan namanya bak meteor yang langsung melesat ke permu-
kaan.

Kiai Achmad menikah dengan Sholihah binti K. Mujib pada
23 Juni 1947. Pasangan ini dikaruniai 5 anak, yakni M. Farid Wajdi,
M. Rafiq Azmi, Fatati Nurjannah, M. Anis Fuaidi, dan Farich
Fauzi. Kecual M. Anis Fuaidi yang meninggal waktu kecil, se-
mua putra-putri K.Achmad ini masih ada. Namun usia Nyai
Sholihah tidak panjang, dipanggil ke hadirat Tuhan ketika anak-
anaknya masih kecil. Sepeninggal Nyai Sholihah, putra-putri
Kiyai Achmad diasuh adik iparnya, Nihayah. Melihat kenyataan
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bahwa anak-anak telah terbiasa dengan Nihayah, dan berkat
dukungan keluarga, akhirnya Kiyai Achmad menikai Nihayah.
Dari perkawinan kedua ini, Kiyai Achmad mendapatkan 8 ketu-
runan lagi: Asni Furaidah, M. Robith Hasymi, M.Syakib Sidqj,
M. Hisyam Rifqgi, Ken Ismi Asiati Afrik Rozana, Nida Dusturina,
M. Balya Firjaun Barlaman, dan M. Muslim Mahdi—sayang yang
terakhir ini meninggal waktu bayi.

Kiprah Politik NU Dekade 1970-1980

Membicarakan kiprah politik NU pada dekade 1970-an dan
awal 1980-an tidak dapat dilepaskan dari kondisi makro politik
Indonesia pada saat itu, karena NU hanyalah salah satu bagian
dari organisasi yang ikut bermain di panggung politik. Ada be-
berapa kebijakan pemerintah yang perlu dicatat karena cukup
mewarnai kondisi politik saat itu, seperti fusi partai-partai poli-
tik dan deidiologisasi. Kebijakan-kebijakan tersebut diterapkan
dalam kerangka menciptakan stabilitas keamanan—jargon yang
selalu ditekankan Orde Baru demi menjalankan pembangunan
ekonomi. Akibat dari kebijakan-kebijakan politik tersebut, lang-
sung atau tidak mempengaruhi mundurnya kiprah politik NU
dalam dekade tersebut. Pada saat yang sama, kepemimpinan NU
dikendalikan oleh pengurus yang sangat besar perhatiannya pada
politik, sehingga bidang-bidang garapan lain NU, seperti pen-
didikan, dakwah dan sosial menjadi terbengkelai. Hal-hal itulah
yang kemudian menyebabkan lahirnya aspirasi agar NU me-
ninggalkan lapangan politik praktis dan kembali sebagai organi-
sasi sosial-keagamaan yang mengurus masalah-masalah pendi-
dikan, dakwah dan kesejahteraan warganya.

Ketika Seoharto muncul menjadi kepala pemerintahan meng-
gantikan Soekarno menyusul kudeta yang gagal oleh PKI, hu-
bungan kalangan Islam, khususnya NU, dengan pemerintah baru
yang didukung Angkatan Darat sangat erat. Achmad Sjaichu,
Wakil Ketua NU saat itu, bahkan menggambarkan hubungan
tersebut laksana hubungan antara “saudara sekandung.”® Hubung-

¢Duta Masyarakat, 13-8-1966 sebagaimana dikutip dalam Andree Feillard, NU
vis-i-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hal. 95
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an dekat tersebut, selain karena NU memainkan peranan cukup
penting dalam menentang komunis dan menumbangkan Soekar-
no, juga karena ia memainkan peran strategis dalam melempang-
kan jalan naiknya Soeharto sebagai Pejabat Presiden dan kemu-
dian Presiden. Peran tersebut dimainkan khususnya oleh Sjaichu
dan Subchan ZE. Sjaichu adalah Ketua dan juru bicara Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), sedang Subchan
adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementa-
ra (MPRS) dan sekaligus tangan kanan Jenderal A.H. Nasution,
Ketua MPRS. Lewat kedua orang tersebut keinginan Soeharto
menggantikan para wakil rakyat yang diindikasikan komunis
dengan mereka yang dekat dengan Orde Baru menjadi mudah.
Peran NU tersebut makin jelas ketika Nuddin Lubis (anggota
DPR-GR dari NU) mengajukan resolusi agar Soekarno dicopot
dari jabatannya. Resolusi ini kemudian diikuti oleh resolusi Dja-
maluddin Malik (juga anggota DPR-GR dari NU) yang meminta
MPRS mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden RI.”
Namun hubungan “saudara sekandung” tadi tidak berlang-
sung lama. Krittk NU, khususnya dari kalangan radikal seperti
Subchan dan kawan-kawan, terhadap Orde Baru mulai muncul
ketika kebijakan-kebijakan pemerintah baru dianggap tidak meng-
untungkan NU. Misalnya, Pemilu yang diharapkan terlaksana
dalam waktu dekat, ternyata diulur-ulur. MPRS bahkan memu-
tuskan, Pemilu diselenggarakan paling lambat 5 Juli 1968, yang
ternyata kemudian diundur lagi sampai 1971. Penggunaan
kembali Penetapan Presiden No. 2 1959 yang melarang pejabat
tinggi menjadi anggota partai politik juga menjadi sasaran kritik
NU. Selain itu Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang poli-
tik yang menuntut pencantuman Pancasila dan UUD 1945 oleh
semua organisasi dan sistem distrik yang ditawarkan pemerin-
tah, juga dianggap masalah oleh NU. Demikian juga, usaha un-
tuk memberikan 50 persen kursi di DPRD, DPR dan MPR kepa-
da Golongan Karya (Golkar) dan Angkatan Bersenjata. Setelah
Soeharto ditetapkan sebagai Presiden oleh MPRS pada 1968 kon-

7Lebij jauh tentang peran NU dalam masa-masa awal Orde Baru ini, lihat
Andree Feillard, NU vis-3-vis Negara, hal. 97-105.
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flik terbuka antara NU dan Orde Baru tak dapat dihindarkan
lagi. Sumber koflik tersebut adalah kekuasaan istimewa yang
diberikan MPRS kepada Soeharto tanpa melalui Pemilu. Selain
itu, kebijakan-kebijakan Soeharto yang mengundang investor
asing dan perlakuan istimewa terhadap mereka serta golongan
Cina menjadi sasaran kritik NU karena dianggap telah memati-
kan usaha kecil ® Sejak itu, harapan NU untuk mendapatkan tem-
pat dalam pemerintahan baru seakan telah musnah. Sebaliknya,
sikap kritis itu tampaknya menyebabkan Soeharto tidak senang
terhadap NU sehingga selama dia memerintah, NU terus berada
di luar lingkar kekuasaan.

Di sisi lain, kalangan Muslim modernis yang partainya,
Masyumi, dibubarkan Soekarno berharap bahwa Soeharto ber-
sedia merehabilitasi partai tersebut. Untuk itu, mereka mengaju-
kan permohonan agar partai Masyumi dijjinkan kembali hidup.
Namun harapan tersebut segera musnah karena Soeharto tidak
mengijinkan hidupnya kembali Masyumi. Bahkan pemerintah
Orde Baru ini menganggap politik Islam sebagai salah satu ancam-
an, karena pengalaman pemberontakan yang dilakukan umat
Islam lewat DII/TI dan juga PRRI. Ketika usaha menghidupkan
kembali Masyumi mengalami jalan buntu, akhirnya mereka
mengusahakan pembentukan partai politik baru. Setelah mela-
lui negosiasi yang alot dengan pemerintah, akhirnya terbentuklah
Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada Februari 1968 di bawah
pimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun?

Meski partai ini dimaksudkan sebagai penerus Masyumi, se-
bagian besar bekas anggotanya merasa tidak puas, karena para
tokoh-tokoh Masyumi tidak diperbolehkan pemerintah untuk
duduk dalam kepengurusan. Bahkan ketika ada upaya untuk
mendudukkan tokoh-tokoh senior Masyumi, seperti Moharmmad
Roemn, lewat kongres pertamanya di Malang pada November
1968, hal itu ditolak dengan tegas oleh pemerintah. Ini berarti
bahwa sejak semula pemerintah memang mempunyaidesignagar

*Feillard, NU vis-a-vis Negara, hal. 106-119. .
*Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Poli-
tik Islam di Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 111-114
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partai ini tidak akan tumbuh kuat, sekuat Masyumi pada 1955.
Hal ini kemudian makin diperburuk oleh upaya Jaelani Naro,
salah seorang Ketua yang dianggap mempunyai hubungan de-
kat dengan Soeharto, melakukan kudeta terhadap kepemimpin-
an Djarnawi. Akhirnya, pemerintah turun tangan dengan me-
nempatkan M.S. Mintareja, yang saat itu menjabat Menteri Sosial,
menjadi ketua umum, menggantikan Djarnawi.

Pada saat yang sama, Orde Baru juga menekan kalangan na-
sionalis yang pro Soekarno, selain tentu saja menghabisi kalang-
an komunis. Partai Nasional Indonesia (PNI), misalnya, dipaksa
untuk mengganti pengurus-pengurus lama dengan orang-orang
baru yang dapat diterima pemerintah. Selain itu, Orde Baru juga
melahirkan mesin politik baru yang diberi nama Golongan Karya
(Golkar). Organisasi yang pada awalnya merupakan sekretariat
bersama organisasi-organisasi kecil anti komunis pada masa Orde
Lama ini berubah menjadi mesin politik paling efektif bagi Soe-
harto karena didukung oleh Angkatan Bersenjata Republik In-
donesia (ABRI) dan birokrasi.

Kebijakan lain yang diambil Soeharto adalah mengundur pe-
laksanaan Pemilihan Umum. Meski MPRS telah memutuskan
bahwa Pemilu akan diadakan paling lambat Juli 1968, ternyata
pelaksanaannya diundur sampai 1971. Pengunduran ini jelas
karena pemerintah Orde Baru masih butuh waktu untuk mereka-
yasa sehingga Golkar keluar sebagai pemenang.!® Akhirnya,
Pemilu yang dilaksanakan pada 1971 memang dimenangkan
Golkar. Dalam Pemily, yang oleh para pengamat dinilai sangat
manipulatif ini," Golkar yang didukung penuh oleh aparat mi-
liter dan sipil mendapatkan suara hampir 63 persen, sementara

"“Seorang tokoh Golkar, Sarwono Kusumaatmadja, sebagaimana dikutip
Feillard, memperkirakan kalau Permilu dilaksanakan pada 1968, Golkar hanya
akan mendapat paling banyak 35%. Lihat Feillard, NU vis-a-vis Negara, hal.
118, fn 100. Bahkan Pemilu 1971-pun, menurut Jenderal Soemitro sebagaima-
na dikutip Schwarz, akan dimenangkan partai-partai Islam seandainya ABRI
tidak ikut intervensi. Lihat Schwarz, A Nation in Waiting, (Boulder, CO: West-
view Press, 1994), hal. 32.

YLihat, misalnya, Adam Schwarz, Nation in Waiting, hal 171.
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NU mendapat 18,6 persen dan Parmusi hanya 5,3 persen. Hasil
Pemilu ini meneguhkan dominasi pemerintahan Orde Baru dalam
waktu-waktu berikutnya. Dengan hasil seperti tersebut tadi, ditam-
bah anggota ABRI yang ditunjuk langsung dalam Dewan Per-
wakilan Rakyat (DPR), semua kebijakan pemerintah, selaku lem-
baga eksekutif, pasti akan mendapatkan persetujuan dari sebagi-
an besar DPR, sebagai lembaga legislatif. Hal itu sekaligus juga
berarti bahwa Islam politik tidak lagi mempunyai bargaining poli-
cial power.

Posisi partai-partai Islam yang sudah lemah tadi makin diper-
buruk dengan kebijakan baru Pemerintah Orde Baru pada 1973
yang menginstruksikan semua partai politik, selain Golkar, di-
gabung dalam dua partai politik baru. Empat partai Islam kemu-
dian berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), semen-
tara sembilan partai-partai nasionalis dan Kristen berfusi dalam
Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Fust ini jelas memperlemah
partai karena potensi konflik kepentingan di dalamnya tak dapat
dihindarkan yang dipicu oleh perbedaan aspirasi, bahkan ideolo-
gi. Memang, jika dibandingkan di antara keduanya, PPP relatif
lebih mudah menyatu karena semua partai yang berfusi mem-
punyai satu kesamaan, yakni Istam. Sehingga, ketika ada masalah
yang dianggap mengganggu Islam, semua unsur dapat menyatu.
Hal ini dapat dilihat, misalnya, ketika pemerintah mengajukan
RUU perkawinan pada 1974 dan pembahasan tentang Aliran
Kepercayaan serta P4 pada 1978.

Namun hal itu tetap tidak dapat menghapus potensi konflik
yang ada sejak dibentuknya PPP. NU merasa tidak puas dengan
struktur kepengurusan PPP. Sebagai unsur, yang dalam Pemilu
1971 mendapat suara paling banyak, NU hanya menduduki po-
sisi terhormat yang tidak mempunyai pengaruh dalam pengam-
bilan keputusan. Kiai Bishri Syansuri, Rais Aam PBNU, misal-
nya, diangkat sebagai Rais Aam Majelis Syura Partai, dan Idham
Chalid, Ketua Umum PBNU, duduk sebagai Presiden Partai,
namun jabatan eksekutif ada di tangan Ketua Umum yang dipe-
gang Mintaredja dari Parmusi. Komposisi kursi dilembaga legis-
latif juga hanya memberikan 40% buat NU meski ia telah
menyumbang sekitar 70% dari suara seluruh partai-partai Islam.
“Kerugian” di bidang politik praktis ini diperparah dengan ke-
hidupan warga NU yang semakin mendapat kesulitan. Warga
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NU yang kebetulan menjadi pegawai negeri, misalnya, harus
menanggalkan ke-NU-annya kalau ingin berkarir karena mere-
ka dituntut mempunyai monoloyalitas, yakni pada Golkar; per-
temuan yang dihadiri lebih dari sepuluh orang harus mendapat
ijin dari penguasa setempat; para da’i mendapat kesulitan untuk
berceramah karena harus mempunyai surat ijin. Pada saat yang
sama, NU secara organisatoris juga mulai tak terurus. Hal ini
karena, di satu sisi, para pengurusnya yang politisi sibuk dengan
urusan politik di PPP dan, di sisi lain, mereka yang bukan politisi
kecewa dengan kondisi NU pada saat itu sehingga jarang hadir
ke kantor.

Semua itu kemudian mendorong keinginan sebagian tokch
NU untuk menjauhi politik praktis dan menghidupkan kembali
kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Keinginan ini tampak dalam
Konferensi Besar NU 1975 yang menegaskan bahwa NU adalah
jam’tyyah (organisasi keagamaan), dus bukan organisasi politik.
Penegasan ini juga didukung Menteri Agama Mukti Ali yang
datang mewakili Presiden Soeharto. Dalam sambutannya dia
mengucapkan selamat atas usaha-usaha “jam’iyyah” yang telah
memusatkan perhatian pada pembangunan sosial dan keagama-
an.” Untuk itu, konferensi ini memutuskan untuk “mempergiat
usaha-usaha di bidang sosial” sambil menyesuaikan diri dengan
identiatas baru NU sebagai jam'iyyah.

Keinginan tersebut kemudian juga didorong oleh berkurang-
nya jatah kursi NU di DPR hasil Pemilu 1977. Meski suara PPP
naik dua persen, dari 27% yang merupakan gabungan partai-
pratai Islam pada 1971 menjadi 29%, kursi NU justru berkurang
dua—dari 58 pada 1971 menjadi 56. Sementara itu, Parmusi yang
kemudian menjadi Muslimin Indonesia (MI) mendapat tambah-
an satu kursi, dari 24 pada 1971 menjadi 25. Ini tentu saja
mengecewakan kalangan NU.

Dalam konteks seperti itulah kita harus memahami muncul-
nya pemikiran Kijai Achmad Siddiq tentang Khittah Nadliyah,
yang muncul pada saat itu. Sebagaimana akan dibahas lebih jauh
nanti, tulisan Kiai Achmad yang memuat gagasan tentang khit-

Fejllard, NU vis-3-vis Negara, hal. 189.
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tah ini terbit pada sekitar Mei 1979, menjelang Muktamar NU ke-
26 di Semarang. Tidak mengherankan jika isi buku tersebut ke-
mudian menjadi salah satu pokok bahasan yang hangat dibicara-
kan dalam muktamar tersebut, di samping “pengadilan” terhadap
kepemimpinan Idham Chalid yang dianggap tidak mampu
menyuarakan aspirasi NU dengan baik dan tidak menghormati
lembaga Syuriah.

Esensi dari khittah tersebut sebetulnya diterima peserta muk-
tamar, namun Idham Chalid, di luar dugaan, juga terpilih kembali
sebagai Ketua Umum PBNU.® Ini menunjukkan bahwa sayap
politik dalam NU masih kuat, dan mereka berusaha memperta-
hankan dominasi NU dalam PPP sebagaimana yang sedang ter-
jadi saat itu. Dalam pandangan mereka, meski eksekutif partai
tidak dipegang NU, namun jumlah anggota dewan dari NU tetap
lebih banyak. Selain itu, jabatan-jabatan penting, seperti Wakil
Ketua DPR dan Ketua Komisi juga diberikan pada NU. Untuk
itu, idak ada alasan NU melepaskan begitu saja bidang politik
ini.
Terpilihnya kembali Idham Chalid sebagai Ketua Umum
PBNU tidak lalu berarti sayap non politik dalam NU menyerah
begitu saja. Memang realisasi khittah yang pada intinya menarik
diri dari politik tidak pernah jelas selama kepemimpinan Idham
dan NU tetap sibuk dengan urusan politik sehingga bidang-
bidang sosial-keagamaan tetap tak tergarap. Aturan bahwa Syu-
riah sebagai lembaga tertinggi dalam NU di mana pengurus Tan-

13Nakamura menilai bahwa terpilihnya kembali Idham dalam Muktamar
26 di Semarang tersebut lebih karena sikap rendah hati Idham yang bersedia
minta maaf di hadapan peserta muktamar. Lihat, Mitsuo Nakamura, “The
Radical Traditionalism of the Nahdlatul Ulama in Indonesia: a Personal Ac-
count of the 26" National Congress, June 1979, Semarang” dalam Greg Fealy
dan Greg Barton (ed.), Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indo-
nesia, (Clayton: Monash Asia Intitute Monash University, 1996) hal. 83. Na-
mun Martin van Bruinessen menganggap bahwa hal itu lebih karena campur
tangan pemerintah yang mendukung Idham. Dalam pandangan Martin, pe-
merintah lebih memilih Idham yang “jinak” daripada Achmad Syaichu, satu-
satunya pesaing kuat Idham, yang lebih vokal. Lihat Martin van Bruinessen,
NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, (Yogyakarta: LKIS, 1994),
hal. 117-118.
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fidziyah harus taat kepadanya, juga tidak pernah dilaksanakan.
Namun, mereka yang menginginkan agar NU kembali sebagai
organisasi sosial keagamaan terus menggulirkan ide tersebut.

Akhirnya, tibajuga saatnya ketika ide tersebut begitu mengkris-
tal dan tak dapat dibendung lagi. Hal itu terjadi sekitar 1982 yang
dipicu oleh sikap Jaelani Naro, Ketua Umum PPP, ketika me-
nempatkan sejumlah tokoh penting NU dalam urutan akhir daftar
calon anggota legislatif menjelang Pemilu 1982, sehingga musta-
hil mereka akan terpilih sebagai anggota DPR.* Selain itu, Naro
juga menginginkan agar pembagian kursi didasarkan pada hasil
Pemilu 1955 dan bukan 1971, di mana Masyumi mendapat suara
lebih banyak daripada NU, sehingga M], sebagai “penerus sah”
Masyumi berhak mendapatkan kursi lebih banyak. Dalam pada
itu, Idham Chalid, selaku Ketua Umum PBNU, dianggap tidak
melakukan upaya apa-apa dalam membela kepentingan NU.
Bahkan kemudian disinyalir bahwa Idham telah mengetahui tin-
dakan Naro tersebut dan berkomplot dengannya, karena terbukti
tidak ada faksi Idham yang kena gusur dari kebijakan Naro tadi.”

Kejadian tersebut mengakibatkan ketidakpuasan terhadap
Idham Chalid makin meluas. Sayap non politik yang sejak 1979
menyuarakan agar NU meninggalkan politik, yang diwakili
tokoh-tokoh muda NU seperti Abdurrahman Wahid dan Fahmi
Saifuddin Zuhri, bertemu dengan sayap politik di luar faksi
Idham, seperti Yusuf Hasyim dan Mahbub Junaidi. Mereka diper-
temukan oleh kepentingan yang sama, yakni menurunkan Idham
dari Ketua Umum PBNU karena dianggap tidak lagi aspiratif.
Kekecewaan terhadap Idham juga dialami para kiai NU karena
sikap Idham yang tidak pernah berkonisultasi dengan para kiai
dalam pengambilan keputusan penting NU.

Semua kekecewaan terhadap Idham tersebut mencapai kli-
maksnya ketika empat ulama NU—Kiai As'ad Syamsul Arifin

“Naro menjadi Ketua Umum PPP pada 1978 lewat cara-cara yang tidak
demokratis dan dipaksakan oleh pemerintah. Minteredja sebagai Ketua Umum
PPP “di-Dubes-kan” ke Belanda dan Naro yang waktu itu menjadi Ketua di-
angkat menjadi Ketua Umum.

5L ihat misalnya, van Bruinessen , NU: Tradisi, hal. 118
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dari Situbondo, Kiai Machrus Ali dari Kediri dan Rois Aam Kiai
Ali Ma’shum dari Yogyakarta dan politisi senior NU, K.H.
Masjkur—berkunjung ke rumah Idham pada 2 Mei 1982. Mere-
ka meminta Idham agar mengundurkan diri dari jabatan Ketua
Umum PBNU karena alasan kesehatan.!® Diprakarsai oleh Kiai
As’ad, rombongan yang sebelumnya bertemu di Surabaya ini
telah mempersiapkan dan membawa draf surat pengunduran
diri. Tidak jelas apa yang terjadi ketika keempat kiai tersebut ber-
temnu Idham. Yang pasti adalah, setelah diadakan perubahan sedi-
kit, surat tersebut ditandatangani Idham dan berlaku sejak 6 Mei
1982, atau dua hari setelah Pemilu 1982.

Namun kubu Idham tidak dapat menerima cara-cara terse-
but, sehingga mereka mendorong supaya Idham mencabut
kembali surat pengunduran diri tadi. Sepuluh hari kemudian,
Idham mencabut surat pernyataan tadi dan setelah itu terjadilah
konflik terbuka antara kedua kelompok: kelompok pendukung
Idham yang dikenal dengan kubu Cipete, di satu sisi, dan pen-
dukung Kiai As’ad yang dikenal dengan kubu Situbondo, di sisi
lain. Masing-masing kelompck tidak mengakui keabsahan yang
lainnya. Kubu Cipete, misalnya, tidak mengakui hasil Munas NU
1982 di Kaliurang yang mengangkat Kiai Ali Ma’shum menjadi
Rais Aam PBNU, menggantikan Kiai Bisri Syansuri yang wafat
pada 1980, dan hanya mengakui Kiai Anwar Musaddad, Walkil
Rais Aamn masa Bisri Syansuri, sebagai Rais Aam. Ini berarti kubu
Cipete tidak mengakui keabsahan Kiai Ali Ma’shum sebagai Rais
Aam. Sebaliknya, kubu Situbondo juga tidak lagi mengakui
Idham Chalid sebagai Ketua Umum PBNU karena telah meng-
undurkan diri, meski kubu terakhir ini menghindari untuk
menunjuk pengganti Idham Chalid, sampai masa Muktamar
1984.7

van Bruinessen , NU: Tradisi, hal. 123. Lihat juga Feillard, NU vis-2-vis
Negara, hal 225.

"Slamet Effendy Yusuf, M. Ichwan Syam & Masdar F. Mas"udi, Dinamika
Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU, {Jakarta: Rajawali,
1983), hal 83.
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Pada saat yang bersamaan, pemerintah mulai mensosialisasi-
kan kebijakan barunya, yakni keharusan semua ormas dan orpol
mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi.
Kebijakan inilah yang kemudian dikenal dengan deidoligisasi.
Menghadapi kebijakan baru tersebut, kedua kubu tadi sama-sama
menyatakan bersedia menerima, sehingga sempat terjadi kebim-
bangan di kalangan pemerintah, harus memihak siapa dalam
konflik antar kedua kubu tersebut. Namun berkat pendekatan
yang dilakukan Kiai As’ad dan kalangan muda, seperti Abdur-
rahman Wahid, terhadap pemerintah, akhirmya tampak jelas bah-
wa pemerintah mendukung kubu Situbondo. Hal ini terlihat dari
diberinya ijin pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama
NU 1983 dan Muktamar NU ke-27 1984, yang keduanya dilak-
sankan di Pesantren Salafiah Syafiiayah Situbondo, milik Kiai
As’ad, sementara rencana kubu Cipete yang juga bermaksud
menggelar Munas dan Muktamar tidak diberi ijin.

Dalam Munas 1983 itulah diputuskan bahwa NU kembali ke
Khittah 1926 dan menerima Pancasila sebagai asas organisasi NU
yang selanjutnya dikukuhkan oleh Muktamar ke-27 setahun ke-
mudian. Dengan khittah 1926, berarti NU memutus hubungan
formal dengan Partai Persatuan Pembangunan atau mengundur-
kan diri dari lapangan politik praktis dan kembali sebagai organi-
sast sosial keagamaan. Dalam kedua hal tersebut—Khittah 1926
dan penerimaan Pancasila—peran Kiai Achmad Siddiq sangat
sentral. Pemikiran Kiai Achmad dalam kedua hal itu dan peran
yang dimainkannya dalam meyakinkan kaum Nadliyyin akan
penulis bahas lebih mendalam dalam dua sub bahasan berikut
ini. '

Khittah Nahdliyyah

Kalau khittah diartikan sebagai menjauhi kegiatan politik prak-
tis dan berkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan sosial keagamaan,
maka keinginan tersebut sebetulnya sudah muncul sejak 1959,
atau sekitar tujuh tahun setelah NU menyatakan diri sebagai
partai politik. Dalam masa itu, aspirasi tersebut memang tidak
mendapatkan respon yang cukup dari kalangan Nahdliyyin.
Khittah menjadi makin hanyak dibicarakan orang ketika NU
menyelenggarakan Muktamar ke-26 1979 di Semarang, setelah
Kiai Achmad Siddiq mengeluarkan sebuah buklet yang diberi
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judul Khittah Nahdliyah. Istilah khittah ini makin populer setelah
Munas NU di Situbond01983. Namun, apa sebenarnya yang di-
maksud Kiai Achmad dengan khittah ini? Mengapa dia menulis
buku tersebut? Apa saja yang diuraikan di dalamnya? Itulah kira-
kira pertanyaan yang hendak dijawab dalam sub bahasan ini.

Aspirasi meninggalkan partai politik muncul pertama kali se-
cara terbuka pada Muktamar ke-22 di Jakarta pada 1959 dan dis-
ampaikan oleh Kiyai Achyat Chalimi, utusan dari Mojokerto, Jawa
Timur. Dia menyatakan bahwa sebagai partai politik, NU saat
itu terlalu dikuasai kelompok tertentu dan kepentingan pribadi
telah menggantikan kepentingan umum. Untuk itu NU perlu
kembali ke organisasi semula dan meninggalkan politik praktis.
Ketika politik menjadi panglima dan NU selalu mendapat jatah
kursi di kabinet, tentu suara tersebut tidak populer saat itu. Na-
mun bukan berarti bahwa aspirasi tersebut lalu hilang begitu saja.
Pada 1968, K.H. Binshri Syansuri, dalam sebuah rapat pengurus
partai menghimbau agar khittah 1926 dijadikan sumber inspira-
si. Meski tidak secara eksplisit menyarankan agar NU mening-
galkan panggung politik, arah ucapan tersebut jelas ke sana.

Dalam Muktamar ke-25 di Surabaya, 1971, Rais Am Kiai Wa-
hab Hasbullah sendiri mengemukakan himbauan agar NU
kembali ke khittahnya. Kemudian, ketika telah terjadi fusi par-
tai-partai politik, di mana NU menjadi salah satu unsur dalam
PPP, muncul usulan agar dipisahkan antara cabang politik, di
satu pihak, dan cabang sosial keagamaan, di pihak lain. Usulan
ini, bahkan ditekankan langsung oleh Rais Aam Kiai Bishri Syan-
suri.'®

Perkembangan politik pasca fusi 1974, sebagaimana telah diba-
has sebelumnya, menunjukkan bahwa peran NU dalam PPP
semakin dipinggirkan. Sebagai Ketua Umum PBNU, Idham Cha-
lid dianggap tidak cukup gigih memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan NU. Dalam saat yang sama, Idham Chalid juga di-
anggap makin meninggalkan pengurus Syuriah karena keputus-
an-keputusan NU, khususnya yang bekenaan dengan urusan

“Feillard, NU vis-d-vis Negara, hal. 208-210.
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politik, tidak lagi dikonsultasikan dengan Syuriah. Semua itu
menyebabkan para kiai dan sebagian warga NU, khususnya
mereka yang tidak terlibat dalam politik dan sayap politik faksi
non-Idham, makin giat mengupayakan agar NU meninggalkan
panggung politik praktis.

Dalam situasi seperti itulah pemikiran K.H. Achmad Siddiq
tentang Khittah Nahdliyyah muncul. Dalam sebuah buklet yang
diterbitkan menjelang Muktamar NU ke-26, 1979, Achmad meng-
awali penjelasannya tentang khittah dengan mengatakan: “Nah-
dlatul Ulama didirikan oleh para ulama yang sebelumnya sudah
memiliki kesamaan-kesamaan dalam wawasan keagamaan yang
meliputi pandangan, sikap, dan tata cara pemahaman, pengha-
yatan dan pengamalan ajaran agama Islam, bahkan sampai ke-
pada tingkah laku sehari-hari.”?® Lebih lanjut dia mengatakan,
“Kesamaan yang sudah membudaya dan menjadi perwatakan
(karakteristik) itu dibawa dan dituangkan dalam Nahdlatul Ula-
ma sebagai wadah perjuangan bersama menuju Izzul Islam wal
Muslimin. Kesamaan wawasan keagamaan itulah yang ingin diru-
muskan menjadi Khittah Nahdliyyah, garis-garis besar pandangan
tingkahlaku perjuangan Nahdlatul Ulama.”

Dengan kalimat pembuka ini, tampaknya Achmad ingin me-
negaskan bahwa lapangan kegiatan NU itu harus sesuai dengan
aspirasi para ulama pendiri NU ketika mereka mendirikan or-
ganisasi ini. Sangat mungkin, pada saat itu Achmad gelisah de-
ngan perkembangan NU yang dianggap tidak lagi sesuai dengan
garis perjuangan yang semestinya. Hal ini terungkap dalam alasan
mengapa ia menulis buklet ini.

Ada empat alasan yang melatar-belakangi lahirnya tulisan ini.
Pertama, makin jauhnya jarak waktu antara generasi pendiri de-
ngan generasi penerus. Kedua, makin luasnya medan perjuang-
an dan beragamnya bidang yang ditangani. Dalam poin ini, ten-
tu Achmad memaksudkan masuknya lapangan politik praktis,
yang tidak menjadi agenda ketika NU didirikan. Alasan ketiga
adalah makin banyak dan beragamnya orang yang bergabung
dalam NU dengan latar belakang pendidikan dan sub-kultur yang

WK.H. Achmad Siddig, Khitthah Nahdliyah, hal. 11.
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berbeda-beda. Di sini Achmad menjelaskan bahwa akibat dari
NU menjadi salah satu pemenang dalam Pemilu 1955, di satu
sisi, NU membutuhkan banyak kader, dan sisi lain, “orang da-
tang berbondong-bondong berebut masuk Partai NU, dari sega-
la penjuru, dari segala lapisan dan dari segala macam latar bela-
kang pendidikan dan sub-kultur. Hampir tanpa seleksi, NU me-
nerima mereka itu.” Alasan keempat adalah makin berkurangn-
ya peranan dan jumlah ulama generasi pendiri dalam pimpinan
NU.® Kurangnya peranan ulama, jelas diarahkan pada kenyataan
bahwa Pengurus Tanfidziyah terlalu dominan dan tidak banyak
melibatkan Syuriah dalam membuat keputusan organisatoris.

Karena alasan-alasan di atas, Kiai Achmad kemudian meru-
muskan beberapa karakteristik NU yang ia maksudkan. Ia men-
jelaskan secara panjang lebar dalam 11 sub bab buklet tersebut.
Dalam kesempatan ini saya hanya akan membahas dua tema
pokok, yakni ciri keagamaan dan posisi ulama dalam NU. Kedua
temna tersebut penulis anggap paling penting, karena itulah yang
kemudian menjadi pembahasan utama dalam Munas 1983 dan
Muktamar 1984, dan dua hal itu pula yang dibahas kembali oleh
Kiai Achmad dalam makalah “Pemulihan Khittah Nahdlatul Ula-
ma 1926” yang menjadi bahan Munas 1983.

Mengenai ciri keagamnaan, Kiai Achmad menyatakan bahwa
NU yang didirikan pada 1926 itu adalah organisasi keagamaan.
“Sejak didirikannya, Nahdlatul Ulama menegaskan dirinya se-
bagai organisasi keagamaan (jam’iyyah diniyyah). Lebih dari itu,
menegaskan dirinya sebagai organisasi keagamaan Islam (jam-
"tyyah diniyyah Islamiyyah), bukan hanya sekedar organisasi yang
didirikan oleh para pemeluk Istam untuk memperbaiki keduduk-
annya pada bidang tertentu saja, umpamanya bidang politik,
ekonomi, atau lainnya.”” Dengan kata lain, Achmad melanjut-
kan, NU “didirikan karena motif keagamaan, tidak karena do-
rongan politik atau ekonomi atau lainnya.”? Penegasan ini jelas

PSiddiq, Khitthah, hal 14-15.
#5iddiq, Khitthah, hal. 17
2Siddiq, Khitthah, hal. 19.
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sekali dimaksudkan sebagai kritik dan koreksi atas realitas NU,
atau tepatnya pengurus-pengurus NU, pada saat itu yang terla-
lu sibuk mengurusi politik, menggunakan NU untuk menun-
jang karir politik pribadinya, atau untuk memperbaiki tingkat
ekonominya.

Selanjutnya, Achmad menegaskan, karena bersifat keagamaan,
maka “segala sikap tingkah laku dan karakteristik perjuangan-
nya selalu disesuaikan dan diukur dengan norma hukum dan
ajaran agama.” Penegasan ini tampaknya diarahkan pada para
politisi NU yang tidak lagi mempertimbangkan norma dan ajar-
an agama dalam mengambil keputusan-keputusan politisnya.
Pertimbangan utamanya justru adalah kepentingan politik yang
hanya menguntungkan kelompok tertentu. Para kiai, khususnya
mereka yang duduk dalam kepengurusan Syuriah, seperti Kiai
Bisri Syansuri, pada saat itu memang mengeluhkan sikap para
politisi NU yang seperti itu.

Karena bersifat keagamaan tadi, menurut Achmad, kegiatan
NU harus dititikberatkan pada “bidang-bidang yang langsung
berhubungan dengan keagamaan, seperti masalah ubudiyah,
mabarrot, da’wah, ma’arif, mu’amalah, dan sebagainya. Kegiat-
an di bidang lain dibatasi sekedar mendukung dan memenuhi
persyaratan perjuangan keagamaan.” Sekali lagi, pernyataan ini
merupakan kritik terhadap fenomena NU saat itu yang justru
lebih banyak mengurus politik, sementara bidang yang seharus-
nya ditangani, ditelantarkan. '

Mengenai posisi ulama, Kiai Achmad menjelaskan bahwa ula-
ma adalah tiang utama NU, sehingga ia seharusnya menduduki
posisi yang sangat sentral. “Nama Nahdlatul Ulama yang berarti
kebangkitan para ulama tidak hanya secara kebetulan dipilih
untuk jam’iyyah ini. Pemilihan nama ini, bukan Nahdlatul Mus-
limin atau Nahdlatul Ummah umpamanya, membuktikan beta-
pa penting dan khasnya kedudukan ulama dalam Jam’iyyah
Nahdlatul Ulama.” Pemilihan ulama sebagai soko guru NU ini
didasari oleh, paling tidak, dua alasan. Pertama, ulama adalah
tokoh yang “paling kuat dan paling dapat dipertanggungjawab-
kan jiwa, mental, ilmu, amal dan akhlak keagamaannya.” Kedua,
ulama mempunyai kewibawaan dan pengaruh terhadap santri,
mantan santri yang telah kembali ke desa asalnya, dan masyarakat
sekitar. Lebih lanjut Achmad menyatakan, “betapapun besar
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prestasi dan prestisenya di bidang lain (kepengurusan, jabatan
dan profesi), dia harus bersedia menempatkan diri di bawah bim-
bingan ulama.” Dengan statemen ini, Achmad ingin mengem-
balikan supremasi ulama, yang di NU terlembagakan dalam Syu-
riah, terhadap pengurus Tanfidziyah. Pada saat itu, meski secara
formal organisatoris, Syuriah diakui sebagai lembaga legislatif
dan lebih tinggi kedudukannya daripada Tanfidziyah, dalam
kenyataannya, pengurus Tanfidziyah-lah yang justru berkuasa.
Hampir semua keputusan politis NU ditetapkan pengurus ini
tanpa konsultasi dengan Syuriah. Rais Aam Kiai Bisri Syansuri,
misalnya, pernah mengeluhkan hal ini:

Ada orang-orang PBNU yang nazkalan {curang), yang dikendaki hanyalah
lancarnya politik, tidak mengingat isinya politik itu. Aku dipolitiki. Setiap
kuajak rapat selalu ada alasan untuk menunda. Jika aku di Jakarta mereka
sama-sama menyembunyikan diri, tetapi jika aku berada di Jombang mereka
mengadakan rapat sendiri. Tanpa aku.®

Posisi ulama yang sentral ini ditegaskan kembali Kiai Ach-
mad dalam makalahnya “Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama
1926” yang menjadi bahan Munas 1983. Lebih lanjut Achmad
mengatakan, “Ketika kedudukan ulama mantap, maka mantap
pula perjalanan NU. Tetapi sejarah mencatat bahwa telah terjadi
pergeseran kedudukan ulama di dalam NU. Bahkan tenaga
“teknokrat” (Tanfidziyah) yang seharusnya menjadi “orang ke-
percayaan” ulama, ada yang sudah bersikap menentang (dan
bahkan menantang) ulama yang nota bene mempunyai kedu-
dukan formal organisatoris (Syuriah). Sikap inilah yang meng-
goyahkan sendi-sendi NU.”% Di sini, kritik yang dilontarkan
Achmad makin spesifik, yakni diarahkan pada pengurus Tan-
fidziyah yang jelas-jelas tidak lagi menghargai pendapat Syuri-
ah. Untuk itu, Achmad mengajukan beberapa usulan konkrit
untuk memperkuat posisi Syuriah. Misalnya, dia mengusulkan

BSebagaimana dikutip dalam Feillard, NU vis-d-vis Negara, hal. 213.
¥Kutipan tersebut diambil dari Pemikiran K.H. Achmad Siddig, (Surabaya,
Yayasan Majalah Aula, 1992), hal. 57.
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agar yang disebut Pengurus NU di semua tingkatan adalah Peng-
urus Syuriah. Yang dipilih dalam musyawarah (mulai dari Muk-
tamar sampai Rapat Anggota) hanyalah Pengurus Syuriah, se-
mentara Tanfidziyah diangkat dan diberhentikan oleh Syuriah.
Hal ini berarti, Achmad berusaha memberikan kekuasaan organi-
satoris yang sangat besar kepada para ulama yang duduk di Syu-
riah. Selain itu ia juga mengatakan bahwa Pengurus Syuriah se-
cara kolektif berhak membatalkan rencana kerja atau menghen-
tikan pelaksanaannya jika dianggap bertentangan dengan Isiam
atau peraturan-peraturan NU yang ada.”

Pemikiran Kiai Achmad yang tertuang dalam Khitiah Nah-
dliyyah dan “Pemulihan Khittah NU 1926” tersebut disetujui
sepenuhnya oleh peserta Munas, khususnya dalam hal mengem-
balikan kedudukan sentral Pengurus Syuriah dan dipertegasnya
bidang garapan NU yang berupa masalah-masalah sosial-kea-
gamaan. Persetujuan ini kemudian dituangkan dalam Keputus-
an Munas Nomor II/MAUNU/1404/1983 tentang Pemulihan
Khittah Nahdlatul Ulama 1926. Salah satu bagian dalam Keputus-
an tersebut berisi tentang “Pokok-pokok Pikiran tentang Pemulih-
an Khittah NU 1926.” Dalam bagian ini dinyatakan secara tegas
bahwa Syuriah NU adalah lembaga kepemimpinan NU yang
mempunyai tugas sebagai pengendali, pemimpin dan pengelola
NU. Karena itu, maka pengurus NU di semua tingkatan adalah
pengurus Syuriah. Pemilihan Pengurus Tanfidziyah, meski di-
lakukan oleh musyawarah, harus mendapatkan persetujuan ter-
lebih dahulu dari Pengurus Syuria. Dan yang lebih penting lagi,
Pengurus Syuriah dapat memberhentikan Pengurus Tanfidziyah
tanpa menunggu masa jabatannya selesai, jika yang terkahir ini
dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan or-
ganisasi maupun agama.®

Butir-butir ini jelas dimaksudkan sebagai koreksi total terhadap
apa yang terjadi di NU selama dekade 1970-an, di mana lembaga

BPemikiran K.H. Achmad Siddig, hal 58.
%Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Nahdlatul Ulama Kembali ke
Khittah 1926, (Bandung: Risalah, 1985) hal. 56-57
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Tanfidziyah begitu dominan dan Syuriah ditinggatkan begitu saja.
Dengan poin terakhir tadi, yakni Syuriah dapat memecat Tan-
fidziyah, tampaknya dimaksudkan sebagai ancang-ancang jika
pengalaman seperti yang dilakukan Idham Chalid terjadi lagi di
kemudian hari. Jika Syuriah mempunyai hak memecat Tanfidz-
iyah, tentu tidak akan timbul kontroversi sekitar “pengunduran
diri” Idham tersebut tadi.

Sementara itu, dalam hubungannya dengan politik, dinyata-
kan bahwa hak berpolitik adalah termasuk hak asasi seluruh
warga negara, termasuk anggota NU. Namun ditegaskan bahwa
NU bukan wadah kegiatan politik praktis, sehingga penggunaan
hak berpolitik warga NU harus “dilakukan menurut ketentuan
perundang-undangan yang ada.” Dengan demikian, NU berarti
meninggalkan lapangan politik praktis—lapangan yang telah
digelutinya selama tiga dekade. Hal ini diperkuat dengan pene-
tapan program prioritas NU yang meliputi dakwah, pendidikan
dan mabarrot atau kesejahteraan sosial.?

Keputusan yang berkaitan dengan politik tadi dipertegas lagi
dengan satu Keputusan Munas Nomor IV/MAUNU/1404/1983
tentang Rekomendasi Larangan Perangkapan Jabatan Pengurus
Nahdlatul Ulama dengan Jabatan Pengurus Organisasi Politik.
Keputusan tersebut memang baru rekomendasi kepada PBNU
agar melarang jabatan rangkat tersebut. Namun ini jelas menun-
jukkan keinginan peserta Munas untuk memutus hubungan se-
cara formal organisatoris dengan PPP.

Semua keputusan Munas tersebut setahun kemudian dikukuh-
kan oleh Muktamar NU ke-27, 1984. Dan sejak itu Khittah Nah-
dliyyah atau Khittah Nahdlatul Ulama dan juga sering disingkat
menjadi Khittah 1926, menjadi populer di seantero Indonesia,
khususnya bagi warga NU.

Dari pembahasan di atas, jelas sekali bahwa Kiai Achmad Sid-
diq adalah orang yang sangat penting dalam merumuskan Khit-
tah. Bermula dari bukletnya Khittah Nahdliyyah kemudian disu-
sul dengan makalahnya “Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama

TPBNU, Nahdlatul Ulama, hal. 58-59.
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1926” yang menjadi bahan Munas 1983, pemikirannya kemudi-
an terinstitusionalkan dalam organisasi NU lewat keputusan
Munas lalu Muktamar ke-27. Tidak mengherankan jika hal ini
kemudian menghantarkannya ke pucuk pimpinan NU sebagai
Rais Aam PBNU lewat Muktamar itu.

Asas Tunggal Pancasila
Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan Kiprah
_Politik- NU di atas, pada 1982 terjadi perpecahan antara “kubu
Cipete” dan “kubu Situbondo” menyusul pengunduran diri
Idham Chalid sebagai Ketua Umum PBNU dan pencabutan
kembali surat pengunduran diri tersebut. Pada saat itu, pemerin-
tah Orde Baru mulai mengumumkan kebijakannya bahwa se-
mua organisasi politik, dan kemudian juga organisasi massa,
harus mempunyai asas tunggal, yakni Pancasila. Meski kedua
kubu tersebut menyatakan kesediaannya menerima kebijakan
baru ini, pemerintah lebih memihak pada kubu Situbondo. Pemi-
hakan ini sekaligus menjadi test case bagi NU untuk memulihkan
hubungan baiknya dengan pemerintah, setelah pada dekade 1970-
an selalu menjadi oposan. Para ulama NU yang bertemu Presi-
den Soeharto menjelang Munas 1983 dan menyatakan peneri-
maannya terhadap kebijakan asas tunggal tersebut kemudian
menugaskan Kiai Achmad Siddiq untuk membuat rumusan yang
membahas penerimaan asas tunggal Pancasila. Didukung oleh
para ulama senior seperti Kiai As’ad Syamsul Arifin, Kiai Mach-
rus Alj, dan Kiai Ali Ma’shum, serta jaminan pemerintah bahwa
Pancasila tidak akan diagamakan, peserta Munas 1983 kemudi-
an menerima rumusan yang disusun Kiai Achmad tersebut.
. Rumusan Kiai Achmad tentang Pancasila ini tertuang dalam
bagian dua dari makalahnya “Pemulihan Khittah Nahdlatul Ula-
ma 1926.” Dalam makalah tersebut, pada intinya Achmad me-
nyatakan bahwa Pancasila dan Islam adalah dua hal yang sejalan
dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan tidak
boleh dipertentangkan. Keduanya tidak harus dipilih salah satu
dengan menghilangkan lainnya. Selanjutnya, Achmad menjelas-
kan bahwa Pancasila adalah ideologi sedang Islam adalah aga-
ma. Ideologi adalah buatan manusia sementara agama adalah
wahyu Allah, sehingga keduanya tidak mungkin disejajarkan.
Oleh karena itu Achmad menyarankan kepada peserta Munas
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untuk menerima ajakan yang sungguh-sungguh dari pemerin-
tah untuk menjadi Pancasila sebagai asas organisasi ini.

Ajakan yang sungguh-sungguh dari pemerintah ini patut di-
fahami secara wajar dan proporsional oleh semua pihak. Di sam-
ping itu, tidaklah berlebih-lebihan kalau diharapkan pengertian
yang mendalam bahwa agama bagi semua pemeluk agama ada-
lah sesuatu yang sangat prinsipil. Pemerintah selalu menegas-
kan tidak meng-agamakan Pancasila dan tidak mem-Pancasila-
kan agama. Dengan perkataan lain, bahwa berpancasila tidak
harus dilakukan dengan mengesampingkan agama dan sebalik-
nya, bahwa beragama tidak harus dilakukan dengan mengesam-
pingkan Pancasila.

Ada tiga pertimbangan, lanjut Achmad, yang patut diingat
dalam menanggapi kebijakan pemerintah ini. Pertama, dengan
kebijakannya itu pemerintah tidak memaksudkan bahwa ketika
menerima asas tunggal Pancasila, NU mengesampingkan Islam.
Kedua, NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal ini didasar-
kan pada pertimbangan syari‘ah dan bukan berdasarkan alasan
politis.”® Ketiga, NU tetap bertegang teguh pada agidah dan
syari‘ah Islam. Pendapat kedua tersebut perlu dinyatakan untuk
menghindari kesalahpahaman terhadap NU, sebagaimana yang
terjadi ketika NU memutuskan wilayah nusantara sebagai darul
Islam meski saat itu masih berada di bawah jajahan Belanda; keti-
ka NU memutuskan bahwa jihad di awal revolusi fisik hukum-
nya fardlu ain; dan ketika NU memberikan gelar waliyyul amri ad-
dharuri bis-syaukah kepada Soekarno.”

Berbeda dengan konsep khittah di atas, yang mendapat du-
kungan sepenuhnya dari peserta Munas, rumusan Kiai Achmad
tentang Pancasila ini ternyata mendapat tentangan keras. Ter-
catat 44 orang dari 46 peserta yang memberikan tanggapannya
menolak dengan tegas rumusan yang disodorkan Kiai Achmad.
Bahkan salah satu peserta menuduh sikap menerima Pancasila
sebagai tindakan murtad. Tampaknya, sebagian besar peserta

ZLebih jauh tentang perﬁmbangan syariah ini, lihat Einar Martahan Sitom-
pul, NU dan Pancasila, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989) hal. 168-187.
PPemikiran K.H. Achmad Siddig, hal. 60-68.
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khawatir akan hilangnya identitas Islam dari NU, padahal orien-
tasi Islam bagi NU telah menjadi jiwa dan denyut nafasnya.®
Reaksi ini tentu di luar dugaan para ulama senior penggagas
penerimaan asas tunggal. Namun berkat penjelasan yang me-
madai dengan didukung oleh dalil-dalil dan literatur-literatur
yang selama ini menjadi rujukan NU, peserta Munas akhirnya
sepakat menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Dalam kesem-
patan itulah Kiai Achmad kemudian menyampaikan analog se-
perti di kutip di awal tulisan ini.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam salah satu
bagian dari Keputusan Munas No [I/MAUNU/1404/1983 ten-
tang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926. Bagian tersebut
berjudul “Deklarasi Tentang Hubungan Pancasila dan Islam.”
Ada lima butir yang ditulis dalam deklarasi tersebut, dan se-
lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bu-
kanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat diper-
gunakan untuk menggantikan kedudukan agama.

2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indone-
sia menurut pasa 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menji-
wai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian ke-
imanan dalam Islam.

3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syari‘ah, meliputi as-
pek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.

4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari
upaya ummat Islam Indonesia untuk menjalankan syari‘at agamanya.

5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban
mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamal-
annya yang murni dan konsekuen oleh semua fihak.»

Dengan diterimanya Pancasila sebagai asas tunggal ini, NU
memasuki kehidupan baru vis-a-vis negara. NU merupakan or-
mas Islam pertama yang menerima kebijakan pemerintah ten-
tang asas tunggal ini. Lebih dari itu, ia juga menawarkan satu

¥M. Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan islem di Indonesia: Pendekatan Fikih
dalam Politik, (Jakarta: Gramedia, 1994) hal. 283-284.
UPBNU, Nahdlaiul Ulama, hal. 50-51.
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penyelesaian genuine yang kemuian diikuti oleh ormas-ormas
Islam lain dalam menyelesaikan hubungan Isiam dan Pancasila.
Hal ini terlihat ketika satu tahun kemudian, Muktamar ke-27 di
Situbondo berhasil merumuskan perubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga NU, di mana di situ tertulis Asas NU
adalah Pancasila sedang Aqidah NU adalah Islam. Rumusan
inilah yang kemudian digunakan oleh sebagian besar ormas-or-
mas Islam ketika menerima asas tunggal Pancasila, untuk meng-
hindari konfrontasi dengan pemerintah dan menjaga kelangsung-
an organisasi yang bersangkutan sambil tetap mempertahankan
identitas Islamnya.

Peristiwa penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal ini, sekali
lagi, menunjukkan keluasan wawasan Kiai Achmad dalam pe-
nguasaan ilmu agama sekaligus pemahamannya yang baik akan
tuntutan-tuntutan yang terjadi dalam realitas kehidupan. Tun-
tutan-tuntutan itu harus dihadapi agar tetap survive, namun de-
ngan cara yang tidak boleh mengorbankan ajaran, norma atau
nilai agama. Hal ini menmbah credit point tersendiri bagi Ach-
mad, sehingga tidak mengejutkan ketika setahun kemudian dia
terpilih sebagai Rais Aam PBNU menggantikan Kiai Ali Ma’shum
yang tidak bersedia dicalonkan kembali. Dalam menakhodai
bahtera NU yang beranggotakan puluhan juta orang tersebut Kiat
Achmad didampingi seorang Ketua Umum PBNU Abdurrah-
man Wahid—seorang tokoh muda yang juga turut memperjuang-
kan diterimanya kebijakan asas tunggal Pancasila.

Bagaimanakah peran Kiai Achmad setelah menjadi Rais Aam?
Itulah yang hendak penulis bahas berikut ini.

Sebagai Rais Aam PBNU

Banyak yang menduga bahwa aktivitas Kiai Achmad di NU
baru mulai menjelang Munas Alim Ulama 1983. Dugaan ini ten-
tu tidak tepat karena jauh sebelumnya ia sudah aktif di NU. Ha-
nya; karena ia lebih memilih mengasuh Pondok Pesantren As-
shiddigiyah Putra (Astra) maka ia tidak masuk dalam jajaran pe-
ngurus harian baik di Syuriah maupun Tanfidziyah. Dan karena
itu pula namanya jarang terdengar sebelum Munas tersebut. Tapi
ini tidak berarti bahwa ia tidak mempunyai peran apa-apa pada
masa-masa itu. Terkenal sebagai seorang alim dan ditunjang oleh
kharisma sebagai putra KH. Muhammad Shiddiq dan adik dari
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K.H. Mahfudz Shiddiq— Ketua Umum PBNU kedua setelah
Hasan Gipo—menyebabkan Kiai Achmad termasuk dalam jajar-
an elit tokoh NU. Sehingga, ia sering diundang dalam pertemuan-
pertemuan penting NU meski tidak menduduki jabatan struk-
tural. Kiai Achmad, misalnya, memainkan peranan kunci dalam
terpilihnya Kiai Ali Ma’shum sebagi Rais Aam menggantikan
Kiai Bisri Syansuri. Hal yang sama kemudian juga terjadi dalam
pemilihan Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum PBNU

_yang mendampinginya. Peran penting tersebut terus dimainkan
dengan baik setelah ia menduduki jabatan Rais Aam hasil Muk-
tamar ke-27, 1984, di Situbondo.

Sebagaimana telah disinggung di bagian awal tulisan ini, Kiai
Achmad telah aktif di NU sejak masa muda. Bermula dari tingkat
kabupaten Jember, Achmad sempat menjadi Pengurus Wilayah
NU Jawa Timur. Namun pesantren peninggalan orang tuanya
tampaknya lebih membutuhkan perhatiannya, sehingga kemu-
dian dia mengurangi aktivitasnya di NU dan konsentrasi penuh
mengurus pesantren. Namun itu tidak berarti, Achmad lalu tidak
manaruh perhatian sama sekali terhadap perkembangan NU. la
terus mengikuti perkembangan dengan selalu hadir di forum-
forum musyawarah NU, seperti Konferensi Besar, Musyawarah
Nasional atau Muktamar.

Ketika Kiai Bisri Syansuri, Raim Aam PBNU, meninggal du-
nia pada April 1980, jabatan Raim Aam dibiarkan lowong sam-
pai diselenggarakannya Munas Alim Ulama 1981 di Kaliurang,
Yogyakarta. Tidak ada alasan resmi mengapa K.H. Anwar Musad-
dad, yang saat itu menjadi Wakil Rais Aam, tidak dapat bertin-
dak sebagai pejabat Rais Aam sampai diselenggarakannya Muk-
tamar—forum yang berhak memilih pengurus baru.? Justru,
PBNU kemudian menggelar Munas pada 1981 untuk membicara-

2Ajasan mengapa Kiai Anwar Musaddad tidak dapat bertindak sebagai
pengganti Kiai Bisri tampaknya karena banyak ulama terkemuka menilai An-
war tidak cocok dengan posisi itu, yakni tidak mempunyai pesantren, sehing-
ga tidak dapat dikategorikan sebagai kiai dalam arti sebenarnya. Alasan lain
adalah karena ia bukan orang Jawa, tapi Sunda, dan kawan dekat I[dham Cha-
lid—Ketua Umum PBNU yang saat itu mulai tidak disukai banyak kiai. Lihat
van Bruinessen , NU: Tradisi, hal. 119.
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kan pengganti Kiai Bisri. Ada dua calon potensial untuk Rais Aam
ind, yakni Kiai Machrus Ali dan Kiai As’ad Syamsul Arifin. Yang
pertama, ketika dihubungi, menolak jabatan tersebut, sementara
yang kedua dipandang belum memenuhi syarat di mata ulama
Jainnya. Aklhirnya, muncullah nama baru, yakni Kiai Ali Ma’-
shum, pengasuh Pesantren Krapyak Yogyakarta.

Terpilihnya Kiai Ali ini ternyata tidak lepas dari peran Kiai
Achmad yang saat itu turut hadir dalam Munas. Tatkala peserta
Munas tidak mencapai kesepakatan tentang siapa yang paling
layak diangkat sebagai Rais Aam, Kiai Achmad bangkit dan ber-
kata bahwa dia tidak melihat seorang pun yang lebih cocok un-
tuk menjadi Rois Aam daripada Kiai Ali Ma’shum. Ternyata, tak
ada peserta Munas lainnya yang keberatan dengan usulah Kiai
Achmad ini atau mengajukan nama lain yang dianggap lebih
baik. Akhirnya beberapa saat kemudian Ali Ma’shum terpilih
sebagai Rais Aam secara aklamasi.® Peran yang dimainkan Ach-
mad ini sekilas mirip dengan peran Umar ibn Chattab ketika ia
membaiat Abu Bakar sebagai Khalifah menggantikan Nabi Mu-
hammad, dan tidak ada sahabat lain yang keberatan dengan ini-
siatif Umar tersebut.

Peran yang kurang lebih sama dimainkan kembali Kiai Ach-
mad ketika Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Ketua Umum
PBNU dalam Muktamar 1984, meskipun yang ini agak berbau
mitis. Ketika ahlul halli wal agdi terbentuk dan mengadakan rapat
untuk menentukan siapa yang paling layak menjadi Ketua Umum
PBNU, nama Abdurrahman Wahid adalah kandidat terkuat.
Namun sebagian anggota sempat ragu dengan kepribadian Gus
Dur—panggilan akrab Abdurrahman Wahid—karena aktivitas-
nya di bidang kesenian seperti pernah menjadi anggota Badan
Sensor Film, dewan juri Festival Film Indonesia, dan Ketua De-
wan Kesenian Jakarta. Namun keraguan ini segera dijawab Kiai.
Achmad dengan mengatakan bahwa dia pernah bermimpi meli-
hat Kiai A. Wahid Hasyim, ayah Gus Dur, sedang menata kursi
di arena Muktamar. Mimpi ini kemudian ditafsirkan bahwa
Wahid Hasyim telah mempersiapkan dan menghendaki anak-

#yan Bruinessen , NU: Tradisi, hal 122-123.
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nya menjadi Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu keraguan ter-
hadap Gus Dur segera sirna dan ia terpilih sebagai Ketua Umum.

Setelah menjadi Rais Aam PBNU, tugas Kiai Achmad yang
berduet dengan Abdurrahman Wahid cukup berat dalam men-
sosialisasikan hasil-hasil Muktamar. Di satu sisi, dengan khittah
1926 yang berarti NU meninggalkan PPP, Kiai Achmad harus
berhadapan dengan aktivis NU sayap politik yang tetap meng-
hendaki agar NU tidak keluar dari PPP. Sementara di sisi lain,
dengan diterimanya Pancasila sebagai asas tunggal organisasi,
Kiai Achmad harus menjelaskan kepada semua pihak bahwa
penerimaan tersebut didasarkan pada pertimbangan syari‘ah dan
bukan politis. Saat itu, penolakan terhadap kebijakan asas tung-
gal di kalangan ormas Islam memang masih sangat kuat, ter-
lebih karena peraturan tentang hal itu belum diundangkan.

Dalam sebuah diskusi di Badan Litbang Depag Jakarta, misal-
nya, Achmad secara terbuka menjelaskan bahwa tidak ada alas-
an yang signifikan untuk menolak kebijakan asas tunggal terse-
but. Satu-satunya alasan adalah hambatan psikologis yang beru-
pa saling curiga atau khawatir antara umat Islam dan pemerin-
tah. Pemerintah khawatir bahwa negara ini akan menjadi negara
agama tertentu sehingga merugikan pemeluk agama lain. Sedang
umat Islam khawatir bahwa Pancasila akan dijadikan semacam
agama nasional, menggantikan agama.*

Pemerintah pada awalnya juga tidak begitu saja percaya de-
ngan penerimaan Pancasila oleh NU ini.. Pada Februari 1984, Kiai
Achmad diundang oleh Menteri Dalam Negeri Suparjo Roestam
dan Menteri Agama Munawir Sjadzali untuk menjelaskan alasan-
alasan peneriman asas tunggal. Ada kecurigaan dari kedua menteri
tersebut bahwa yang dilakukan NU tersebut adalah tindakan poli-
tis. Achmad membutuhkan waktu sekitar tiga jam untuk meya-
kinkan keduanya dan menghilangkan kecurigaan tersebut.®

Semua itu menunjukkan betapa sabar, telaten dan gigihnya

#Achmad Siddiq, “Hubungan Agama dan Pancasila,” makalah disampai-
kan pertemuan ilmiah di Balitbang Depag, Jakarta, 14-15 Maret 1985. Kutipan
di sini ini diambil dati Pemikiran K.H. Achmad Siddig, hal. 108.

SFeillard, NU vis-a-vis Negara, hal 257.
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Kiai Achmad dalam menjelaskan prinsip-prinsip yang diyakini
kebenarannya, apalagi telah menjadi keputusan Muktamar NU.
Namun bagaimana kepemimpinan Kiai Achmad di Syuriah vis-
a-vis Tanfidziyah yang dipimpin Gus Dur?

Ada pendapat yang menyatakan bahwa Kiai Achmad hanya
mampu menyusun konsep khittah, tapi belum bisa merealisasi-
kannya. Pendapat yang agak miring ini didasari pada anggapan
bahwa selama Gus Dur menjadi Ketua Umum PBNU, Tanfidzi-
yah tetap dominan dan “mengalahkan” Syuriah. Aktivitas Gus
Dur, misalnya, menjelang Pemilu 1987 yang menggembosi PPP
sehingga pendapatan suara PPP turun drastis menjadi 15,3% di-
anggap telah menyalahi khittah itu sendiri, dan Syuriah tidak
melakukan tindakan apa-apa. Kegiatan Gus Dur di luar NU, seperti
di Forum Demokrasi (Fordem), dan juga pernyataan-pernya-
taannya yang sering menimbulkan kontrcversi, seperti masalah
salam, serta kedekatannya dengan kalangan non Muslim, dianggap
tidak layak dilakukan oleh seorang Ketua Umum PBNU, namun
toh tetap dibiarkan oleh Syuriah. Bahkan saking kesalnya dengan
tindakan serta ucapan Gus Dur yang kontroversial itu, Kiai As’ad
Syamsul Arifin, tuan rumah dan salah seorang tokoh penting
Munas 1982 dan Muktamar 1983, menyatakan diri keluar, mufara-
qah, dari NU. Namun hal ini tetap juga tidak menyebabkan Syuri-
ah menegur Gus Dur. Karena semua fenomena inilah muncul pe-
nilaian bahwa Kiai Achmad hanya mampu menyusun konsep.

Dalam pandangan penulis, penilaian tersebut mungkin lebih
disebabkan ketidak-tahuannya atas pribadi Kiai Achmad. Ach-
mad adalah kiai yang luas wawasannya sehingga tidak selau
harus melihat suatu masalah secara hitam putih tapi melihatnya
secara proporsional. Di mata Kiai Achmad, apa yang dilakukan
Gus Dur selama itu tampaknya tidak ada yang mengkhawatir-
kan bagi keberadaan NU. Sehingga apa yang dilakukan Gus Dur
justru mendapat dukungan dari Kiai Achmad. Hal ini tampak
ketika Gus Dur “berseteru” dengan Kiai As’ad, Kiai Achmad
membela posisi Gus Dur. Demikian juga terhadap aktivitas dan
kedudukan Gus Dur di Fordem.

Keluasan wawasan Kiai Achmad juga dapat dilihat dari apre-
siasinya terhadap produk kesenian. Dalam ruang kerja Achmad,
terdapat koleksi musik klasik dan musik-musik Barat modern, di
samping lagu-lagu kasidah. Pemandangan sepertt ini tentu tidak
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lumprah dijumpai dalam lingkungan kiai NU. Di saat sebagian
besar kiai masih mengharamkan segala jenis musik, karena itu
bagian dari perbuatan yang dapat melupakan Tuhan, Achmad
justru mengapresiasi.

Duet Kiai Achmad dan Gus Dur ini dalam batas-batas terten-
tu telah berhasil menghantarkan NU ke suasana baru. Sikap kedua
tokoh yang konsisten menjaga pelaksanaan khittah ketika diha-
dapkan pada upaya-upaya sayap politik NU agar kembali ke PP,
ternyata membuahkan ketentraman di hati masyarakat warga
NU. Dengan khittah yang dipertahankan ini hubungan NU de-
ngan pemerintah menjadi makin cair. Pemerintah tidak lagi men-
curigai langkah-langkah organisatoris NU. Kegiatan-kegiatan NU
di daerah tidak lagi dipersulit aparat. Para pejabat pemerintah
yang NU tidak lagi sungkan mengakui ke-NU-annya. Demikian
juga orang NU yang sebelumnya aktif di Golkar, sejak diadop-
sinya khittah, dapat kembali aktif di NU tanpa ada masalah.*

Semua yang dilakukan Kiai Achmad beserta Gus Dur terse-
but tentu dicatat dengan baik oleh pengurus-pengurus daerah
NU. Sehingga dalam Muktamar 28, 1989 di Krapyak Yogyakar-
ta, keduanya terpilih kembali sebagai Rais Aam dan Ketua Umum.
Kemenangan Kiai Achmad, khususnya, mempunyat arti tersendi-
ri, yakni memperkokoh posisi sayap non politik dalam NU. Hal
ini karena pada Muktamar tersebut muncul kandidat Rais Aam
lain, yakni Idham Chalid, yang menjadi pesaing utama Kiai Ach-
mad. Dengan kemenangan Kiai Achmad, maka untuk sementa-
ra hilang sudah harapan sayap politik untuk ikut mewarnai NU.

Menghadap Sang Khaliq

Ketika terpilih untuk kedua kalinya sebagai Rais Aam dalam
Muktamar 28, 1989 di Pesantren Krapyak Yogyakarta, kondisi
kesehatan Kiai Achmad sebetulnya sudah tidak bagus. Kondisi
ini makin lama makin memburuk. Puncaknya ketika ia harus
masuk rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya pada 9 Januari 1999
karena gula darahnya naik. Setelah dirawat selama 14 hari, akhir-

%Feillard membahas panjang lebar tentang dampak Khittah 1926 dalam
kehidupan warga NU secara umum. Lihat Feillard, NU vis-i-vis Negara, hai.
304-336.
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nya Kiai Achmad Siddiq menghembuskan nafasnya yang ter-
akhir. Hal ini tejadi tepatnya pada 23 Januari 1991 sekitar pukul
14.00. Ini berarti ia meninggal dalam usia genap 65 tahun kurang
sehari. Menurut diagnosis dokter yang merawat, selain menderi-
ta diabetes melitus dia juga mengidap komplikasi jantung, gin-
jal, hati, saraf dan osteoporosis.

Dengan diiringi puluhan ribu pelayat yang menangisi keper-
giannya, Kiai Achmad dimakamkan di Pemakaman Auliya, desa
Tambak, Kecamatan Mojo, Kediri Jawa Timur. Alasan mengapa
ia dimakamkan di tempat yang cukup jauh dari tempat tinggal-
nya selama ini adalah karena wasiat sang kiai sendiri yang ingin
dimakamkan di situ, supaya dekat dengan makam sejumlah orang
yang diyakini sebagai wali. Selain menjabat Rais Aam PBNU,
ketika wafat Kiai Achmad masih tercatat sebagai anggota Dewan
Pertimbangan Agung dan anggota Badan Pertimbangan Pendi-
dikan Nasional.

Sebagai penutup tulisan ini, cukuplah penulis sajikan komen-
tar-komentar orang yang mengenalnya dengan baik. Memang
komentar ini muncul setelah Kiai Achmad wafat, sehingga dapat
dipastikan semuanya bernada positif. Tapi itu bukan berarti bah-
wa komentar-komentar ini hanya basa-basi. Secara substansial,
apa yang disampaikan tokoh-tokoh tentang Kiai Achmad me-
ngandung kebenaran.

Menteri Agama Munawir Sjadzali, misalnya, mengatakan
bahwa “pandangannya [Kiai Achmad] dalam suatu masalah san-
gat mendalam, dan saya sangat dibantunya dalam menjelaskan
kepada umat Islam usaha untuk memahami perkembangan za-
man.” Sementara itu, Mensesneg Moerdiono, mengatakan, bu-
kan warga NU saja yang kehilangan dengan perginya K.H. Ach-
mad, tapi juga kalangan umat Islam dan masyarakat Indonesia
pada umumnya. “Saya tahu persis KH. Achmad Siddiq sangat
besar sumbangannya dalam meyakinkan umat Islam mengenai
tepatnya penegasan kita bahwa Pancasila adalah satu-satunya
asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernega-
ra.” Lebih jauh Moerdiono mengatakan bahwa kita kehilangan
seorang ulama, pemikir dan pemimpin yang secara jernih meli-
hat peranan NU khususnya dan Islam umumnya dalam trans-
formasi masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang makin
maju dan makin modern.

128



K.H. Achmad Siddig

K.H. Ali Yafie, yang waktu menjabat Wakil Rois Aam Syuriah
NU, menyatakan bahwa NU kehilangan tokoh panutannya. “NU
dan bangsa ini kehilangan orang besar. Seorang pejuang, pemikir,
dan ulama. NU kehilangan tokoh yang sangat dibutuhkannya
saat ini, yaitu saat-saat NU melakukan kerja-kerja besar.” Kiai
Achmad adalah sosok ulama ideal. “Tak mungkin kita temukan
penggantinya. Ketokohan yang berkumpul pada dirinya sulit
ditemukan dalam satu diri tokoh lain,” lanjutnya. Achmad, menu-
rut Ali Yafie, memiliki keluasan ilmu, keluhuran budi, integritas
dengan masyarakat serta pengabdian yang besar buat masyarakat.

Bagi K.H.A R. Fachruddin, Ketua Umum Muhamadiyah, Kiai
Achmad adalah tokoh yang sangat sederhana tapi mempunyai
wawasan sangat luas. Pak AR teringat, ketika bertemu almar-
hum di rumahnya di Jember, Kiai Achmad mengatakan bahwa
ukhuwah Islamiyah yang sedang diperjuangkan tidak perlu dia-
tur secara organisasi-organisasian. “Sebab tampaknya umat kita
masih perlu dipersiapkan terlebih dahulu, demikian pula umat
Pak AR,” demikian kata Kiai Achmad seperti ditirukan Pak AR.¥

Sementara Cenekiawan Muslim Nurcholis Madjid, menilai Kiai
Achmad adalah tipe kiai modern yang berpandangan luas, men-
dalam dan simpati terhadap kalangan muda. Sedang Prof. Dr.
Harun Nasution, Dekan Fakultas Pascasarjana IAIN Jakarta,
mengatakan, sulit mencari pengganti ulama besar itu. “Sampai
saat ini, tidak ada tokoh-tokoh NU yang mampu menandingi
K.H. Achmad Siddiq baik dari segi keilmuan, wawasan maupun
pergaulannya,” tambah Nasution.®

Penutup

Dengan membaca biografi Kiai Achmad Siddiq di atas, tam-
pak jelas bahwa sosok ia adalah seorang kiai yang sangat ber-
pengaruh dalam mengubah arah perjalanan sejarah ormas Islam
terbesar di Indonesia, NU. Dia adalah perumus awal khittah NU
dan tokoh yang sangat menentukan dalam penerimaan Pancasi-
la sebagai asas tunggal oleh NU. Ketika kedua hal tersebut disah-

¥Semua komentar tersebut dimuat dalam Kompas, 24 Januari 1991.
#Pelita, 24 Januari 1991,
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kan oleh institusi tertinggi dalam struktur organisasi NU, yakni
Muktamar pada 1983, maka perjalanan sejarah NU menjadi ber-
beda. Ia tidak lagi aktif sebagai bagian dari Partai Persatuan Pern-
bangunan, akibat dari khittah, dan hubungan dengan pemerin-
tah menjadi cair dengan diterimanya Pancasila. Tidak salah jika
kemudian banyak orang merasa kehilangan ketika tokoh satu
ini wafat. Namun ia telah menancapkan tonggak sejarah baru
bagi NU. Dan tugas para peneruslah untuk mempertahankan
tonggak tersebut.
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Jajat Burhanudin*

K. H. Dr. Idham Chalid
Tokoh Politik Akomodasionis

Seorang tokoh yangg “diam”. Ttulah kita-kira gambaran tepat
tentang Idam Chalid. Dalam sejumlah karya yang membahas
tentang tokoh-tokoh Muslim Indonesia, nama Idam Chalid ham-
pit luput dari perhatian. Bahkan, hal itu juga berlaku dalam karya-
karya yang dihasilkan lingkungan organisasi yang pernah dipim-
pinnya selama dua puluh delapan tahun (1956-1984), Nahdlatul
Ulama (NU). Untuk hanya menyebut satu contoh, buku Kharis-
ma Ulama, (Saifullah Ma’sum, 1998) yang memuat sejumlah
tokoh terkemuka NU, tidak memasukkan Idham Chalid sebagai
salah satu dari dua puluh enam ulama NU yang dibahas.

Kita tidak perlu —setidaknya untuk sementara ini-—membahas
lebih jauh absennya Idham Chalid dalam sejumlah karya di atas.
Hal pasti yang bisa dikatakan adalah fakta bahwa Idam Chalid
adalah seorang tokoh Muslim yang telah memainkan peran
tersendiri dalam sejarah Islam Indonesia. Dia menjadi ketua NU,
organisasi Muslim terbesar di Indonesia, dalam tempo sangat
panjang. Dia adalah seorang politikus yang bisa bertahan men-
duduki posisi penting di tengah perubahan politik Indonesia;
menjadi Wakil Perdana Menteri II pada Kabinet Ali Sastroami-
djojo (1956-1957), menjadi orang yang dekat Presiden Soekarno
masa Demokrasi Terpimpin, dan di masa Orde Baru, dia juga

*Dosen Fakultas Adab IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
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dipercaya menjadi Ketua MPR/DPR(1971-1977), dan sejumlah
jabatan penting lain dalam kekuasaan.

Tulisan ini akan membahas—meski secara singkat—biografi
dan pemikiran Idham Chalid. Dalam hal ini, perlu ditegaskan,
pembahasan terutama akan lebih difokuskan pada masa
Demokrasi Terpimpin. Pilihan ini didasarkan pertimbangan bah-
wa pada periode inilah Idham telah memainkan peran politik-
nya secara sangat berarti, khususnya ketika dihadapkan pada
kondisi politik yang sangat pelik. Di samping itu, dan mungkin
terpenting, pilihan ini didasarkan pada fakta bahwa juga pada
periode inilah apa yang apa yang disebut sebagai tradisionalis-
me Islam—di mana Idham Chalid menjadi bagian inti darinya—
terlibat dalam dunia politik yang sangat penting untuk diperha-
tikan. Seperti akan dijelaskan nanti, Idham Chalid memasuki po-
sisi puncak kepemimpinan NU justru saat organisadsi tersebut
melakukan konsolidasi untuk terlibat secara aktif dalam proses
politik, tepatnya menjadi partai politik sendiri setelah keluar dari
Masyumi. Idham Chalid selanjutnya memimpin NU di mana
masalah-masalah politik menjadi agenda utama organisasi.

Sekilas Riwayat Hidup'

Idam Chalid lahir pada 27 Agustus 1922 di Setui, sebuah desa
di Amuntai, Kalimantan Selatan. Di desa itu, yang kini menjadi
ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara, Idham menghabiskan
masa kecilnya di bawah bimbingan orang tuanya yang dikenal
taat beragama. Ayahnya, H. Muhammad Chalid, adalah seorang
guru agama yang sekaligus menjadi pedagang, sebelum akhir-
nya diangkat sebagai penghulu di wilayah tersebut. Masa kecil
Idham dihabiskan di desa tersebut.

Selesai menamatkan Sekolah Dasar di daerahnya, Idham Cha-
lid kemudian melanjutkan pendidikannya ke Pondok Modern
Gontor Ponorogo. Tahun 1942 ja menamatkan pendidikan di

Pembahasan tentang riwayat hidup Idham Chalid ini didasarkan atas
karangan Idham Chalid sendiri, “Autobiografi untuk Anak-anakku, Cucu-
cucuku dan Murid-muridku,” (tt, tp); Idham Chalid, Ensikopedi Islam (Jakar-
ta: van Hove).
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Kulliyatul Mu'’allimin al-Islamiyah (KMI Putra) Gontor, kemudi-
an mengabdi sebagai guru di almamaternya (1943-1944). la juga
pernah menjadi ketua umum Badan Wakaf Pondok Modern
Gontor. Di bidang pendidikan, ia pernah menjadi guru agama
SMA dan direktur Sekolah Guru Agama di Amuntai.

Awal karier politiknya bermula ketika menduduki jabatan
ketua Masyumi cabang Amuntai (1944-1945). Pada masa Kemer-
dekaan RI, ia aktif sebagai anggota Badan Keamanan Rakyat
(BKR). Akhir Desember 1947, ia menjadi anggota Serikat Ke-
rakyatan Indonesia (SKI) yang diketuai oleh Gusti Anwar. Ia per-
nah duduk sebagai anggota DPR masa pemerintahan Republik
Indonesia Serikat (RIS) dari 1949-1950 dan sekretaris pribadi K.H
A. Wahid Hasyim, yang pada saat itu menjabat Menteri Agama
dalam Kabinet Hatta. Hubungan itu cepat menimbulkan simpati
dari kalangan NU. Dengan dasar pengalaman di pemerintahan
(DPR-RIS), serta hubungan pribadinya yang dekat dengan K.H
A. Wahid Hasyim, ia kemudian diangkat sebagai ketua Darul
Ma’arif, lembaga pendidikan yang saat itu dipegang oleh K.H
Wahid Hasyim. Beberapa tahun kemudian ia memperoleh ke-
percayaan menjadi pimpinan Gerakan Pemuda Ansor dan se-
lanjutnya diangkat menjadi sekretaris umurn PBNU (1952-1956).
Pada Muktamar NU ke-21 (1956) di Medan, ia terpilih sebagai
ketua umum PBNU. Hal ini terjadi setelah Muktamar NU ke-19
di Palembang (1952) memutuskan NU keluar dari Masyurni dan
menjadi partai politik.

Idham Chalid menjadi pendamping K.H Abdul Wahab Has-
bullah dalam menghadapi perkembangan baru itu. Dalam wak-
tu yang tidak terlalu lama, ia sudah dikenal oleh cabang-cabang
NU. Dalam proses selanjutnya, sebagai ketua umum PBNU, ia
mengarahkan langkah-langkahnya pada tiga tujuan: (1) Mengam-
bil simpati ulama-ulama generasi pendiri atau yang memperoleh
sosialisasi langsung dengan generasi pendiri NU; (2) memper-
luas dan mengembangkan cabang-cabang NU di daerah-daerah,
antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan luar Jawa; dan (3} me-
ningkatkan pendekatan hubungannya dengan beberapa ulama
di daerah, khususnya di Jawa Timur. Ketiga cara inilah yang mem-
perkuat kepemimpinannya dalam NU sejak 1956 sampai muk-
tamar NU di Semarang, 1979. _

Dalam pernilihan umum 1955, ia berkampanye untuk partai
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NU. Sebagai hasilnya, ia menjadi Wakil Perdana Menteri (Waper-
dam) II dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957). Kabinet
ini lebih dikenal Kabinet Ali-Roem-ldham. Sejak itu, Idham Cha-
lid selalu mendapat jabatan penting dalam pemerintahan. Dalam
kabinet berikutnya, ia menjabat Waperdam II dalam Kabinet
Djuanda (1957-1959). Kedudukannya dalam Kabinet Djuanda ini
telah mengaburkan “ikrar” yang pernah dibuat bersama-sama
Masyumi, Katolik, Parkindo, serta PRI. Tkrar bersama itu berisi,
antara lain, menolak konsepsi Sockarno tentang Demokrasi Ter-
pimpin. Sebagai konsekuensi atas penerimaan ini, ia melakukan
politik penyesuaian diri. Idham Chalid dan KH Saifuddin Zuhri
atas nama NU bersedia mendasarkan programnya pada Mani-
festasi politik.

Pada 1960, Idham Chalid terlibat dalam menyusun parlemen
untuk angkatan tahun 1960. Setelah Kabinet Presidentil, lebih
dikenal dengan Kabinet Soekarno (1959-1965), diubah tahun 1962
ia masuk kabinet {1962) sebagai wakil ketua II MPR(S). Dalam
kabinet 1963, ia duduk sebagai menteri ex-officlo. Ketika Orde
Lama jatuh, 1966, ia tetap rnampu bertahan dan diangkat menja-
di menteri Kesejahteraan Rakyat (1967-1970). Tahun 1970-1971
ia mernperoleh jabatan sebagai menteri Sosial (ad interim), dan
dalam tahun 1971-1977 menduduki jabatan sebagai ketua DPR/
MPR.

Melalui fraksi-fraksi di DPR hasil Pemilu 1971 dimulai proses
fusi parpol-parpol ke dalam wadah baru. Dalam lingkungan par-
pol Islam NU yang memperoleh 58 kursi, Parmusi (Partai Mus-
limin Indonesia) 24 kursi, PSII {Partai Sarikat Islam Indonesia) 10
kursi, dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) 2 kursi, telah
dibentuk gabungan yang diberi nama Kelompok Spiritual yang
menjadi motor penggerak terciptanya fusi dari keempat parpol
Islam tersebut ke dalam wadah baru, yakni Partai Persatuan Pem-
bangunan (PPP). Sebagai realisasi konsep penyederhanaan par-
pol-parpol Islam tersebut, Idham Chalid bersama H M. Minta-
redja, menyusun komposisi kepengurusan PPP untuk pertama
kalinya pada 1973. Hasilnya, ia menjabat sebagai presiden partai
sedangkan H M. Mintaredia sebagai ketua umum. Dua tahun
kemudian (1975) PPP menyelenggarakan Musyawarah Nasional
(Munas) I. Hasilnya, menurut Anggaran Dasar {AD) partai, pre-
siden partai memegang peranan kunci dalam proses pengam-
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bilan keputusan, bahkan ia dianggap mempunyai hak pengam-
bilan keputusan sendiri dalam keadaan darurat.

Di samping itu, ada forum yang mengatur proses pengam-
bilan keputusan yaitu Dewan Presidentil. Dewan ini terdiri dari
4 unsur. Idham Chalid mewakili NU, Thayeb Mochammad Gobel
mewakili PSII, Rusli Halil mewakili Perti, dan Jailani Naro me-
wakili Parmusi. Namun, dalam prakteknya, peranan kunci pre-
siden partai tidak berjalan semestinya. Kasus Daftar Calon Ang-
gota DPR-RI adalah contoh kongkret, dalam keadaan semacam
itu Idham Chalid kurang berperan, dengan alasan kesehatan yang
menurun. Sejak masa kampanye pemilu 1982, ia berobat ke luar
negeri dan sampai kembali ke tanah air belum juga putih, se-
hingga ia tidak mungkin mengemban amanat rnuktamar yang
dikhawatirkan akan merugikan NU. Atas dasar pertimbangan
itu, para ulama sesepuh atau ulama-ulama generasi pendiri NU
memutuskan untuk mengirimkan utusan kepada Idham Chalid
yang terdiri dari K.H Ali Maksum. K.H Machrus Ali, K.H. Mujib
Ridwan, K.H. As’ad Syamsul Arifin, dan K.H. Masykur, untuk
memintanya mengundurkan diri serta menyerahkan jabatan ke-
tua umum PBNU kepada Rais Am NU waktu itu, K.H. Ali Mak-
sum. Idham Chalid menyetujui konsep tersebut dan ia menam-
bahkan sendiri diktum dari keputusan pengunduran diri itu de-
ngan kalimat “atas nasihat dari para alim ulama sesepuh NU".
Peristiwa itu terjadi pada 2 Mei 1982. Ia meminta agar pengu-
muman surat pengunduran dirinya dilakukan pada 6 Mei 1982
supaya tidak mengganggu pemilu. Usul Idham Chalid diterima
oleh para utusan. Menjelang pertengahan bulan Mei 1982, ia
mencabut surat pengunduran dirinya karena timbul reaksi dari
para pendukungnya, sebanyak 17 wilayah.

Dari sinilah mulai berkembangnya istilah “kelompok Cipete”,
sebagai kubu Idham Chalid, dan “Kelompok Situbondo” sebagai
kelompok lain dalam tubuh NU. Konflik yang berawal dari per-
bedaan pendapat tentang rasa tidak puas dari sejumlah tokoh
NU terhadap daftar calon Pemilu 1982 susunan DPP-PPP itu ber-
akhir pada kesempatan “tahlilan” memperingati meninggainya
para pendiri NU (K.H. A. Wahid Hasyim, K.H. Abdul Wahab
Hasbullah, dan K.H. Bisri Syamsuri) di Surabaya, pada Septem-
ber 1984. .

Idham Chalid yang menjabat sebagai ketua umum PBNU
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(1956-1984) menguasai secara aktif bahasa Arab, Inggris, dan Be-
landa, serta bahasa Jerman dan Perancis secara pasif. la memper-
oleh gelar doktor honoris causa dari Universitas al-Azhar, Cairo.
Dalam periode 1977-1983 ia menjadi ketua Dewan Pertimbangan
Agung (DPA). Sampai tahun 1991 masih duduk sebagai salah
seorang ketua Tim Penasihat Presiden tentang Pelaksanaan Pe-
doman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Sejak itu Idham
Chalid tidak lagi memiliki banyak kegiatan dalam politik. Per-
hatiannya banyak ditujukan pada perkembangan keagamaan
dengan memberi ceramah di berbagai tempat. Perguruan Darul
Maarif di Cipete menjadi salah satu lembaga yang ia dirikan dan
mendapat perhatiannya hingga saat ini.

Menjadi Ketua PBNU

Idham Chalid menjadi Ketua PBNU berdasarkan hasil muk-
tamar ke-21 di Medan, Desember 1956. Peristiwa ini merupakan
satu tahap penting terutama dalam perjalanan karir politiknya.
Sebagai ketua NU, hasratnya untuk terlibat dalam percaturan poli-
tik nasional Indonesia, yang memang sudah dirintis sebelumnya,
semakin memperoleh ruang lebar. Ini setidaknya terbukti bah-
wa sejak saat itu, seperti akan dijelaskan kemudian, Idham Cha-
lid semakin berkembang menjadi seorang tokoh yang sangat
diperhitungkan dalam konstelasi politik Indonesia. Namun se-
belum masuk pada pembahasan itu, satu pertanyaan penting
perlu dijawab terlebih dahulu: bagaimana seorang yang berlatar
belakang keagamaan modernis, selain bukan berasal dari ketu-
runan ulama Jawa —basis kultural NU—bisa diterima di ling-
kungan, dan bahkan menjadi orang nomor satu di tubuh NU?
Pertanyaan itu penting sebab dalam tradisi NU, bahkan mungkin
hingga dewasa ini, dua hal di atas—latar belakang keagamaan
tradisional dan keturunan ulama Jawa—kerap kali menjadi satu
pertimbangan penting dalam mengangkat seseorang menjadi
pimpinan di lingkungan NU. Untuk itu penjelasan berikut ini
akan melihat proses awal keterlibatan Idham Chalid di lingkungan
NU, sampai akhirnya terpilih menjadi Ketua PBNU.

Nama Idham Chalid mulai dikenal dalam politik Indonesia
sejak menjadi salah seorang anggota parlemen Republik Indone-
sia Serikat (RIS), menggantikan seorang anggota yang semula
terpilih oleh Dewan Daerah Banjar pada 1950. Dengan posisi ini,
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Idham kemudian semakin memperoleh akses yang besar untuk
melakukan kontak dan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh
politik, khususnya dari kalangan NU. Seorang tokoh NU yang
dikenal sangat dekat dan sekaligus dikagumi Idham Chalid ada-
lah KH. Wahid Hasyim. Ketika tokoh yang disebut terakhir ini
menjadi Menteri Agama dalam Kaninet Hatta (1949-1952), Idham
Chalid tercatat sebagai salah seorang terdekat yang sekaligus
menjadi sekretaris pribadinya. Berdasarkan hubungan dekat
inilah Idham Chalid kemudian dekat dengan tokoh-tokoh NU
lain serta secara perlahan diterima menjadi bagian dari NU.

Demikianlah dua tahun kemudian, pada 1952, Idham Chalid
dipercaya memimpin Lembaga Pendidikan Ma’arif NU yang se-
belumnya dipegang KH. Wahid Hasyim. Tidak lama setelah itu,
Idham Chalid juga diangkat sebagai ketua Gerakan Pemuda
Ansor, satu organisasi kepemudaan di bawah NU. Masih dalam
tahun yang sama, 1952, Idham Chalid kemudian terpilih menja-
di Sekretaris Umum PBNU hingga 1956. Dengan menyandang
posisi Sekretaris Umum, dalam kongres ke-21 di Medan, Idham
Chalid akhirnya berhasil menduduki posisi puncak kepemim-
pinan NU. Posisi puncak itu terus digegangnya hinga dua puluh
delepan tahun kemudian, 1984, ketika dia harus menyerahkan
kursi ketua umum PBNU kepada Abdurrahman Wahid atau Dus
Dur. . '

Berkaitan dengan naiknya Idham Chalid ke puncak kekua-
saan NU inj, hal lain yang juga penting diperhatikan adalah ori-
entasi gerakan NU yang saat itu sudah bergeser hampir sepe-
nuhnya ke bidang politik. NU pada 1952 memisahkan diri dari
Masyumi, satu-satunya partai politik yang mewakili umat Islam
sejak 1945, dan kemudian secara resmi menyatakan dirinya se-
bagai partai politik. Dalam posisi demikian, masa konsolidasi
menjadi sebuah partai politik, NU membutuhkan anggota-ang-
gota yang memiliki kualifikasi memadai di bidang politik. Maka
pada saat itulah Idham Chalid, yang memang telah dikenal sa-
ngat ahli dalam masalah politik—terbukti dari prestasinya mem-
pimpin sejumlah organisasi di bawah NU—tampil sebagai seo-
rang yang menjanjikan dalam memimpin NU di masa datang,
khusunya ketika ia sudah beralih menjadi partai politik.

Penerimaan dan sekaligus restu para ulama NU terhadap kepe-
impinan Idham Chalid memang dilandasi pengalamannya teru-
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